SALINAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3
ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan
Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012
dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem
Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Tahun 2023-
2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4932);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang

Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6123);



Menetapkan

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan
Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan
Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03
Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pringsewu Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu
Tahun 2012 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1
Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pringsewu Tahun 2023 Nomor 174);

Peraturan Bupati Pringsewn Nomor 2 Tahun 2022
tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-
2026 ({Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun
2022 Nomor 632};

- MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUATAN SISTEM

INOVASI DAERAH TAHUN 2023-2026.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten .
Pringsewu.

Bﬁpati adalah Bupati Pringsewu,

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah
selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Pringsewu yang selanjutnya disebut RPJMD
Kabupaten Pringsewu adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan
yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan
program kepala daerah dengan berpedoman pada
RPJMD Kabupaten Pringsewu serta memperhatikan
RPJMD Provinsi Lampung dan RPJM Nasional.



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan -
tahunan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan,
penetapan, pengkajian, perekayasaan dan

" pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan

1)

(2)

(3)

yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis
nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau
cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses
produksi.

Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut SIDa
adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk
menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar
institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga
kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang
inovasi, dunia usaha dan masyarakat di daerah.

Roadmap Penguatan SIDa Kabupaten Pringsewnu
adalah dokumen yang berisi kebijakan umum dan
program prioritas pembangunan dalam rangka
penguatan sistem inovasi Kabupaten Pringsewu untuk
periode Tahun 2023-2026.

BAB II
ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

Pasal 2

Bupati menugaskan tim koordinasi melakukan
penyusunan Roadmap Penguatan SIDa.

Roadmap  Penguatan  Sistem  Inovasi  Daerah
merupakan dokumen yang berisi kebijakan penguatan
sistem inovasi di Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-
2026, yang memuat:

a. kondisi SIDa saat ini;

b. tantangan dan peluang SIDa;

c. kondisi SIDa yang akan dicapai;

d. arah kebijakan dan strategi penguatan SIDa;
e. fokus dan program pricritas SIDa; dan

f. rencana aksi penguatan SIDa.

Roadmap penguatan SIDa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengakomodasi seluruh program dan
kegiatan yang didanai dari anggaran pendapatan dan
belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja
daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja
daerah kabupaten dan lain-lain pendapatan yang sah
dan tidak mengikat.



(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 3

Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2026 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 merupakan:

a. salah satu landasan dan Pedoman Operasional bagi
Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan Rencana
Kerja (Renja) 2023-2026.

b.salah satu acuan bagi Pemerintah Daerah
Kabupaten Pringsewu dalam Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
Kabupaten Pringsewu 2023-2026. '

Tim  koordinasi  Kabupaten  mengintegrasikan
Roadmap penguatan SIDa ke dalam dokumen
RPJMD. -

Dalam hal Peraturan Daerah tentang RPJMD sudah
ditetapkan, Pemerintah Daerah Kabupaten
melakukan perubahan Peraturan Daerah yang
mengatur RPJMD.

Perubahan Peraturan Daerah harus mengintegrasikan
Roadmap penguatan SIDa.
BAB III
PENYUSUNAN

Pasal 4

Sistematika penyusunan Roadmap Penguatan Sistem
Inovasi Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2026
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

BABI PENDAHULUAN
BAB II TINJAUAN KEBIJAKAN
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH
BAB IV METODE PENYUSUNAN INOVASI DAERAH
BABV POTENSI DAN MASALAH SERTA ISU

STRATEGIS

BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN KONDISI SIDa
BAB VII PERUMUSAN KONSEP KONDISI  SIDa

KABUPATEN PRINGSEWU

BAB VIII FOKUS PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

SIDa

BAB IX INDIKATOR KETERCAPAIAN KINERJA SIDa
BABX RENCANA = AKSI SIDa KABUPATEN

PRINGSEWU



Pol
-

. " Pasal 5 , .

Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten
Pringsewu Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BABIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan' Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Pringsewu.
Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 29 pescrber 2023
PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,
dto
ADI ERLANSYAH
Diundangkan di Pringsewu

pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI
BERITA .DAERA'H KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023 NOMOR 655

i dengan aslinya
ian Hulum

Salinan sesu
Kepala B

PUTRA ADITIA MILANG..S.H..M.H
Pembina / TV.a
NIP. 19870212 201001 1 005
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU

NOMOR : TAHUN 2023

TENTANG

PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH TAHUN
2023-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inovasi merupakan faktor penting dalam menunjang pembangunan daerah, terutama
dalam meningkatkan kinerja dan kapasitas sumberdaya dalam mengakselerasi pembangunan
ekonomi dan daya saing. Inovasi meliputi berbagai upaya dalam rangka menemukan strategi,
program, dan kegiatan yang mendorong penambahan nilai tambah (value added) dan fungsi
dan suatu komoditas, hal, praktek, dan sistem kerja (Holden, 2008). Di dalam konteks nilai
tambah komoditas misalnya, inovasi diupayakan terhadap penciptaan mekanisme produksi
yang mempertahankan efisiensi penggunaan barang input untuk menghasitkan produk dengan
nilai tambah yang lebih baik. Hal ini juga berarti peningkatan dari sisi kapasitas produksi dan
efisiensi tenaga kerja, biaya, dan waktu di dalam proses produksi. Selanjutnya, di dalam
konteks nilai tambah hal dan praktek pembangunan, inovasi merupakan suatu upaya
memperkuat kerangka rencana kerja, aksi, role sharing, pembiayaan sampai dengan
pemantauan dan evaluasi; atau keseluruhannya disebut sebagai tata kelola (Healey, 2004).
Terakhir, di dalam konteks nilai tambah terhadap sistem kerja, inovasi berarti penguatan
kapasitas sumber daya manusia, regulasi, peralatan (baik software maupun hardware), fasiltias
pendukung, dalam membantu pelaksanaan produksi atau tata kelola (Hoegl and Gemuenden,

Untuk dapat semakin besar dan maju, dacrah harus meningkatkan daya saing dengan
berinovasi secara terus menerus. Salah satu instrument pendukung utama dari upaya
mewujudkan inovasi adalah riset, kajian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Upaya ini tentu saja meliputi berbagai aktivitas seperti penelitian, publikasi, knowledge
management dan sharing, training, peningkatan akses ferhadap data dan informasi, serta
integrasi output dari berbagai kegiatan tersebut yang mengawal dari hulu sampai dengan
berakhir di hilir aktivitas pembangunan, atau yang sekarang lazim disebut sebagai “hilirisasi
riset”. Seringkali, di banyak negara berkembang, termasuk di Indonesia, persoalan mismatch

(ketidakcocokan) antara penelitian, pengkajian, dan pengajaran terhadap apa yang dibutuhkan
12




di lapangan atau di praktek pembangunan kerap kali terjadi, di mana penelitian dan
pengembangan keilmuan banyak diarahkan pada hal-hal yang menjadi tren global, namun pada
dasarnya suatu daerah belum memerlukannya. Di sisi lain, beberapa produk, tindakan
pengelolaan, dan mekanisme kerja yang dilakukan secara business as usual di suatu daerah

Jjustru luput dan perhatian penelitian,

Penguatan Sistem Inovasi Daerah (S1Da), merupakan agenda nasional sesuai dalam UU
No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-
2025 dan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, yang menjadi salah
satu strategi pengembangan inovasi yang diharapkan dapat mempercepat kemajuan suatu
dacrah. Keberadaan SIDa diharapkan dapat meningkatkan kualitas hilirisasi riset sehingga
kemudian peneiitan dan pengembangan keiimuan yang dilakukan oleh suatu dacrab melatui
stakeholdernya dapat tepat sasaran dan tepat guna dengan kebutuhan di daerah tersebut,
konteks dan karakteristik masyarakat serta para pelaku usahanya. Sistem Inovasi Daerah
(SIDa) pada ievel Kabupaten dan Kota sendiri diatur dalam Peraturan Bersama kementerian
Dalam Negeri Republik Indonesia No. 3 tahun 2012 dan Kementerian Riset dan Teknologi No.
36 Tahun 2012 tentang penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Dijabarkan bahwa SIDa
terkait dengan seluruh proses pengembangan inovasi antar pemangku kepentingan yang
mengedepankan iimu pengetahuan, teknologi serta pengembangan metode baru untuk
meningkatkan kualitas, kapasitas, dan efektivitas serta efisiensi kinerja pembangunan daerah,
termasuk peningkatan komoditas unggulan, tata kelola, daya saing manusia, serta sistem
kerjanya.

Mengacu pada dokumen SIDa yang telah tersusun pada tahun 2021, prioritas program
unggulan penguatan SIDa di Kabupaten Pringsewu terbagi menjadi lima bagian, yakni: inovasi
pengembangan infrastruktur, inovasi pengembangan SDM, inovasi pengembangan sektor
unggulan, inovasi iklim usaha kondusif, dan inovasi peningkatan tata kelola pemerintahan,
yang keseluruhannya merupakan suatu kesatuan penting dalam mendukung upaya mendorong
Pringsewu yang semakin berkembang dan berdaya saing di wilayah Provinsi Lampung bahkan
nasional. Selain iy, prioritas unggulan dalam penguatan SiDa meigacu pada eiain pilar
strategis, yaitu: 1. Strategi Peningkatan Pengelolaan dan Produksi Sektor Unggulan khususnya
Pertanian dan Perdagangan; 2. Strategi Pengembangan Kawasan Wisata berbasis Alam, Sektor
Unggulan dan Kearifan Lokal seperti Agrowisata dan Minapolitan; 3. Strategi Pengembangan
Sentra Ekonomi Kreatif di Daerah dengan Potensi Usaha Kecil Menengah; 4. Strategi

Pengembangan dan Peningkatan Forum Kerjasama Ilmiah dan Jejaring Peneliti, Akademisi,




dan Pelaku Usaha; 5. Strategi Pengembangan Piatform Inovasi Sosial (Social Innovation
Platform) untuk mengedukasi masyarakat; dan 6. Strategi Pengembangan Tata Kelola
Pemerintahan yang Cerdas dan Kolaboratif. Dalam memperkuat rencana penerapan SIDa di

Kabunaten Pringsewu maka dibutuhkan sebuah peraturan atan kebiiakan penguatan SIDa yang

merefleksikan pendekatan terintegrasi dan kesinambungan antar stakeholder, bai kantar OPD,
pemerintah dengan swasta, serta pemerintah, swasta dan masyarakat.

1.2 Permasalahan

Pada dasarnya permasalahan utama yang terjadi yang menjadi hambatan utama dalam
upava peiniigkatan inovasi pembangunan di Kabupaten Pringsewu adalah belum kuatnya
orientasi, fokus, dan sistematika alur pengembangan inovasi. Pada aspek ckonomi, misalnya,
berbagai permasalahan masih belum dapat diatasi secara menyeluruh, di sisi lain pemerintah
dacrah cenderung mengembangkan berbagai sektor dengan harapan meningkatkan kinerja
pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, cenderung spontan dan tidak terfokus
dengan baik. Pada sektor utama mereka, pertanian misalnya, beberapa masalah antara lain
masih belum optimalnya produksi dan pengelolaan pertanian tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan dan peternakan, masih tingginya aiih fungsi.iahan. Sedangkan sektor perikanan air
tawar yang sedang mulai dikembangkan masih terkendala oleh sarana prasarana, pengelolaan
pemasaran, dan keterkaitan rantai usaha yang belum optimal, yang menyebabkan
kecenderungan lambatnya penambahan jumlah investor setiap tahun. Akan tetapi, kegiatan
pembangunan dilaksanakan setiap tahun secara rutin dengan belum mengeksplorasi berbagai
peluang untuk dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi dan distribusinya dengan
pendekatan yang mainstream seperti pengadaan alat pertanian, penyuluhan, dan dukungan
pemasaran. Padahal, persoalannya terjadi pada banyak hal lain termasuk kualitas, daya saing,
dan strategi pemasaran. Hal ini menyebabkan, produktivitas sektoral cenderung berkembang
namun tidak pesat dan belum memiliki karakter atau branding image yang kuat.

Kemudian, terkait dengan sektor unggulan kedua mereka, pariwisata misalnya,
persoalan  belum optimalnya pencépaian tingkat kunjungan wisatawan dari target
pengembangan pariwisata kabupaten, serta belum optimalnya pengelolaan sarana prasarana
pendukung pariwisata menyebabkan banyak obyek wisata belum mendatangkan keuntungan
yang signifikan bagi daerah. Di sisi lain, program-program pemerintah yang dirancang setiap

tahunnya hanya terfokus pada upaya pembangunan infrastruktur, peningkatan promosi wisata,




dan pembinaan pelaku usaha pariwisata, yang hampir sebagian besar programnya adalah
business as usual, hampir identik setiap tahun. Padahal, yang diperiukan adalah pembinaan
terhadap pelaku usaha pariwisata, peningkatan tata kelola kawasan, serta strategi merangkul
investor. Selanjutnya pada sektor perikanan, terkait belum mencukupinya kapasitas
pengelolaan perikanan air tawar pada saat potensinya berkembang cukup baik, sampai dengan
masth terbatasnya jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Pringsewu yang
mengindikasikan belum menariknya daerah ini untuk investasi usaha serta masih rendahnya
kontribusi koperasi dalam memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat khususnya usaha kecil

dan menengah.

Maksud dilaksanakannya pekerjaan ini adalah tersusunnya Dokumen Penguatan Sistem
Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pringsewu. Road Map ini diharapkan menjadi instrument

vang menata, mPnnnm'nlmn mpnmnfpo*mmknn dan memfolkuckan hPrhﬂnm upava t terkait riset
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penelitian, kajian, pembelajaran, knowledge management, penerapan teknologi dan lain-lain
untuk dapat mencii)takan skenario, strategi, program, dan aksi yahg menciptakan nilai tambah
dan meningkatkan 'kapa'sitas dari pemerintah daerah dan unsur-unsur di bawahnya dalam
mengakselerasi pembangunén di Kabupaten Pringsewu. Tujuan dari kegiatan ini adalah:

a. Mengkaji gambaran umum daerah dan kondisi inovasi di Kabupaten Pringsewu saat

ini
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Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

¢. Merumuskan kondisi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang akan dicapai (benchmarking)
berdasarkan potensi dan produk unggulan daerah Kabupaten Pringsewu

d. Merumuskén arah kebijakan strategi penguatan Sistem Inovasi Daerah
(StDa) termasuk tujuan dan sasaran penguatannya

e. Merumuskan indikator kinerja Sistem Inovasi Daerah (8IDa)

o P g e im o T e FOTT Y
Merumuskan fokus program dan kegiatan prioritas Sisiem Inovasi Daerah (SIDaj

gr]
-
»
i
D
..

g Merumuskan rencana aksi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pringsewu

Adapun tujuan di atas dapat dicapai melalui pemenuhan sasaran-sasaran sebagai berikut:
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b. Teridentifikasinya tantangan dan peluang SIDA




Terumusnya Kondisi SIDa yang akan dicapai

o

d. Terumusnya arah kebijakan dan strategi penguatan SIDa
e. Terumusnya indikator kinerja, fokus program dan kegiatan  prioritas dalam
pengembangan SIDa di Kabupaten Pringsewu

f. Tersusunnya Rencana Aksi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten

Pringsewu

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah
Ruang lingkup wilayah dalam kegiatan Penyusunan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
adalah Kabupaten Pringsewu yang terdiri dari 9 (Sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan
Padasuka, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pagelaran Utara,
Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Banyumas
dan Kecamatan Adiluwih,
1.4.2 Ruang Lingkup Kegiatan _
Pelaksanaan kegiatan konsultansi Penyusunan' Dokumen Road Map Sistem Inovasi
Daerah (S1Da) dilaksanakan dengan tatacara utama sebagai benkut:
1. Pembaharuan data dan informasi, dan identifikasi permasalahan dan isu strategis
pembangunah di Kabupaten Pringsewu yang relevan dengan pengembangan inovasi
2. Identifikasi kesesuaian dukungan kelembagaan dan regulasi terkait pengembangan
inovasi
3. Analisis potensi ekonomi unggulan sebagai bahan utama untuk tema inovasi daerah
4. Analisis potensi dan hambatan dukungan dari aspek sosial, lingkungan dan tata kelola
terhadap inovasi dacrah
5. Penjabaran kondisi dan target pencapaian masing-masing sektor

6. Visi dan misi serta strategi inovasi dan penyiapan draft rencana aksi inovasi daerah
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1.5 Dasar Hukum

Pelaksanaan kegiatan konsultansi Penyusunan Dokumen Road Map Sistem Inovasi
Daerah (S1Da) dilaksanakan dengan berlandaskan pada ketentuan hukum dan prosedur vang
diatur di dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,
Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Tacinnal.

c¢. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan
Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negen dan Pemerintah Daerah

¢. reraiuran Femeriniai Nomor 38 iuhun 2617 icniang Inovasi Dactaly,

f  Keputusan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 03
Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan
Sistem Inovasi Daerah (SIDA);

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah;

h.  Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Penelitian.




1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan di dalam Dokumen Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut.

BAB1 PENDAHULUAN
Bab ini berisikan latar belakang, permasalahan, tujuan dan sasaran, ruang lingkup wilayah,
ruang lingkup kegiatan, dasar hukum, pendekatan pelaksanaan kegiatan im, serta

sistematika pembahasan.

BAB2 TINJAUAN KEBIJAKAN
Bab ini berisikan berbagai review terhadap peraturan dan kebijakan serta dokumen

perencanaan yang memberikan panduan, batasan, dan penjelasan terhadap Sistem Inovasi
Daerah (SIDa)

BAB3 GAMBARAN UMUM WILAYAH
Bab ini berisikan gambaran umum daerah, isu-isu strategis yang dipertimbangkan dalam

perumusan inovasi, pencapaian inovasi pada saat ini, serta pemetaan kapasitas daerah;

BAB4 METODE PENYUSUNAN
Bab ini berisikan penjelasan terkait dengan metode yang digunakan dalam proses

penyusunan laporan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa2) Kabupaten Pringsewn,
BABS POTENSIMASALAH DAN ISUSTRATEGIS

Bab ini berisikan review terhadap berbagai permasalahan dan kaitannya dengan tantangan
penyelenggaraan inovasi di daerah Kabupaten Pringsewu. Selain itu, bab ini juga
menjabarkan beberapa isu strategis dari berbagai masalah yang sudah dijabarkan.

™A £ MIATMAR A 7T T A
prrs WV RV FANEIS LY VAP W ANTIA LTSN

Bab ini berisikan struktur organisasi pelaksana, alur kerja dan kerangka berpikir substansi
pelaksanaan pekerjaan, jadwal dan mekanisme interaksi kerja antara tim penyusun dengan

tim supervisi.
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BAB II
TINJAUAN KEBIJAKAN

2.1 Kebijakan Sisten Inovasi Daerah
2.1.1 Undang-undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah
Dacrah dapat melakukan inovasi. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan

Daerah mengacu pada prinsip: a. peningkatan efisiensi; b, perbaikan efektivitas; c. perbaikan

Tosntibns wmnlns o - R [ et -t . P B

ualitas pclayanan, d. tidak ada konflik kepentingan; e. berorientasi kepada kepentingan
umum; f dilakukan secara terbuka; g. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan h. dapat
dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Pemerintah Pusat akan
memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah yang berhasil
melaksanakan inovasi dan Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif

kepada individu atau Perangkat Daerah yang melakukan inovasi.

2.1.2 Peraturan Pmerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2017 ‘T'entang Inovasi
Daerah

PP No. 382017 menyebutkan bahwa inovasi sebagai kegiatan penelitian,
pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang selanjutnya
disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan peneraoan praktis nilai dan konteks ilmu
pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Adapun sistem inovasi daerah yang
selanjutnya disingkat SIDa adalah keseluruhan proses dalam- satu sistem  untuk
menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antarinstitusi pemerintah, pemerintahan
daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha,
dan masyarakat di daerah. Ruang lingkuppengnatan STDa meliputi

a. Kebijakan penguatan SIDa;

b. Penataan unsur S1Da; dan

¢. Pengembangan SIDa.




Kebijakan penguatan SiDa tercantum dalam

a. Roadmap penguatan SIDa;

b. RPIMD; dan

¢. RKPD.
Roadmap penguatan SIDa memuat

a. kondisi SIDa saat ini;

b. tantangan dan peluang SIDa;

c. kondisi SIDa yang akan dicapai,

d. arah kebijakan dan strategi penguatan SIDa;

¢. fokus dan program prioritas SIDa; dan

f. rencana aksi penguatan SIDa.
Unsur SIDa meliputi _

a Kelembagzian SIDa;

b. Jaringan SIDa; dan

¢. Sumber daya SIDa.
Pengembangan SIDa meliputt kegiatan

a. Pembangunan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDa di daerah;

b. Pemetaan potensi dan analisis SIDa; dan

c. Pemberlanjutan penguatan SIDa. Pembangunan komitmen dan konsensus
unsur-unsur SIDa di daerah dilakukan melalui sosialisasi, fasilitasi, dan alokasi sumber daya.
Pemetaan potensi dan analisis SIDa dilakukan melalui

a. 1dentifikasi dan pengumpulan data;

b. pemetaan; dan

c. analisis faktor kebijakan, unsur SIDa, program dan kegiatan. Pemberlanjutan penguatan

STDa dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDa.

A. Kelembagaan SIDa

Kelembagaan SIDa terdiri atas
a. lembaga/organisasi;

b. peraturan; dan

¢. norma/etika/budaya.
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Penataan terhadap peraturan dilakukan dengan cara membuat peraturan baru, merubah

peraturan, dan mencabut peraturan terkait SIDa. Penataan terhadap norma/etika/budaya

dilakukan dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasikan nilai-

nilai sosial bagi penguatan SIDa. Sedangkan, penataan terhadap lembaga/organisasi

meliputt:

1.

Penataan institusi pemerintah dilakukan dengan cara mensinergikan program
dan kegiatan kementerian dan lembaga dalam penguatan SIDa dengan membentuk
BPPD; dan
meningkatkan kapasitas dan peran BPPD sebagai koordinator dalam
penguatan SIDa;

Penataan lembaga kelitbangan dilakukan dengan cara
meningkatkan kapasitas dan peran ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penataan lembaga pendidikan dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan
kelitbangan di lingkungan lembaga pendidikan sesuai kebutuhan daerah.

Penataan lembaga penunjang inovasi dilakukan dengan cara mensinefgikan

program dan kegiatan semua lembaga yang dapat menunjang penguatan SIDa.

. Penataan dunia usaha dilakukan dengan memanfaatkan hasil-hasil kelitbangan

vang menghasilkan harang dan jasa yang memiliki ni konomis;
meningkatkan kemitraan dengan lembaga/organisasi SIDa.

Penataan organisasi kemasyarakatan di daerah dilakukan dengan cara
memberdayakan organisasi kemasyarakatan dan mensinergikan dengaﬁ penguatan

SIDa.

B. Jaringan SIDa
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jaringan SIDa dilakukan melalui

a. komunikasi intensif antara lembaga SIDa;

b. mobilisasi sumber daya manusia; dan

¢c. optimalisasi pendayagunaan HKI, informasi, sarana dan prasarana ilmu

pengetahuan dan teknologi.
Komunikasi intensif dilakukan melalui:
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sejenisnya;

b. menjalin kéxjasama kelitbangan antar lembaga/organisasi SIDa; dan
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¢. forum komunikasi penelitian dan pengembangan daerah.

Mobilisasi sumber daya manusia dilakukan melalui:

a. kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk
penguatan SIDa antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

b. kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampitan sumber daya manusia untuk
penguatan SIDa antardaerah; dan

c. kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya
manusia untuk penguatan SIDa antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan

d. kerjasama  kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya
manusia untuk penguatan SIDa antara lembaga pemerintahan dan lembaga non

an mrra massen b e

pcmcrintaha
Optimalisasi pendayagunaan HKI, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetzhuan dan
teknologi dilakukan melalui:

a. pemanfaatan HKI;

b. pemanfaatan informasi SIDa; dan

c. pemanfaatan sarana dan prasarana SIDa.

C. Sumber Daya Siba

Sumber daya SIDa terdiri dari (a.) kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan manusia
dan pengorganisasiannya; (b.) kekayaan intelektual dan informasi; dan (c.) sarana dan
prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi. Penataan sumber daya SIDa meliputi:

a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau

spesifik sumber daya SIDa;

=3

pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;

pengembangan struktur dan strata keahiian jenjang karir;

A o

peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
e. pemanfaatan data dan informast; dan

rn

pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.
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Z.1.3 Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Repubiik Inonesia No. 03
Tahun 2012 dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 36 Tahun 2012
Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Permen No. 03/2012 dan No 36/2012 menyebutkan bahwa Inovasi Daerah adalah semua

bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah

adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Pelayanan

Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan

sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas

barang atau jasa danfatau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara

Pelayanan Publik.

Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui (a.) peningkatan Pelayanan Publik; (b.) pemberdayaan dan peran serta
masyarakat; dan (c.) peningkatan daya saing Daerah. Inovasi Daerah diselenggarakan

berdasarkan prinsip;

a. peningkatan efisiensi;

b. perbaikan efektivitas;

c. perbaikan kualitas pelayanan;

d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
e. berorientasi kepada kepentingan umum;
f. dilakukan secara terbuka;

g memenuhi nilai kepatutan; dan

h. dapat dipertanggungiawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Inovasi Daerah berbentuk (a.) inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah; (b.) inovasi
Pelayanan Publik; dan/atau (¢.) Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan
yvang menjadi kewenangan Daerah. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah merupakan
inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana
internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manpjemen. Inovasi
Pelayanan Publik meiupakan inovasi dalaiii pcuycuxaau pelayanan kepada masyarakat yang

meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa pubhk dan inovasi jenis dan bentuk

barang/fjasa publik. Inovasi Daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam
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penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
Kriteria Inovasi Daerah meliputi:
a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;

b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
¢. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
e. dapat direpiikasi.
Keputusan kepala Daerah mengenai Inovasi Daerah memuat:
a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Dacrah;

bentuk Inovasi Daerah;

=

rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;

oo

tujuan Inovasi Daerah;

e. manfaat yang diperoleh;

=

waktu uji coba Inovasi Daerah; dan

g. anggaran, jika diperlukan.
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2.2.1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Ménengah Nasional 2020-2024
Pembangunan wilayah Sumatera tahun 2020-2024 diarahkan untuk menjadi salah satu
lumbung pangan nasional daﬂ komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi,
dan sekaligus memantapkan hilirisasi  pertanian, perkebunan, perikanan, dan
peternakan  dengan industri  pengolahan berbasis sumber daya lokal. Prioritas
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pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan
pengurangan risiko bencana.
Kabupaten Pringsewu termasuk dalam wilayah pengembangan desa terpadu dengan program-
program:
1. DesaDigital P3PD (Program Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Professional)
2. Penetapan batas desa
Pengembangan Sumber Daya Alr Minum Berkelanjuian Berbasis Masyarakai

4. BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa
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Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa
Lingkup Regional
6. Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)

2.2.2 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No. 02 Tahun 2012 Tentang rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2031

Tujuan penataan ruang di wilayah Kabupaten Pringsewu adalah untuk mewujudkan
Kabupaten Pringsewu sebagai pusat pendidikan, pusat perdagangan dan jasa yang berwawasan
lingkungan dengan di dukung olech sumber daya nmanusia yang cerdas
dan kompetitif, dalam rangka menciptakan masyarakat yang sejahtera. Untuk
mewujudkan tujuan tersebut maka ditetapkan kebijakan pengembangan struktur ruang dan
pengembangan pola ruang.

1. Kebijakan pengembangan struktur ruang.

a. Pengembangan pusat kegiatan wilayah promosi (PKWp) di Pringsewu, yang
berfungsi sebagai pusat pemerintahan regional, pélayanan keschatan, pusat
pelayanan pendidikan, pusat pengembangan pariwisata dan budaya, pusat
perdagangan dan jasa, pusat koleksi dan distribusi, dan simpul transportasi.

h. Pengembanpan pusat kegiatan lokal promasi (PKT.p) di kawasan gadingreio
yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, agropolitan, peternakan,
perikanan, dan pengembangan pendidikan skala regional; di kawasan
Sukoharjo yang berfungsi sebagai pusat pengembangan perdagangan dan
jasa, pusat pengembangan pemukiman, pusat pengembangan industri
pengolahan hasil pertanian, pengembangan peternakan dan industri kecil;
dan kawasan perkotaan Pagelaran yang berfungsi sebagai pusat

pengembangan perdagangan dan jasa, pusat pen
perkebunan, minapolitan, dan pengembangan kegiatan pertambangan.

c. Pengembangan pusat pelayanan kawasan (PPK) di kawasan perkotaan
Ambarawa yang berfungsi scbagai pusat pengembangan pertanian tanaman
pangan, pengembangan perikanan air tawar, pengembangan permukiman,
dan pusat pemasaran produk unggulan;, di kawasan perkotaan Banyumas
yang berfungsi sebagai pengembangan pertanian hortikultura, pengembangan

1 ¥ ornn Aam mamaaeabhoanonn amsintan nartnmdanonn
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d. Pengembangan peiayanan lingkungan (PPL) di kawasan Adiluwih yang
berfungsi sebagai pengembangan tanaman pangan dan hortikultura,
pengembangan tanaman perkebunan, dan industri kecil; di kawasan
Pardasuka yang berfungsi sebagai pengembangan tanaman pangan,
perkebunan dan kehutanan, pengembangan kawasan pariwisata dan budaya serta
kawasan hutan lindung,

2. Kebijakan pengembangan pola ruang.

Kebijukan pengembangan pola ruang di Kabupaien Pringsewu, mencakup pols ruang
kawasan lindung dan pola kawasan budidaya. Pola ruang kawasan lindung
mencakup kawasan hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, dan kawasan
rawan bencana. Sedangkan pola kawasan budidaya mencakup kawasan
peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan
pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata,
kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya. Adapun
kebtjakan pengembangan pola ruang tersebut adaiah sebagai berikut :

a.  Kebijakan melestarikan hutan lindung register 21 dan register 22 melalui
reboisasi lahan kritis, rehabilitasi kawasan hutan lindung, pengawasan dan
pengamanan hutan lindung, serta penegakan hukum terhadap pembalakan liar
serta penanganan preventif.

b. Kebijakan pengembangan kawasan perlindungan setempat (sempadan
sungai, sempadan mata air, sempadan irigast) melalui penertiban bangunan
pemukiman, normalisasi dan rehabilitasi, mengembangkan prasarana
pendukung, kelestarian fungsi lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan kota yang
berkelanijutan.

c. Kebijakan penanganan kawasan rawan bencana melalui pemetaan daerah
rawan bencana, rehabilitasi, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, dan
pengendalian lingkungan hidup.

d. Strategi pengembangan kawasan lindung adalah (1) menjaga dan
mengembalikan fungsi kawasan lindung dari dampak kerusakan lingkungan;
(2) menyediakan RTH kota minimal 30% (tiga puluh persen) darn luas

embatasi r\Pﬂ(thnnnnn dan memulihkan <ecara hPﬁahﬂn
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~kawasan lindung yang telah berubah fungsi dan/atau menurun akibat

pengembangan kegiatan budidaya; (4) membatasi pemanfaatan dan
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mencegah pencemaran air tanah bagi kegiatan industri kreatif, perdagangan
dan kegiatan budidaya lainnya; (5) merevitalisasi kawasan cagar budaya
sebagal pusat kegiatan pariwisata, sejarah, budaya, dan ilmu pengetahuan;
dan (6) mencegah pengembangan prasarana di sekitar kawasan lindung
dalam rangka menghindari tumbuhnya kegiatan budidaya yang dapat
mendorong alih fungsi lindung menjadi budidaya.

e. Kebijakan pengembangan kawasan budidaya yang meliputi; (1)
mengembangkan kegiatan budidaya yang tidak melampaui daya dukung dan
daya tampung lingkungan sesuai potensi dan karakteristik kawasan sehingga
mempunyai daya saing kompetitif dan komparatif berskala regional, nasional,
dan intemmasional; (2) mengembangkan kegiatan industri kreatif di dalam
kawasan beserta infrastruktur secara sinergis dan berkelanjutan untuk
mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah; dan (3)
mengembangkan sarana kegiatan budidaya untuk menunjang sosial budaya,

pariwisata, ekonomi, olah raga dan ilmu pengetahuan serta teknologi.

2.2.3 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No. 03 Tahun 2012 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pringsewu 2005-2025
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2005-
2025, telah  ditetapkan Visi Pringsewa Maju, Sejahtera dan Berdaya Saing.
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan tahapan dan prioritas
pembangunan lima tahunan, yang akan dijadikan rujukan utama dalam penyusunan
RPJMD. Tahapan dan prioritas pembangunan, dirumuskan dengan mengkaitkan antara
misi pembangunan jangka panjang dacrah dengan arah pembangunan daerah
sehingga menjadi skala prioritas pembangunan daerah berdimensi lima tahunan.
Kabupaten Pringsewu sebagai daerah otonomi baru yang dibentuk pada tahun 2008, maka

pentahapan RPIMD hanya sebanyak tiga tahap, vaitn RPIMD tahap pertama (2011-
2016), RPJMD tahap kedua (2017-2022) dan RPJMD tahap ketiga (2022-
2007). Dengan demikian maka RPJMD Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022
merupakan pelaksanaan dokumen RPJPD tahap kedua.
Adapun prioritas pembangunan RPJPD tahap kedua pada setiap misi adalah :

A. Membangun sarana dan prasarana wilayah serta wutilitas dasar untuk mendukung
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pengembangan ekonomi dan peiayanan dasar, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut;

1.

1

Lh

9.
10.
1L

iz.

13.

14.
15.
16,
17.

Pengembangan Rencana Tata Ruang dan penguatan penerapan Rencana Tata
Ruang.

ran
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Penguatan manejemen perkotaan
pengendalian pemanfaatan ruang serta pengamanan kawasan konservasi
dengan penerapan dan penegakan hukum secara tegas dan adil.

Penguatan revitalisasi kawasan kota berupa penataan, peningkatan kualitas
lingkungan fisik, sosial dan budaya dan penataan pelayanan fasilitas publik;

Penguﬁtan penerapan pedoman tataran tranéportasi wilayah yang integral dan

andal; .
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efektif, nyaman dan aman dan selamat Sebagai sumber - pergerakan orang,
bara_ng dan jasa serta untu mendukung kegiatan ekonomi produktif dan
penghubung antar pusat-pusat permukiman dan pusat kegiatan;

Peningkatan kualitas simpul jaringan transportasi inter dan atau antar moda

(terminal dan stasiun) yang terintegrasi dengan baik;

_Pengxmtan pembangunan jalandan jembatan dengan efektif dan efesien sesuai

dengan hierarki dan fmlgsiuya',

Peningkatan jaringan jalan lingkér sebagai jalur alternatif jalur lintas untuk
mengantisipasi kemaceten dalam kota.

Penmgkamn luas layanan dan penguatan pengelolaan jaringan irigast.

Peningkatan kualitas permukiman dan perumahan;

Peningkatan sistem pengelolaan sampah dan limbah yang terintegrasi dalam
sistem pengelolaan yang terpadu dan ramah lingkungan;

Peningkatan kuaiitas iayanan jaringan listrik;

Penguatan tipaya pengelolaan  sumber-sumber air yang lestari dan
berkelanjutan dan pengembangan jangkauan penyaluran dan pelayanan air bersih
kepada masyarakat;

Peningkatan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau dan ruang publik;

Penguétan pembangunan mitigasi bencana;
Peningkatan pemenuhan kebutuhan penerangan jalan umum secara merata;

Pemngkatan jaringan infrastruktur tcknologi informasi dan komunikasi secara

terpadu;




18.

19.

Penguatan sarana dan prasarana niaga secara proporsional untuk
membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan;

Peningkatan pembangunan kantor pemerintah daerah.

B. Mengembangkan perckonomian daerah berbasis  keunggulan  sumber daya

melalui tata kelola yang modern dan berwawasan lingkungan, dengan prioritas

pembangunan sebagai berikut :

1

[

Penguatan peran Pringsewu sebagai daerah muka bagi kabupaten lain di
sekitarnya yang di dukung dengan penguatan sektor perdagangan, jasa dan industri
yang terintegrasi dengan sektor primer;

Penguaian daya saing sekior periuman dan penguaian keierkalian aniar sckior,

3. Penguatan sumber daya, kerjasama, sarana dan prasarana perdagangan dan jasa

yang di dukung oleh teknologi informasi dan komunikasi;

Pengembangan industri jasa ditekankan untuk mendukung pembangunan
sektor primer, perdagangan dan pariwisata;

Penguatan pembangunan industri pengolahan sebagai pengolah hasil sektor
primer yang buan hanya dari dalam Pringsewu, akan tetapi dari lvar
Pringsewu, sesuai dengan peran Pringsewu sebagai daerah muka bagi
Kabupaten lain yang berdekatan;

Peningkatan jumlah penyedia jasa keuangan dan penguatan fungsi
intermediasi lembaga keuangan;

Penguatan secara proporsional kebijakan anggaran terhadap sektor-sektor
unggulan;

8. Penguatan kelembagaan perekonomian;

10.

11.

Penguatan akses masyaraat miskin terhadap kesempatan kega dan
pengembangan usaha;

Penguatan keberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sebagai
lembaga ekonomi kerakvatan vang menerapkan sistem pengelolaan usaha
sccara efesien, produktif, dan berdaya saing, mandiri dan mampu sejajar
dengan pelaku eckonomi lainnya melalui iklim usaha yang kondusif dan
keunggulan kompetitif;

Peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat;
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i2. Peningkatan kapasitas pasar di tiap-tiap kecamatan menjadi pusat
perdagangan dan jasa (businnes district) dalam suatu sistem wilayah

perencanaan yang strategis;
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kerja kualitas pn
kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja;

14. Peningkatan semangat kewirausahaan masyarakat dan  kapasitas usaha
masyarakat yang sudah ada;

15. Peningatan daya serap investasi melalui peningkatan iklim untuk investasi dan
promosi investasi;

16. Peningkatan peran serta organisasi dan lembaga masyarakat adat/lokal dalam
pengelolaan lingkunga

17. Penguatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan
lingkungan hidup dan sumber daya alam;

18. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum pemanfaatan lingkungan
hidup dan sumber daya alam;

19. Pengembangan  pengelolaan sumberdaya hutan secara optimal yang
berwawasan lingkungan;

20. Pengembangan pengeioiaan periambangan dengan opiimaiisasi niiai tambah dan
berwawasan lingkungan;

21. Penguatan pemanfaatan dan pengelolaan energi yang ramah lingkungan.

C. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas, bermoral tinggi dan
berkompetensi, dengan prioritas pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Penguatan pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang di dukung dengan
pengembangan dan penataan sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil
secara terpaduy;

2. Penguatan pembangunan keluarga berencana penyediaan pelayanan KB dan alat
kontrasepsi, kesehatan reproduksi remaja, penanggulangan narkoba, Pra Men
Struasi serta pengembangan peran serta masyarakat guna mewujudkan KB

mandiri;
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Meningkatkan kesejahteraan dan Kemampuan guru; meningkatkan mutu
sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan kuantitas dan pemerataan
sekolah, jaminan pendidikan bagi masyarakat miskin, dan penguatan
kesadaran terhadap pentingnya pendidikan untuk meningkatkan harkat,
martabat, dan kualitas manusia, sehingga mampu bersaing dalam era global,

4. Peningkatan keunggulan kompetitif dalam rangka penguasaan, pemanfaatan dan
pengembangan ilmu dan teknologi yang berdaya saing, diselenggarakan secara
berkelanjutan di dukung oleh penyediaan informasi pendidikan yang akurat dan
tepat waktu;

5. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dan pelatihan;
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Pembangunan kualitas, kapasitas danka embaga pendidikan ke
nasional;

7. Penguatan difusi Iptek dalam keseluruhan aktivitas bisnis dan non bisnis
untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah melalui penguatan
penguasaan dan penerapan teknologi secara luas dalam sistem produksi,
pengembangan lembaga penelitian, peningkatan penerapan standard mutu serta
peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana teknologi;
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Penguatan budaya baca dan beiinovasi di Kalangan masyarakat;

o

9. Penguatan sistem informasi manajemen daerah untuk meningkatkan kualitas
pelayanan;

10. Penguatan daya dukung teknologi informasi komunikasi, sebagai pendorong
perckonomian masyarakat;

11. Peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan dan penguatan akses
masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan;

12. Penguatan peran serta swasta dan masyarakat dalam rangka pembangunan
kesehatan, khususnya dalam pengembangan pelayanan medis dan
meningkatkan distribusi dan pemanfaatan obat yang bermutu, efektif dan aman
bagi penduduk dengan harga yang terjangkau;

13. Penguatan kecukupan pangan dan status gizi masyarakat miskin terutama iby, bayi
dan anak balita;

14. Peningkatan sistem jaminan keschatan masyarakat;

15. Peningkatan penerapan dan pengendalian Standard Pelayanan
Minimal(SPM) bidang kesehatan;
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6. Penguatan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan penyéxkit menular,
lingkungan sehat, kelangsungan dan perkembangan anak, KB, gizi dan kesehatan
reproduksi;

acvaralkat  dalam unava Irecahatan termama
128 fermama

rt  magyarakat dalam upaya kesehatan
pemberdayaan perempuan dan keluarga, revitalisasi Posyandi dan Upaya
Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) lainnya;

18. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender;

19. Peningkatan kapasitas perangkat hukum untuk melindungi setiap individu- dari
berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminalisasi;

20. Penguatan kelembagaan, koordinasi dan jaringan pengarustamaan gender
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pemerintah;
21. Penguatan kualitas pemuda dan partisipasi pemuda dalam pembangunan;
22. Penguatan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat.

D. Membangun kehidupan masyarakat yang tenteram, harmonis, beragama dan
berbudaya, dengan prioritas pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Pengualan penegakan supreinasi hukuin dan profesionalisme aparal penegak
hukum;

2. Penguatan daya cipta lingkungan yang aman dan tertib serta antisipatif untuk
mencegah munculnya gangguan yang menyebabkan terjadinya kerawanan sosial
maupuﬁ bencana yang melibatkan partisipasi aktif segenap komponen masyarakat;

3. Peningkatan pemahaman dan persamaan persepsi serta kesadaran hukum
dalam rangka membentuk budaya hukum dan penghargaan terhadap hak asasi
manusia serta mendorong penegakan dan ketaatan terhadap hukum,;

4. Peningkatan kondisi masyarakat yang bermoral dan beretika sehingga akan
mendorong terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi,
tenggang rasa, dan harmonis;

5. Penguatan kesadaran akan budaya luhur yang dimiliki akan memberikan arah bagi
perwujudan identitas yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya dan menciptakan
iklim kondusif dan Tharmonis sehingga nilai-nilai kearifan  lokal
akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan

dengan nilai-nilai kehidupan;




Penguatan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika daiam
pembangunan dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam
pembangunan;

Penguatan kervkunan hidup umat beragama dengan cara aling

percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat;

8. Penguatan daya dukung sarana peribadatan secara proporsional;

10.

11

Penguatan kebudayaan sehingga mampu menjadt filter bago pengaruh negatif
budaya global, dan mengadopsi budaya positif produktif;

Penguatan pengelolaan aset budaya agar dapat berfungsi sebagai sarana
edukasi, rekreasi dan pengembangan kebudayaan secara optimal dan
berkelanjutan;

Penguatan pengelolaan keragaman budaya yang komprehensif sistimatis dan
berkelanjutan diarahkan untuk memperkokoh integrast bangsa dan toleransi antar

etni di Kabupaten Pringsewu.

E. Mewujudkan tatakelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan

(good govemance, clean governance and sustainable), dengan prioritas pembangunan
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Penguatan kapasitas sistem pemerintah daerah;

2. Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah;
3.
4

. Peningkatan penerapan kinerja pelayanan publik yang berorientasi kepuasan

Penguatan kapasitas individu aparatur pemerintah daerah;

masyarakat dan semakin mendekatkan penyelenggaraan pelayanan kepada
masyarakat;

Peningkatan kuaiitas penerapan Standard Pelayanan Minimali;

Penguatan sistem informasi manajemen daerah untuk dapat meningkatkan
kualitas pelayanan;

Peningatan intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi sumber-sumber
pendapatan asli daerah dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi pelayanan
terhadap masyarakat;

Penguatan kapasitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD);

Pengelolaan  keuangan daerah  dengan  menerapkan  prinsip-prinsip

akuntabilitas, transparansi, ekonomis, efesien dan efektif;




10. Penguatan kualitas pengeloiaan keuangan pekon;

11, Penguatan partisipasi aktif masyarakat baik dalam perencanaan,
pelaksanaan  pembangunan maupun dalam menjaga keamanan
pembangunan, dan mengurangi gangguan keamanan dan ketertiban serta
menhapuskan potensi konflik sosial;

12. Penguatan fungsi ruang partisipasi publik bagi masyarakat dalam keseluruhan
proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pelayﬁnan publik;

i3. Penguaian keterbukaan komunikasi dan informasi;

14, Penguatan budaya politik santun, penguatan wawasan kebangsaan,
penguatan peran dan fungsi infrastruktur maupun suprastruktur politik,
penguatan pola seleksi dan pergantian kepemimpinan politik lokal secara
regulatif, serta penguatan keserasian hubungan antara pemerintah daerah dengan
pemerintah pusat;

15. Penguatan  kapasitas  keclembagaan  demokrasi yang lebih  kokoh,
melaksanakan reformasi struktur polittk dan mnilai-miai persamaan, anti
kekerasan dan nilai-nilai toleransi;

16. Penguatan kapasitas kelembagaan penegakan hukum dan tata peraturan
daerah sebagai instrumen penguatan hukum di daerah yang di dukung
dengan partisipasi masyarakat;

17. Peningkatan kualitas program legislasi daerah yang berkeadilan dan
berprespektif gender dan penerapannya,

18. Penguatan fungsi kelembagaan lokal dan keswadayaan masyarakat dalam
bidang perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana.

2.2.4 Peraturan Naerah Kabupaten Pringsewn No. 11 Tahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022
Visi RPIMD Kabupaten Pringsewu tahun 2017-2022 merupakan penjabaran tahun kedua
pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pringsewu tahun 2005-2025. Berdasarkan arahan RPJPD
Kabupaten Pringsewu, capaian RPJMD Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-20 16, dan mengacu
pada RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019 serta RPIMN Tahun  2015-

2019 dan memperhatikan isu-isu strategis, maka visi Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2017-202 adalah PRINGSEWII BERDAYA SAING,

HARMONIS DAN SEJAHTERA (BERSAHAJA).




Dalam rangka upaya untuk mewujudkan Visi Pringsewu Berdaya Saing, Harmonis dan
Sejahtera (BERSAHAJA) maka misi Pembangunan Kabupaten Pringsewu lima tahun kedepan
adalah sebagai berikut:

1. Meninakatkan Kualitac Infrastrulktn
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Publik dan Permukiman Secara Merata
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Pembangunan infrastruktur perannya sangat sentral dalam upaya mendukung keberhasilan
pembangunan daerah. Terutama infrastruktur yang memiliki kualitas tinggi, sehingga
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhimya mampu memberikan
kesejahteraan kepada masyarakat.

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkarakter.
Salah satu variabel yang sangat menentukan tercapainya upaya peningkatan Indeks
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alash  luasnya  jangkauan akses  pelayanman
dasar yang didukung infrastruktur yang memadai, Ketersediaan infrastruktur pelayanan
dasar seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi prasyarat terwujudnya proses
pembangunan SDM yang unggul dan berkarakter.

3. Meningkatkan Daya Saing Perckonomian Masyarakat.

Kabupaten Pringsewu ditahbiskan sebagai lumbung pangan Provinsi Lampung, Namun
perkembangan daerah yang pesat menjadikan Kabupaten Pringsewu sebagai daerah
transii dan sekaligus penyangga. Karena iiu sekior perdagangai, jasa dain indusini kecil dan
menengah perlu dikelola secara baik sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif
terhadap kesejahteraan masyarakat.

4. Memperkuat Kualitas Ketahanan Pangan dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan,
Sebagai daerah yang berbasis tanaman pangan dengan pembangunan yang cepat,
memeriukan tindakan yang bijaksana unfuk tetap mempertahankan lahan-lahan produktif,
mengoptimalkan produksi dan produktivitas sektor pertanian, serta memberdayakan
masyarakat yang bersinergi dengan pemerintah. '

5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Ketenteraman Masyarakat.
Pelayanan publik menjadi fokus dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga Indeks
Kepuasan Masyarakat akan meningkat. Dibutuhkan kinerja aparatur yang profesional
dengan penataan kelembagaan pemerintahan yang efektif dan  efisien.
Prinsip good and clean governance harus menjadi landasan penyelenggaraan

pemerintahan, yang di dukung dengan kehidupan masyarakat yang harmonis.
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Tujuan atau kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dari Pembangunan Kabupaten
Pringsewu selama 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur pubhk dan permukiman.

b. Terwujudnya kualita
berbudaya.

¢. Peningatan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian masyarakat.

d. Terwujudnya kualitas ketahanan pangan dan lingkungan hidup yang
berkelanjutan,

€. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan ketenteraman masyarakat.
Dalam rangka untuk mewujudkan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan
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pembangunan selama S (lima) tahun kedepan sebagai berikut:
1) Tcrwujudnya perecanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten,
2) Tersedlanya jaringan jalan, jembatan, sarana pemerintahan dan infrastruktur pubhk

yang merata dan berkualitas.

3) Terciptanya penataan infrastruktur kawasan pemukiman dan perumahan yang
berkualitas.

4) Tercipianya sisiem ansportasi yang terintegrasi dai nyainat.

5) Meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas dan berkarakter bagi semua lapisan
masyarakat secara merata, |

6) Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh
masyarakat.

7) Meningkatnya pelayanan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial.

8) Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan anak dan pengendalian
penduduk.

9) Meningkatnya kapasitas pemuda, prestasi olahraga dan pelestarian seni serta budaya.

10) Berkembangnya sarana dan prasarana perekonomian masyarakat pada pusat
pertumbuhan primer, skunder dan tersier.

11) Meningkatnya investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

12) Meningkatnya daya saing pariwisata..

13) Meningkatatnya kesempatan kerja bagi masyarakat.

14) Meningkatnya produksi dan produktifitas hasil pertanian dan peternakan

15) Terwujudnya ketahanan pangan yang berkualitas.

16) Meningkatnya produkst i)crikanan secara berkualitas.
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17) Meningkatﬁya kualitas pengeloiaan iingkungan hidup secara berkelanjutan.

18) Meningkatnya kualitas pelayanan publik secara prima.

19) Terwujudnya sistém informasi dan komunikasi yang mudah diakses oleh
masyarakat.

20) Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

21) Terintegrasinya  sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan secara
berkualitas. '

'3

22)Meningkainya kehidupan masyarakat yang harmonis, teriib dan aman.

2.2.5 Pernhahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabunaten Pringsewn Tahun 2020
Prioritas dan Sasaran Daeran Serta Arah Kebijakan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2020:
1. Peningkatan Infrastruktur Publik dan Permukiman
a. Meningkatnya jaringan jalan, jembatan, sarana pemerintahan dan infrastruktur
publik yang merata dan berkualitas oleh Dinas PUPR |

b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten oleh
Dinas PUIPR Rc\f\ﬂnﬂa Dinac PMPTS
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Sistem Transportasi yang terintegrasi dan nyaman oleh Dinas Perhubungan
d. Penataan infrastruktur kawasan pemukiman dan perumahan yang berkualitas
oleh Dinas PUPR '
2. Pembangunan SDM yang Cerdas, Sehat, Religius dan Berbudaya
a. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan Dasar oleh Dinas
pendidikan, Dinas Perpusda -
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pencegahan dan penanganan covidl9 oleh Dinas Kesehatan
c. Kesetaraan gender, perlindungan anak dan pengendalian penduduk oleh Dinas
PP, PA, PP &KB
d. Meningkatnya Kapasitas pemuda, prestasi olahraga dan pelestarian seni serta
budaya oleh Dinas PP, PA, PP & KB, Disporapar, Dinas Pehdidikan
3. Peningkatan dan Pemerataan Perekonomian Guna Mendorong Daya Saing Dacrah dan
Pengeniasun Kemiskinan |
a. Meningkatnya Investasi daerah dan perindustrian dalam mendukung
pertumbuhan ekonomi daerah oleh Dinas PMPTSP, Diskoperindag
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b. Daya saing pariwisata oleh Dinas Diporapar

¢. Berkembangnya Sarana dan prasarana perekonomian masyarakat oleh Dinas
PMP, Diskoperindag

T\/fr—-mnnlmfmm Pplmmnnn dan Penanganan Magalah Kaceiahteraan Sostal aleh
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€. Meningkatnya Kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat oleh
Disnakertrans, Dinas PMP

f Meningkatnya daya saing produksi pertanian dan peternakan untuk memperkuat
swasembada pangan oleh Dinas Pertanian

g. Ketahanan pangan yang berkualitas oleh Dinas Ketahanan Pangan
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4. Lingkungan Hidup yang berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
a. Kualitas pengelolaan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup
b. Mitigas bencana oleh BPBD
5. Tata Kelola Pemerintahan dan Ketentraman
a. Sistem informasi dan komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat oleh
Diskominfo
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Bapenda, Sekretariat Daerah, Inspektorat

c. Terintegrasinya sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan secara
berkualitas oleh Bappeda, Sekretariat Daerah, BPKAD

d. Masyarakat yang harmonis, tertib dan aman oleh Sekretariat Daerah,
Kesbangpol, Sat. pol. PP

Fokus rencana kebijakan perekonomian yang akan dituangkan dalam perubahan RKPD
adalah: ‘

1. Pemulihan dampak ekonomi pasca covid19 dengan
peningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya pertanian, perdagangan dan jasa,
industri pengolahan, | dengan berbasis
pada  pelakn  usaha'  kecil, menengah  dan koperasi, yang
pada pelaku usaha kecil, yang bergerak pada sektor potensial antara lain
meningkatkan dan memperkuat UMKM dan koperasi yang menyangkut aspek

permodalan, keterampilan, diversifikasi aktivitas ekonomi
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untuk pemulihan terdampak covidl9, dan akses terhadap
pasar, mengembangan usaha berbasis sumberdaya lokal, mengembangkan objek
wisata dan usaha jasa kepariwisataan, mengembangkan sector jasa, industry dan
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mengembangkan dan meningkatkan produksi pertanian.

. Meningkatkan sumberdaya manusia yang mampu bersaing,
mandiri, menguasai perkembangan IPTEK dan memegang teguh IMTAQ.

. Peningkatan dan pengembangan produk dan produktivitas pertanian dan
perikanan yang berorientasi pada sistem agrobisnis guna mempertahankan
swasembada dan ketahanan dan menjadi bagian dan strategi pengembangan
ckonomi masyarakat dalam pemulihan ckonomi pasca covid19.

. Peningkatan kualitas dan diversifikasi produk, pemanfaat teknologi, kelembagaan dan
sarana prasarana pendukung pengolahan hasil pertanian, perindustrian, perdagangan
dan pariwisata.

. Tersusunnya peraturan/regulasi yang dapat mendukung pemberdayaan masyarakat.
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BAB III
GAMBARAN UMUM WILAYAH

3.1 Karakteristik Wilayah Kabupaten Pringsewu

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kabupatan di Provinsi Lampung yang
beribukota di Pringsewu. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 625 km2 yang secara geografis
terletak diantara 04%45'25"-105°8'42" Bujur Timur (BT) dan 5°8'10"-5°34'27" Lintang Selatan
(LS). Mengingat letak yang demikian ini, daerah Kabupaten Lampung Selatan seperti halnya
daerah-daerah lain di Indonesia merupakan daerah tropis, Kabupaten Pringsewu merupakan
salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten
Tanggamus, dan dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 48 tahun 2008 tanggal 26
November 2008 dan diresmikan pada tanggal 3 April 2009 oleh Menteri Dalam Negeri.

Secara administratif Kabupaten Pringsewu berbatasan dengan 3 (iiga) wilayah
kabupaten sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sendang Agung dan Kecamatan Kalirejo,
Kabupaten Lampung Tengah.

b. Sebelah Timur berbatasan Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Gedongtataan,
Kecamatan Waylima dan Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran.

c. Sehelah Selatan herbatasan dengan Kecamatan Bulok dan Kecamatan Cukuh Balak,
Kabupaten Tanggamus.

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pugung dan Kecamatan Air Naningan,

Kabupaten Tanggamus.




Sumber : Pemerintnh Kabupaten Pringsewy, 2021
Gambar 3. 1 Peta Administrasi Kabupaten Pringsewu

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu dari daerah Tingkat I yang ada di Provinsi
Lampung,. Secara administatif Kabupaten Pringsewu terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan dan
selanjutnya terdiri dari desa-desa dan kelurahan sebanyak 131 desa/kelurahan (126 desa dan 5

kelurahan). Kecamatan-kecamatan tersebut antara lain, yaitw:
Kabupaten Pringéewu terdiri dari 9 (sembilan) wilayah kecamatan, yaitu :

Kecamatan Pardasuka
Kecamatan Ambarawa
Kecamatan Pagelaran
Kecamatan Pagelaran Utara
Kecamatan Pringsewu

Kecamatan Gading Rejo
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Tabel 3. 1 Luas Lahan Kecamatan di Kabupaten Pringsewu

No | Keeamatan, ;| Luas (km) |: Persentase
i | Pagélafan Utafa 100,28. 1”6,04%” |
2 | Pardasuka 94,64 15,14%

3 | Gadingrejo 85,71 13,71%

4 Adilﬁwih 74,82 11,97%

5 | Sukoharjo 72,95 11,67%

6 | Pagelaran 72,47 11,60%

7 | Pringsewn 3329 353%

8 | Danyuimas 39,85 6,38%

9 | Ambarawa 30,99 1 4,96%
Total 625 100,00%

Sumber : BPS Pringsewu, 2021

Sebagian besar wilayah di Kabubpeten Pringsewu memiliki ketinggian daratan 0-400
m diatas permukaan laut yang didominasi dengan ketinggian 100-200m diatas permukaan laut.
Bentuk dan ketinggian permukaan akan menentukan banyak aspek pendukung dari suatu lahan
seperti pasokan air dan juga keterjangkauan. Sebuah lahan memerlukan pasokan air yang cukup
baik dari sungai maupun tanah.

Kemiringan lereng, panjang lereng dan bentuk lereng akan mempengaruhi besamya
erosi dan aliran permukaan. Kemiringan Iereng merupakan variable yang sangat berpengaruh
pada produktivitas di suatu wilayah. Sebagian besar keminngan lereng di Kabupaten
Pringsewu didominansi oleh kemiringan lereng 0-8% hingga 40%, sehingga pembangunan
kawasan cenderung mengikuti relief tanah yang datar dengan tingkat kemiringan yang datar
dan tidak curam. Kabupaten Pringsewu berada di 0 meter diatas permukaan laut dan terdapat
8 sungai besar yang mengalir didalamnya dengan iklim tropis. Kondisi iklim tersebut dapat
dilihat dari tingkat curah hujan. Diketahui curah hujan pada Kabupaten Pringsewu cukup tinggi
yakni sekitar 1942 mm/per tahun dan jumlah hari hujan sebanyak 13 hari/bulan.

3.2 Kondisi Sosial dan Kependudukan
Dalam pengembangan kawasan ber invoasi tidak lepas dan keterkaitan dengan masalah
sostal kependudukan. Salah satu tujuan adanya kawasan inovasi adalah untuk meningkatkan

peluang usaha, penyerapan tenaga kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah. Dengan adanya
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kawasan inovasi pada Kabupeten Pringsewu, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut.

Kabupeten Pringsewu memiliki jumlah penduduk sebesar 405.466 jiwa pada tahun
2020. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kecapatan Pringsewu
dengan jumlah 81.745 jiwa atau 20,21% dari total jumlah penduduknya, sementara kecamatan
yang memiliki populasi terendah ialah Kecamatan Pagelaran Utara yang berjumlah 15.446 jiwa
atau 3,82% darni total jumlah penduduknya Rerikut meripakan grafik rincian jumlah nopulasi

dan tiap kecamatan di Kabupaten Pringsewu.

100.000

8L776 57097
75.000 s i
52042 a9704
50.000 s -
36387 35063 35174
25.000 - 15301
Pringsewu Gadingrejo Pagelaren  Sukoharjo Ambarswa Adiuwih  Padasuka Banyumas  Pagelaran
Uam
= Jumiah Penduduk [liwa)

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu, 2021

Gambar 3. 2 Grafik Jumlah Penduduk di Kabupaten Pringsewu

Selain jumlah pendudul L a darni

i juga menganalisa terkait kepadatan pendudukny
L=

¥
a
1
a

tiap kecamatan, didapatkan bahwa Kecamatan Pringsewu selain memiliik jumlah penduduk
yang tertinggi juga memiliki kepadatan penduduk tertinggi dengan angka 1535 jiwa/km?2,
sementara kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terendah talah Kecamatan Pagelaran
Utara dengan angka 153 jiwa/km2. Berikut merupakan grafik rincian kepadatan penduduk dari

tiap kecamatan di Kabupaten Pringsewu.
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Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu. 2021

Gambar 3. 3 Grafik Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pringsewu

Lalu kami juga mengalisa laju pertumbuhan penduduk dari beberapa tahun terakhir di
tiap kecamatan. Didapatkan bahwa Kecamatan Pagelaran memiliki angka pertumbuhan
penduduk tertinggi dengan angka 14,15%, angka.ini bahkan melampaui angka perfumbuhan di
Kabupaten Pringse'Wu vang sebesar 9,58%. Kemudian kecamatan vang memiliki pertumbuhan

penduduk terendah ialah Kecamatan Pagelaran Utara dengan angka 5,52%

Tabel 3. 2 Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Pringsewu

(| No | Kecamatan ¢ | Laju Pertumbuhan (%)
1 i)ége]aréh 14’15 SRS
2 Ambarawa 10,98
3 Gadingrejo 10,54
4 ] Banyumas 10,46
5 Sukoharjo 9,75
6 | Adiluwih 8,39
7 Pardasuka 834
g Pringsevwu 6,63
9 | Pagelaran Utara | 5,52
Kabupaten Pringsewu { 9,58

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu, 2021
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3.3 Kondisi Perckonomian

Salah satu kacamata yang penting dalam perencanaan pembangunan ialah ekonomi

regional. Upaya pembangunan suatu wilayah tidak pernah terlepas dari tujuan untuk

meninokatlan skanomi mrtnmhnhan \m]mm]‘mvn Mala dari itn, dalam nenvuanr SIDa

ALl LLLAL AR AR R WAL W LW AL shey  welsadledii praeal) v -

penting dilakukan peninjauan terhadap kondisi perekonomian wilayah Pringsewu. Kondisi
perekonomian Kabupaten Pringsewu, dapat dilihat dari Produk Domestik Regionzil Bruto
(PDRB). Besaran PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Pringsewu dari tahun 2016
hingga 2019 selalu mengalami peningkatan hingga Rp. 7.742.153,33 juta Rupiah. Namun pada
tahun 2020, terjadi penurunan besaran PDRB menjadi Rp. 7.648.788,68 juta Rupiah. Hal yang

menjadi penyebab menurunnya besaran PDRB ini adalah fenomena covid-19. Pandemi ini

talnth o lm nt halarnnn al-tiritne al-rsmaee nh tarhamalant fidnd honon snda oahavassta
Lwidall l.ll\.d. (W oA uuu\dul)ﬂ- (.u\u.vnuo Ul\Ul.lUull VVAluJ (A.ll u.auuuuuul., I.l\.“-lh uuu_y yuuu xxuuu (5] .I

Pringsewn, namun seluruh wilayah kabupaten/kota di Indonesia.

Adapun laju pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada tabel
berikut. |

Tabel 3. 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pringsewu

‘ o La j u Pertumbtihah.PDRB e

: L-aparng'én: Usaha - -

BRI SR SR 2016 2_01_’_}' ::2018 '-_2019 2020
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 376 {292 1185 |217 |0.60

B Pertambangan dan Penggalian 1544 19.07 | 6.71 (431 |2.03
C Industri Pengolahan 395 {570 1613 |4.66 |-587
D Pengadaan Listrik dan Gas 8.11 18.03 1652 |714 } 876

------

242 1430 [3.09 | 426 |4.32
Daur Ulang

F Konstruksi 748 |5.16 1641 |5.02 |-2.22

G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil
3.71 593 | 6.18 |6.85 |-6.01

dan Sepeda Motor

H Transportasi dan Pergudangan 651 1691 | 685 |824 |-3.72
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 497 1649 1955 |9.27 |-2.89
T Informasi dan Komunikasi | 674 | 9.78 | 821 |7.89 |9.37
K Jasa Keuangan dan Asuransi 589 [290 {146 [ 195 |3.22
L Real Estate 510 {673 {370 {571 | -2.72

L
piosid




apangan Usaha.

M. N Jasa Perusahaon 571 1154 [ 352 | 246

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan

1.52 | 3.73 | 421 | 413 | 441

Jaminan Sosial Wajib

P Jasa Pendidikan 550 1573 §7.12 | 805 {342
Q Jasa Kesehalan dan Kegiatan Sosial 0.06 1440 | 531 045 |5.11
RST.0 Jasa Lainya 480 |8.84 {920 | 797 | 493
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 5.04 (511 {501 (504 |-1.21

Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2021

Kontribusi sektor terbesar pada perekonomian Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada
gambar berikut.

PDRB ADHK berdasarkan Lapangan Usaha Kabupaten
Pringsewu tahun 2020
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Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2021

Gambar 3. 4 Penyumbang PDRB Kabupaten Pringsewu berdasarkan Lapangan Usaha
Dari gambar, dapat dilihat sektor yang memiiiki kontribusi terbesar untuk menyumbang

nilai PDRB Kabupaten Pringsewu adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan

sumbangsi sebesar 24,3%; Perdagangan Besar dan Eceran dengan sumbangsi sebesar 15,0%;

serta Industﬁ Pengolahan dengan sumbangsi sebesar 14,3%.

1%
i s




3.4 Kondisi Infrastruktur
Infrastruktur merupakan modal fisik yang mampu mendukung inovasi suatu wilayah.

Infrastruktur di Kabupaten Tanggamus yang dapat mendukung pengembangan inovasi adalah

earana Pendidilkan dan hphprn?n carana ppqnm an 1" miatan bacig Kabnnaten Prin

A A

Pringsewu memiliki 34 SMK dan 7 Perguruan Tinggi yang tersebar di beberapa kecamatan
yaitu sebagai berikut.

Tabel 3. 4 Jumlah Sarana Pendidikan Kabupaten Pringsewu

Kecamatan | SMK Swasta | SMIK Negeri | Perguruan Tinggi
'Pardasuka“ > Tt 0 owis -
Ambarawa 3 0 ¢
Pagelaran 4 0 0
Pagelaran Utara | O 1 0
Pringsewu ii 0 5
Gadingrejo 5 1 2
Sukoharjo 4 1 0
Banyumas 1 0 0
Adiluwih 3 0 0
Jumlah 31 K} 7

Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2021

Nama Perguruan Tinggi di Kabupaten Pringsewu:
e STIMIK Pringsewu

« STIT Pringsewn
» UAP (Universitas Aisyah Pnngsewu)

« AMIK DCC (Dian Cipta Cendikia) Pringsewu

» UMPRI (Universitas Muhammadiyah Pringsewu)

« STIKES Muhammadiyah Pringsewu
Kegiatan pendidikan di Kabupaten Pringsewu, didukung oleh keberadaan Ruang Baca

oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Pringsewu.
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Sumber: Perpusda Pringsewu, 2020

Gambar 3. 5 Perpustakaan Pringsewu

Selama pandemic covid-19, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten
Pringsewu telah memiliki aplikasi perpustakaan digital dengan nama PERPUSTAKAAN
KABUPATEN  PRINGSEWU  yang dapat di  download pada  situs
https://kubuku.id/download/perpustakaan-kabupaten-pringseww/privasi.html. dalam upaya
mempertahankan minat baca masyarakat Kabupaten Pringsewu.

Selain dibidang pendidikan, Kabupaten Pringsewu juga memiliki beberapa
infrastruktur yang mendukung kegiatan basis di Kabupaten Pringsewu yaitu Bendungan dan
Irigasi yang mendukung kegiatan sektor unggui yaitu pertanian dan perkebunan. Pringsewu
memiliki Bendungan Way sekampung yang merupakan proyek strategis nasional, diresmikan
oleh Presiden Jokowi 2 September 2021 dan berlokasi di Banyumas, Pringsewu. Bendungan
difungsikan sebagai in

okit Ii
o

strik, certa
pengendalian banjir, Bendungan Way Sekampung memiliki kemampuan mengairi 55 ribu ha
dacrah irigasi exisfing dan 17.500 ha daerah irigasi baru, menyediakan air baku hingga 2,737
liter per detik untuk empat daerah, yakni Kota Bandar Lampung, Branti, Kota Metro, dan
Kabupaten Pringsewu serta berpotensi sebagai sumber Pembangkit Listrik Tenaga Mikro
Hidro {PLTMH) sebesar 5,4 MW,
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3 iy )

Sumber: Sekretaris Daerah Pringsewu, 2021
Gambar 3. 6 Bendungan Way Sekampung

Kabupaten Pringsewu memiliki beberapa daerah irigasi antara lain daerah irigasi Way
Tebu III dan Way Tebu IV. D.I Way Tebu III Terletak di Pekon Bumiratu, Kecamatan
Pagelaran, Kab. Pringsewn. Dibangun tahun 1927 memiliki luas potensi 2150 Ha, luas fungsi
1514 Ha, dan panjang saluran induk 4552 m. Luas area bendung Way Tebu 111 sekitar 5 Ha.

™T .. TaAl ™r t.—.

Alaas - e nbrnmn Themaloacanee Tale Pecaocomeews
Ls1 YYay 1vUU 1Y

Sukawangi, Kecamatan Pagelaran, Kab. Pringsewu.
Dibangun tahun 1938 dengan luas potensi 2660 Ha, luas fungsi 2186 Ha, dan panjang saluran
induk 6052 m. Bendung Way Tebu IV memiliki luas area sekitar 2 Ha, Daerah irigasi lainnya
yang menjadi kewenangan Provinsi Lampung antara lain D.I. Way Ngison, D.I. Way Napal,
D.I. Way Padang Ratu I, D.I. Way Guring, D.I. Way Pujo Rahayu, D.I. Way Manak I, D.I
Way Bulok Sukamara III, dan D.I. Way Mincang IV.

Pada tahun 2018, Kabupaten Pringsewu mengadakan ekspose laporan pengerjaan
Masterplan Science Techno Park (STP). Pembangunan STP dilakukan untuk penyediaan
tempat menampilkan pengembangan riset, teknologi, kreativitas, inovasi, pendidikan, inkubasi
bisnis, promosi, serta kerjasama antar berbagai pemangku kepentingan mulai dari swasta,
masyarakat, akademisi, dan pemetintah yang bertujuan untuk pengembangan produk unggulan
pertanian Kabupaten Pringsewu dan peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
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Dalam mendukung sistem inovasi daerah, infrastruktur telekomunikasi menjadi elemen
penting untuk mendukung komunikasi jarak jauh dan memanfaatkan teknologi. Salah satu
infrastruktur telekomunikasi yang sering digunakan adalah Base Transceiver Station (BTS).

Dalam nenaounaannva telennn celnler cahacai alat kamnnikact. RTS mernnakan 1antuno dari
Ak S A L o bR WEALARARLALLY Y FWAW PAAL MILLSAWL LWLrREES ML E ALASILALLLLATTILILY AT AR AaLwd bwprbribibd L JEALARALLEY WAl L
sebuah cell site layanan telekomunikasi. BTS adalah perangkat pemancar dan penerima yang
menangani akses radio dan berinteraksi langsung dengan Mobile Station (MS) 2 melalui air

interface. Jumlah BTS pada Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 5§ Jumlah BTS Kabupaten Pringsewu

(Perusahaan Pemilik - T Fumlah BTS,
PT. SOLUSINDO TUNAS PRATAMA 14
PT. XL AXIATA, TBK 5

PT. HUTCHSION 3 INDONESIA 2

PT. Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk |

PT. Gihon Telekomunikasi Indonesia 1

PT. Era Bangun Towerindo 3

PT. TOWER BERSAMA INFRASTRUKTUR GROUP 1%

PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA {20

PT. TELEKOMUNIKAS] SELULLAR 14
PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI 14
PT. INDOSAT, TBK 11
Total 94

Sumber: cellplan.pringsewukab.go.id, 2021

Adapun persebaran BTS Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut.
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3.5 Kondisi Kelembagaan

Sistem Tnovasi Daerah merupakan salah satn bentuk gambaran arahan pengembangan
dari suatu wilayah yang sedang digalakkan oleh pemerintah di Kabupaten Pringsewu. Untuk
menunjang pertumbuhan kawasan inovasi, di Kabupaten Pringsewu telah menerapkan sistem
informasi digital tingkat desa yang memberikan informasi internal di desa tersebut yang

meliputi :

o Profildesa

» Pemerintahan desa

« Kelembagaan berupa kelompok masyarakat
« Data Statistik
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Dana Desa dan APBDes
Produk Hukum berupa SK

Layanan Pengaduan

Inovasi daerah tentunya tidak lepas dari adanya penelitian, dalam beberapa tahun

terakhir Bappeda kerap mengadakan penelitian yang berbasis inovasi dan teknologi untuk

memberikan stimulus bagi daerah untuk bisa mengembangkan inovasi yang dapat bermanfaat

hagi daerah tersebut. Kegiatan penelitian vang dilakukan antara lain

Karya Inovasi dan IPTEK Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dengan Tema: “Inovasi
Berbasis Potensi Unggulan Daerah Untuk Pringsewu Yang Berdaya Saing”
Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Kabupaten Pringsewu Tahun 2020

Penelitian ini tentunya juga dilakukan dengan kerjasama dengan para akademisi di

daerah terdekat seperti kampus ITERA dan kampus UIN Raden Intan untuk menambah potensi

keberhasilan dalam mewujudkan invasi daerah. Lalu dalam bidang sistem data dan informasi,

tentunya untuk mencapai keberhasilan inovasi dibutubkan sebuah sistem yang menyeluruh

untuk kebutuhan data yang akan digunakan untuk pengembangan daerah. Pemerintah daerah

telah menginisiasikan hal tersebut kepada seluruh aparat pemerintahan kabupaeten serta warga

yang ada di kabupaten tersebut, berikut merupakan program sistem data dan informasi yang
telah dilaksanakan dan masih dikembangkan pemerintah

Persentase pekon telah mampu mengoperasikan e-government yaitu 41,98 persen dan
ditargetkan mencapai 95,42 persen pada tahun akhir RBIMD

Persentase pekon yang telah tertib pengelolaan keuangan melalui IT yaitu 80.25 persen
dan ditargetkan mencapai 95 persen pada tzhun akhir RPJMD

Persentase SKPD yang aktif updating terhadap websitenya sebesar 50 persen
Persentase rutinitas Rapemda dalam menyiarkan programnya yaitu 65 persen dan
ditargetkan mencapai 85 persen pada tahun akhir RPIMD

Persentase ketersediaan peta digital dan analog tata ruang yaitu 30,50 persen dan
ditargetkan mencapai 60 persen pada tahun akhir RPJMD

Prosentase aparatur pengelola website SKPD yang mendapat pelatiban yaitu 45,50
persen dan ditargetkan mencapai 80,50 persen pada tahun akhir RPJMD

Tidak hanya sistem data dan informasi yang merupakan faktor penting dari

pengembangan kawasan inovasi, pengembangan sumber daya manusia di lingkungan




pemerintah daerah juga perlu dilakukan untuk mendukung pengadaan program SIDa. Berikut

merupakan rincian program dan pencapaian yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk

mencapai kriteria sumber daya manusia yang kompeten untuk pengaadaan SIDa di Kabupaten

Peingsewu :

Persentase ASN yang telah mengikuti diklat fungsional pada tahun awal RPIMD yaitu
5,5 persen dan ditargetkan mencapai 8.75 persen pada tahun akhir RPIMD

Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis pada tahun awal RPJMD yaitu 35,25
persen dan ditargetkan mencapai 50 persen pada tahun akhir RPJMD

Persentase pejabat pengawas yang telah mengikuti Diklat PIM IV sebesar 47.62 persen
Persentase pejabat administrator yang telah mengikuti Diklat PIM I1I sebesar 60 persen
Persentase pejabat pimpinan tinggi pratama yang telah mengikuti Diklat PIM 11 32,26
Persentase pejabat pengawas yang telah mengikuti Diklat PIM IV ditargetkan mencapai
85,71 pada tahun akhir RPJIMD

Persentase pejabat administrator yang telah mengikuti Diklat PIM III ditargetkan
mencapai 85,60 pada tahun akhir RPIMD

Persentase pejabat pimpinan tinggi pratama yang telah mengikuti Diklat PIM [T
ditargetkan mencapai 85,60 pada tahun akhir RPJMD

Pada kelembagaan di salah satu sektor unggulan yaitu sektor pertanian terdapat

beberapa kelompok kemasyarakatan yang tersebar di seluruh kecamatan pada Kabupaten

Pringsewu pada tahun 2020 yang merupakan salah satu instrumen dasar akan terlaksananya

inovasi sumber daya manusia.

'ER BREE BITE I B

Ceemurtan amisams T paspespes achassu T mbastn | anews | saates s ’
RKEGHPOKTAN  BGAJUNGAN KELDWPOX TANG M KELOMPOC WAMTA TARI

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewy, 2020

Gambar 3. 8 Grafik Jumlah Kelompok Masyarakat Sektor Pertanian di Kabupaten

Pringsewu
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Dari grafik diatas menjelaskan bahwa terdapat .lembaga kemasyarakatan berupa
Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani dengan sumber daya
manusia yang terbanyak berada di Kecamatan Gading Rejo. Keberadaan sumber daya

manneia nada [ emhaoa Kemasvarakatan ini danat mendnlhimo Leherlanoonnoan  celtar
a2 n ~embaga Ke varak 1 It 43 endiioang Yeperiano 1 8

e 4 B A Al il s —sasra

unggulan pada sektor pertanian.

54

Hdl e b e G R




BAB IV METODE PENYUSUNAN

Sebelum mengetahui metode yang akan digunakan, perlu memahami bahwa Sistem
Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem
untek merumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan antarinstitusi pemerintah,
pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi,
dunia usaha, dan masyarakat di daerah. Dalam penyusunan Sistem Inovasi Daerah di
Kabupaten Pringsewu akan menggunakan dalam metode kajian aksi yang juga melibatkan
perencanaan kolaborasi. Dimana pendekatan yang digunakan akan menggunakan pendekatan

partisipatif, sehmgga akan melibatkan aktor lokal/pelaku usaha secara aktif. Selain itu juga

akademis ilmiah dengan kebutuhan ppmhannman lmqmn;m
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stakeholder, dan kapasitas sumber daya eksisting. Keseluruhan dari metode itu akan secara
dominan menampilkan data secara deskriptif. Secara umum akan terdapat beberapa Teknik
yang menjadi komponen pelengkap metode penyusunan SIDA:

« Identifikasi Sektor Unggulan

« Identifikasi Gambaran Umum

« Review Kebijakan dan Visi Pembangunan

11111 hnotl man nl:4 "
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» Identifikasi isu dan kebutuhan dalam kegiatan pembangunan

s Identifikasi keterkaitan kelembagaan dan mitra kegiatan penelitian
« Analisis Evaluasi kegiatan Penelitian yang sudah dilakukan

« Analisis Evaluasi kegiatan Penelitian yang sudah dilakukan

» Analisis gap, mapping dan trend pengembangan dan penelitian

» Analisis Potensi dan masalah

o Aiialisis SWOT (Sirengif, Weukness, Oppuriunify und Threal)

Dimana dari berbagai Teknik tersebut akan menyesuaikan dengan komponen utama
dari SIDA yang terdiri dari (a). Kelembagaan Sistem Inovasi Daerah (b). Jaringan Sistem
Inovasi Daerah (¢). Sumber daya sistem inovasi daerah. Dari ketiga komponen tersebut
nantinya akan didukung dengan data profil sektor unggulan di Kabupaten Pringsewu, sehingga
SIDA nantinya dapat berimplikasi besar pada perkembangan sektor unggulan daerah. Berikut
beberapa fujuan dan capaian yang akan dicapai dari metode dalam penyusunan SiDa;

a. Melaksanakan analisis gambaran umum daerah dan Kondisi SIDa Kabupaten Pringsewu

saat ini
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b. Melaksanakan analisis permasalahan, hambatan, tantangan dan peluang Sistem Inovasi
Daerah (SIDa)

c. Melakukan ‘perumusan kondisi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang akan dicapai

ulr ngmﬂan daerah Kahonaten Prinocawn

2 dais Laines gl

.

. Merumuskan arah kebijakan strategi penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
Merumuskan tujuan dan sasaran penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
Merumuskan indikator kinerja Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

. Merumuskan fokus program dan kegiatan prioritas Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

=

. Merumuskan rencana aksi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pringsewu
Dari keseluruhan komponen metode yang akan dilakukan, berikut kerangka metode

penyusunan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pringsew:
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Gambar 4. 1 Metode Penyusunan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pringsewu

Dalam penjelasannya, menunjukkan bahwa dalam mewujudkan metode yang lebih teknis
dan detail menjelaskan permasalahan, maka metode yang akan digunakan akan diturunkan dan
disesuaikan dengan ketiga kriteria tersebut. Berikut beberapa metode teknis yang telah disesuaikan

dengan kriteria Sistem Inovasi Daerah:

4.1 Metode Identifikasi Sektor Unggulan
Pada metode identifikasi potensi ekonomi dan sector unggulan ini berperan untuk

mengidentifikasi potensi ekonomi dan sector unggulan. Metode ini akan berfokus dalam
56
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mengidentifikasi sector unggulan, sehingga dapat diketahui bagaimana kondisi dari persebaran
sector unggulan di Kabupaten Pringsewu. Berikut kerangka identifikasi potensi sector unggulan

di Kabupaten Pringsewu:

hwab m@a ;

ntifilrnes I,
Dalam menyusun Sistem Inovasi Daerah juga tidak lepas dari peran kelembagaan. Dalam

konteks ini adalah stakeholder siapapun yang ikut berperan dan berfungsi dalam mewujudkan

Sistem Inovasi Daerah. Berikut kerangka metode identifikasi kelembagaan Sistem Inovasi Daerah:

Memde Ldgrmf ka:-% Kelernhagaan Sistem Inovasi, Daerah

Yelembiaraan dalan
penEembangan inous
; ﬂragr

Gambar 4. 3 Metode Identifikasi Keiembagaan Sisten Inovasi Daerah
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4.3 Metode Identifikasi Jaringan Sistem Inovasi Daerah
Salah satu hal lain yang perlu diperhatikan secara detail adalah bagaimana jaringan yang

terbentuk dari system inovasi daerah. Secara umum dalam jaringan system inovasi daerah akan

terfolkus nada komunilaci intensif antara TLemhaoa mohilicaci sumber Hnya manueia dan
p a L aa, g er 4aya manugia dan
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optimalisasi pendayagunaan HKI, informasi, sarana serta prasarana pendukung. Berikut kerangka
metode dalam melakukan identifiaksi jaringan system inovasi daerah:

telode Identifkasi Jatingan Sistom novasi Dacrah

¥ |+ Penefivan varg stas
d

dapa wadah 2t
meniadi berkampy!

Gambar 4. 4 Metode Identifikasi Jaringan Sistem Inovasi Daerah

4.4 Metode Identifikasi Sumber daya Sistem Inovasi Daerah
Salah satu faktor yang paling penting dalam menjalankan system adalah sumber daya. Hal
ini menjadi penting untuk memperhatikan bagaimana pengelolaan kekayaan intelektual, informasi

hingga sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten Pringsewu. Berikut

kerangka identitikasi sumber daya system inovasi dacrah di Kabupaten Pringsewu:
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Gambar 4. 5 Metode Identifikasi Sumber Daya Sistem Inovasi Daerah

Keseluruhan metode nantinya akan dikemas dalam rencana kerja yang dapat dilakukan
secara teknis dan terukur. Berikut penjelasan secara tcknis dari rencana dan tahapan kerja

penyusunan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pringsewu.

Metode Penyusunan S:stem Inovasi Daerah
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Gambar 4. 6 Tahapan Kegiatan Penyusunan Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Berdasarkan diatas nantinya akan kurang lebih membutuhkan sepuluh kegiatan untuk
mewujudkan penguatan sistem inovasi daerah di Kabupaten Pringsewu. Nantinya tahapan
kegiatan ini akan menjadi acuan bagi tim dalam Menyusun Sistem Inovasi Daerah di

Kabupaten Pringsewu.
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BAB YV
POTENSI, MASALAH, SERTA ISU
STRATEGIS

5.1 Potensi Pembangunan Kabupaten Pringsewu

Letak Kabupaten Pringsewu yang strategis di Jalur Lintas Barat yang merupakan salah
satu jalur tersibuk di Provinsi lampung menuju sejumlah provinsi di pantai barat Sumatera,
membuat posisi Kabupaten Pringsewu sangat potensial untuk pengembangan sektor
perdagangan dan jasa, baik usaha perdagangan kecil, menengah maupun usaha perdagangan
besar. Berdasarkan potensi pengembangan yang terdapat di dalam dokumen Rencana
Peinbangunan Jangka Menengah Dacrah (RPJMD) Kabupaten Pringsewu 201
pengembangan wilayah atau kawasan budidaya mencakup bidang budidaya pertanian,
perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, pemukiman dan peruntukan lainnya. Adapun
potensi pengembangan yang terdapat di dalam RPJMD Kabupaten Pringsewu 2017-2022, yaitu
antara lain:
5.1.1 Pengembangan Kawasan Pertanian

Potensi pengembangan kawasan pertanian diarahkan pada lahan seluas kurang lebih
44,984 ha, yang melipuii sektor perianian ianaman pangan, hortikultura, perkebunan dan
peternakan. Untuk pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan (lahan sawah) seluas
kurang lebih 13,528 ha yang meliputi lahan sawah irigasi seluas 9.036 ha dan lahan sawah
tadah hujan seluas 4.492 ha yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Pringsewu.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 06 Tahun 2015 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yaitu seluas 8.145 ha di
Kabupaten Pringsewu.

Adapun pengembangan tanaman pangan lamnya seperti jagung berada di Kecamatan
Adiluwih dan Sukoharjo, sedangkan pengembangan kedelai berada di Kecamatan Ambarawa

dan Pardasuka. Untuk pengembangan tanaman hortikultura (sayursayuran dan buah-buahan)
tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Pringsewu. Pemanfaatan Bendungan Way

Sekampung di Kecamatan Pagelaran diharapkan mampu berkontribusi kepada petani di
Kabupaten Pringsewu. Diharapkan kedepannya Pemerintah dapat mengakomodir untuk
pemanfaatanya yang lebih iuas dari target Pemerintah Pusat yang saat ini hanya seluas 500
Hektar, Potensi tanaman perkebunan seluas sekitar 9.157 ha meliputi tanaman kakao dan
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tanaman karet yang tersebar di Kecamatan Adiluwih, Sukoharjo, Banyumas, Pagelaran,
Pagelaran Utara dan Pardasuka. Sedangkan pengembangan tanaman tembakau tersebar di
Kecamatan Pagelaran, Pagelaran Utara dan Banyumas.
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yah pengembangar seluruh kecamatan di Kabupat

Pringsewu, yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan peternakan, antara lain
wilayah pengembangan sapi bali di Kecamatan Sukohago dan Adiluwih; wilayah
pengembangan sapi PO di Kecamatan Gadingrejo, Pagelaran dan Adiluwih; wilayah
pengembangan kambing / domba di Kecamatan Pagelaran, Pagelaran Utara, Banyumas,
Adiluwih dan Sukoharjo; wilayah pengembangan unggas di Kecamatan Gadingrejo,
Sukoharjo, Adiluwih, Ambarawa dan Pringsewu; dan wilayah pengembangan kerbau di
Kecamatan Pardasuka dan Gadingrejo.
5.1.2 Pengembangan Kawasan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan dengan luas kurang lebith 5.553 ha yaitu Kawasan
budidaya perikanan, kawasan pengolahan perikanan dan kawasan minapolitan. Kawasan
peruntukan budidaya perikanan meliputi perikanan kolam dengan luas kurang lebih 1.023
(seribu dua puluh tiga) hektar berupa pengembangan perikanan kolam air tawar dengan
komoditas Ikan Nila, Tkan Gurami, Tkan Lele, ikan mas dan ikan patin di Kecamatan Pagelaran,
dan sebagiain di Kecamatan Pringsewu, Ambarawa dan Gadingiejo dain perikanai langhap
perairan umum dengan luas kurang lebih 3.830 hektar berupa perikanan sungai dengan
komoditas ikan gabus, wader, lele, sepat, gurame, mujair, betuty, nilam, nila dan betik
dikembangkan di Kecamatan Pardasuka, Sukoharjo, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan
Banyumas, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pringsewu, dan Kecamatan Pagelaran.

Kawasan pengolahan perikanan meliputi pengembangan teknologi pengolahan hasil
perikanan yang akan dikembangkan di Kecamatan Pagelaran. Kemudian pengembangan
kawasan minapolitan sefuas kurang iebih 700 (tujuh raws) hektar di Pagelaran dengan
komoditas Ikan Lele, Tkan Mas, Ikan Gurame, Ikan Nila, Ikan Patin, Ikan Baung, dan Jkan
Hias.
5.1.3 Pengembangan Kawasan Pertambangan

Pengembangan kawasan pertambangan terdiri dari wilayah usaha pertambangan dan

wilayah pertambangan rakyat dilakukan di wilayah yang menyebar di di Kabupaten Pringsewu
yang memiliki potensi bahan tambang, yaitu mineral dan batubara. Pengembangan potensi

pertambangan dilakukan secara selektif sesuai daya dukungnya.
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Kawasan peruntukan pertambangan meliputi mineral logam berupa bijih besi, emas dan
logam ikutan lainnya yang berada di Kecamatan Pagelaran, Sukoharjo dan Kecamatan
Adiluwih, mineral nonlogam berupa pasir kuarsa berada di Kecamatan Sukoharjo dan

Kecamatan Adiluwih: batuan beruna
natan nar na

Xecar Acumann marny

er. andeg hahl tmmnmor oranadiori
1CT, anges peidy = o
liat berada di Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Adiluwih, Banyumas, Kecamatan Pagelaran

dan Kecamatan Gadingrejo; dan batubara di Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pardasuka.

5.1.4 Pengembangan Kawasan Industri
Pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek geologi meliputi. kawasan

peruntukan industri besar, kawasan peruntukan industri menengah dan kawasan peruntukan
industri kecil dan mikro. Kawasan peruntukan industri besar akan dialokasikan pada wilayah
kecamatan meliputi: pengembangan kegiatan industri pengolahan hasil perikanan di
Kecamatan Pagelaran; pengembangan industri pengolahan hasil peternakan di Gadingrejo; dan
pengembangan kegiatan industri berbasis agribisnis yang mengolah hasil pertanian dan
perkebunan dikembangkan padawilayah Kecamatan Gadingrejo, Sukoharjo, Adiluwih,
Pagelaran dan Banyurnas.

Kawasan peruntukan industri menengah berupa pengembangan industri skala menengah
diarahkan di Kecamatan Adiluwih meliputi industri genteng pres, industri batu bata, industri
gilingan padi, industri meubeler, industri kopi bubuk dan industri tepung tapioka. Sedangkan
kawasan peruntukan industri kecil dan mikro akan dikembangkan pada seluruh kecamatan
yang ada di Kabupaten Pringsewu meliputi industri pembuatan tungku, industri kayu, industri
tahu dan tempe, industri kerupuk, industri peyek, industri emping, industri kelanting, industri
keripik, industri kerajinan emas/perak, industri kerajinan tapis, industri anyaman bamboo dan
industri pengolahan limbah kain/kain perca.
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Pengembangan kawasan pariwisata bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata
atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang
terkait di bidang tersebut. Pengembangan kawasan pariwisata dengan luas lebih kurang 300
{delapan ratus) hektar meliputi antara lain:

1. Wisata alam meliputi;Telaga Gupit Tegalsari-Mataram di Kecamatan Gadingrejo;

‘Bendungan Way Ngison di wilayah Pagelaran; Bendungan Bumiratu di Kecamatan
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dan Selapan Kecamatan Pardasuka.
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2. Wisata budaya meliputi Pura Giri Sutramandala di Desa Mataram Kecamatan
Gadingrejo; Makam Kyai Haji Gholib di Kecamatan Pringsewu; Goa Maria Padang
Bulan di Kecamatan Pringsewn; Rumah Adat di Marga Kaya Kecamatan Pringsewu;
dan Rumah Adat di Pardasuka Kecamatan Pardasuka,

3. Wisata buatan meliputi Bukit Silitonga di Kecamatan Sukoharjo; Bukit Sari Nongko di
Kecamatan Sukoharjo; Villa Novi di Kecamatan Sukoharjo; Balong Kuring di
Pringsewu; Kolam renang Grojogan Sewu di Kecamatan Pringsewu; Hutan Kota

Terpadu di Kecamatan Pringsewu, dan Bendungan Way Sekampung di Kecamatan

Pagelaran.
: 1 ( nﬂ"l"!‘m"lﬁ‘\hl‘\" Vﬂ"'ﬂﬁﬂ“ “nm'n":mnw
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Pengembangan kawasan peruntukan bagi permukiman yang meliputi Kawasan
permukiman perkotaan berada di Kecamatan Pringsewu, Gadingrejo, Pagelaran, Ambarawa,
dan Sukoharjo dengan luas sekitar 7.939 (tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan) hektar;
kawasan permukiman perdesaan di Kecamatan Adiluwih, Banyumas, dan Kecamatan
Pardasuka dengan luas kurang lebth 2.025 (dua nbu dua puluh lima) hektar; kawasan
permukiman berkepadatan tinggi akan diarahkan di Kecamatan Sukoharjo dan Ambarawa;
kawasan permukiman berkepadatan sedang diarahkan di Pagelaran dan Banyumas: dan
kawasan permukiman berkepadatan rendah diarahkan di wilayah Kecamatan Pardasuka dan
Adiluwih.

5.1.7 Pengembangan Kawasan Peruntukan Lainnya
Kawasan peruntukan lainnya terdiri atas kawasan perdagangan dan jasa; dan kawasan

peruntukan pertahanan dan keamanan. Kawasan pedagangan dan jasa dikembangkan di
Pringsewu, Pagelaran dan Sukoharjo. Kawasan pertahanan dan keamanan yang terdiri dari:
komplek markas Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Pringsewu di Kecamatan Gadingrejo;
komplek Markas Komando Distrik Militer (Makodim) di Kecamatan Gadingrejo; komplek
markas Kepolisian Sektor (Polsek) dan Markas Rayon Militer (Koramil) di setiap kecamatan

di Kabupaien Pringsewu.

~ Selain kawasan budidaya, di Kabupaten Pringsewu juga terdapat wilayah-wilayah yang
akan di tetapkan sebagai kawasan strategis ekonomi dan kawasan strategis sosial budaya.
Kawasan strategis ekonomi meliputi kawasan perdagangan regional di daerah perkotaan

Pringsewu; kawasan agropolitan di wilayah Kecamatan Gadingrejo dan kawasan minapolitan
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di wilayah Kecamatan Pagelaran. Sedangkan untuk kawasan strategis sosial budaya meliputi

kawasan pusat pengembangan pendidikan di Kecamatan Gadingrejo; dan kawasan pariwisata
budaya di Pekon Margakarya, Kecamatan Pringsewu dan Kecamatan Pardasuka.

5.2 Masalah Pembangunan Kabupaten Pringsewu

Ditinjau dari studi literatur, terdapat beberapa masalah pembangunan terutama dalam

pengembangan inovasi secara umum di Kabupaten Pringsewu yaitu sebagai berikut.

i.
2.

Terbatasnya peneliti yang berada dan bekerja di Kabupaten Pringsewu.

Belum adanya lembaga yang khusus menyelenggarakan dan mengelola penelitian dan

pengembangan ilmu pengetahuan.

Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap inovasi serta berimplikasi pada

kurangnya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan inovasi daerah

Belum memadainya sarana prasarana pendukung inovasi seperti perpustakaan yang

sesuai dengan standar, perguruan tinggi riset, technopark, pusat-pusat penelitian strategis

Belum banyaknya upaya pemerintah daerah dalam menggagas Kerjasama dengan daerah

lain dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi

Berdasarkan kondisi SIDa Kabupaten Pringsewu yang ada saat ini, maka permasalahan

yang bersifat strategis pada kondisi inovasi daerah eksisting dapat dilihat dari tabel di

bawah ini.

Tabel 5. 1 Permasalahan Strategis Kabupaten Tanggamus

.. angka KEbljakan

£y

Kefangka umum yang

Infrastruktur, sarana, dan prasarana yang ada saat ini belum

kondusif bagi inovasi sepenuhnya mendukung kebutuhan kerangka umum yang
kondusif bagi inovasi di Kabupaten Pringsewu.
Perlunjra pembangunan sistem inovasi daerah melalui
penyusunan sebuah peta jalur distribusi (peta ialan) yvang jelas
dan komprehensif.
2 | Kolaborasi bagt inovasi Model kolaborasi, sinergi, dan koordinasi untuk memperkuat
dan difusi inovasi inovasi dan difusi inovasi belum terbangun secara sistemik.

Sehingga perlunya sebuah wahana interaksi antar pelaku
inovasi seperti yang telah direncakan dalam sebuah konsep
prasarana dan sarana pendukung inovasi, seperti perpustakaan
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No

-Kerangka Kebijakan |-

ermasalahan Strategis

yang sesuai dengan standar, perguruan ﬁgnggi riséi, technopark,
pusat-pusat penelitian strategis.

Pengembangan budaya

inovasi

Belum terciptanya budaya inovasi yang kuat di kalangan
aparatur dan juga pada masyarakat Kabupaten Pringsewu,
sehingga nerln adanya konsep peta jalan pembangnnan inovasi
Kabupaten Pringsewu yang lebih jelas dan terarah.

Belum optimalnya perlindungan dan pelestarian pada kekayaan
budaya daerah.

Keterpaduan pemajuan
sistem inovasi dan
klaster industri daerah
dan nasional

Belum terlihatnya secara masif klaster industri yang berbasis
pada inovasi sebagai upaya menghadapi era industri 4.0 yang
mendasarkan kegiatannya pada teknologi dan juga internet, dan
kesemuanya membutuhkan modal kreatifitas dan inovasi yang
tinggi.

Keselarasan dengan

perkembangan global

Model pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya
mendasarkan diri pada mendorong lajunya kegiatan ekonomi
saja, ictapi juga memikirkan kelestarian lingkuiigai ineijadi
aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Saat ini
isu mengenai lingkungan masih membutuhkan solusi konkrit di
Kabupaten Pringsewu, dan ini bisa diinisisi dalam program dan
kegiatan para stakeholdrs dan dilakukan dalam kerangka yang
lebih kreatif dan inovatif.

Kelembagaan dan daya
dukung teknologi

Pemanfaatan kelembagaan yang ada di Kabupaten Pringsewu
yang belum optimal bagi pembangunan daerah dan dalam
mendorong daya saing daerah.

Perlunya wadah untuk melakukan inovasi agar produk-produk
industri pengolahan dapat juga dilakukan oleh masyarakat
selitiigga imainpu ieijadi penggeiak ekonoin daeral.

Belum adanya lembaga yang khusus menyelenggarakan dan
mengelola penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Sektor ekonomi

unggulan

Sektor ekonomi unggulan belum secara detail menjabarkan dan

menetapkan komoditi unggulan yang menjadi kekuatan dalam

pengembangan inovasi daerah,
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. Pengembangan sektor unggulan masih terkenda]a oleh sarana
prasarana, pengelolaan pemasaran, dan keterkaitan rantai usaha
yang belum optimal.
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Pembangunan daerah Kabupaten Pringsewu perlu mémpertimbangkan isu-isu vang
relevan, seperti Sustainable Development Goals (SDGs) pada tingkat internasional dan
nasional yang ditandai oleh penerbitan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Industri 4.0 yang mulai diangkat
sebagai visi pembangunan ekonomi nasional terutama pada sektor perindustrian yang terdapat
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018
tentang Proyek Strategis Nasional (PSN), dan Major Project (MP) sebagai upaya

ngakselerasi pembangunan dalam Peraturan Presiden

omor 18 Tahun 2020 tentang

- - aivivianyy

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

5.3.1 Revolusi Industri4.0

Fourth Industrial Revolution (“4IR”) atau Revolusi Industri 4,0 tidak hanya berpotensi
luar biasa dalam merombak industri, tapi juga mengubah berbagai aspek kehidupan manusia.
Kita telah melihat banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang, yang telah
memasukkan gerakan ini ke dalam agenda nasional mereka sebagai salah satu cara untuk
meningkatkan daya saing di kancah pasar global. 4IR sudah pasti akan menuju Indonesia dan
kita siap untuk mengimplementasikannya. Bagi Indonesia, fenomena 4IR memberikan peluang
untuk merevitalisasi sektor manufaktur Indonesia dan menjadi salah satu cara untuk
mempcrccpat poncapaian visi Indoncsia untuk menjadi 10 ckonomi terbesar di duania. Hingga
tahun 2016, industri manufaktur berkontribusi sebesar 20 persen PDB Indonesia dan membuka
lebih dari 14 juta lapangan pekerjaan. Berkat belanja konsumen kita yang kuat, yang
berkontribusi hingga 50 persen dari PDB, ckonomi Indonesia telah bertumbuh enam kali lipat
dalam kurun waktu 17 tahun dan mencapai angka lebih dari US$ 1 triliun pada tahun 2017
serta telah berhasil berubah dari ekonomi berbasis sumber daya alam menjadi ekonomi yang

berbasis sektor yang lebih bemilai tambah. Indonesia juga sedang menikmati periode bonus
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demografi, berkat banyaknya populasi penduduk berusia muda dan masuk dalam rentang
produktif.

Dengan adanya perubahan menuju ekonomi berbasis jasa, kontribusi industri
manufaktur Indonesia menurun menjadi 22 persen pada tahun 2016 setelah sebelumnya
mencapai titik tertinggi sebesar 26 persen pada tahun 2001, dan ini diperkirakan akan terus
menurun pada tahun 2030 jika tidak dilakukan intervensi apapun. Di lain pihak, populasi usia

nrndnl(hpﬂtnnr]nral'an alcan hertambah cehanval: 30 1uta oran
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pada tahun 2030, schingoa akan
menjadi penting bagi pemerintah untuk membuka lahan pekerjaan bagi mereka. Penerapan 4IR
membuka peluang untuk merevitalisasi kembali industi manufaktur kita, meningkatkan
produktifitas pekerja, mendorong ekspor netto, serta membuka sekitar 10 juta lapangan
pekerjaan tambahan yang akan menjadi landasan pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk

menuju 10 ekonomi terbesar di dunia.
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Sumber: Kementerian Perindustrian, 2017
Gambar 5. 1 Industri 4.0 dan Sektor Prioritasnya
Untuk merevitalisasi industri manufaktur, Indonesia berkomitmen untuk mempercepat
implementasi 4IR. Inisiatif Making Indonesia 4.0 ini memberikan potensi besar untuk
melipatgandakan produktiﬁtas tenaga kerja, sehingga dapat meningkatkan daya saing global
dan mengangkat pangsa pasar ekspor global. Ekspor yang lebih tinggi akan membuka lebih
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banyak lapangan pekerjaan, sehingga konsumsi domestik menjadi lebih kuat dan Indonesia
dapat menjadi salah satu dari 10 (sepuluh) besar ekonomi dunia. Menjadi 10 (sepuluh) besar

kekuatan ekonomi dunia berdasarkan PDB Indonesia berencana untuk menjadi salah satu dari
10 (sepuluh) keloatan ekonomi terbesar di dunia berdagarkan PDR pada tahun 2030 Sejaunh
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Indonesia telah merasakan pertumbuhan ekonomi yang sehat, dengan PDB yang terus
menanjak sebanyak 11 tingkat, dari posisi 27 di tahun 2000 sampai posisi 16 di tahun 2016,

berkat konsumsi dan investasi domestik yang kuat.

41R mencakup beragam teknologi canggih, seperti kecerdasan buatan (Al), Internet of
Things (IoT), wearables, robotika canggih, dan 3D printing. Indonesia akan berfokus pada lima
sektor utama untuk penerapan awal dari teknologi ini, yaitu (i) makanan dan minuman, (ii)
tekstil dan pakaian, (ii1) otomotif, (iv) kimia, dan (v) elektonik. Sektor ini dipilih menjadi fokus
setelah melalui evaluast dampak ekonomi dan kriteria kelayakan implementasi yang mencakup
ukuran PDB, perdagangan, potensi dampak terhadap industri lain, besaran investasi, dan
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tiga sampai empat tahun untuk meninjau kemajuannya dan mengatasi tantangan

pelaksanaannya.
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persen ekspor manufaktur, dan menyerap 33 persen tenaga kerja sektor manufaktur. Jika
dibandingkan dengan negara lain, sektor makanan dan minuman Indonesia memiliki potensi
pertumbuhan yang besar karena didukung oleh sumber daya pertanian yang berlimpah dan
permintaan domestik yang besar. Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya:

1. Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan,
melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis
dan autopilot drones.

2. Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani
dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai
untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasii produksi dan pangsa pasar
mereka,

3. Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap
seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya

permintaan konsumen.
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4. Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan

skala ekonomi domestik,

Hampir seluruh sektor manufaktur Indonesia menghadapi tantangan yang serupa, mulai
dari ketersediaan bahan baku domestik hingga kebijakan industr. Beberapa faktor yang
menghambat industri Indonesia seringkali bersifat lintas sektoral. Oleh karenanya, Making
Indonesia 4.0 memuat 10 inisiatif nasional yang bersifat lintas sektoral untuk mempercepat

narbamhanaan mnductri mannfal-tor di Tndanacia
perxembangan int a1 ingonesia,

Inisiatif pertama, perbaikan alur aliran barang dan material Indonesia bergantung pada impor

bahan baku maupun komponen bernilai tinggi, khususnya di sektor kimia, logam dasar,
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kel pada sekt
menengah melalui peningkatan kapasitas produksi dan percepatan adopsi teknologi. Indonesia
akan mengembangkan rancangan jangka panjang untuk perbaikan alur aliran barang dan
material secara nasional dan menyusun strategi sumber material.

Inisiatif kédua, desain ulang zona industri Indonesia telah membangun beberapa zona
industri di penjuru negeri. Indonesia akan mengoptimalkan kebijakan zona-zona industri ini
termasuk menyelaraskan peta jalan sektor sektor yang menjadi fokus dalam Making Indonesia
4.0 secara geografis, serla peta jalan uniuk {ransporiasi dain  infrastruktur, Untuk
mengoptimalkan penggunaan lahan, Indonesia akan mengevaluasi zona-zona industri yang ada
dan akan membangun satu peta jalan zona industri yang komprehensif dan lintas industri.
Inisiatif ketiga, mengakomodasi standar-standar keberlanjutan (sustainability) Komunitas
global telah menyuarakan kekhawatiran terkait keberlanjutan di berbagai sektor. Indonesia
melihat tantangan keberlanjutan sebagai peluang untuk membangun kemampuan keberlanjutan
berbasis teknologi bersih, EV, biokimia, dan energi terbarukan. Oleh karenanya, Indonesia
akan berusaha memenuhi persyaratan keberianjutan di masa mendatang, mengidentifikasi
aplikasi teknologi dan peluang pertumbuhan ramah lingkungan, serta mempromosikan
lingkungan yang kondusif (termasuk peraturan, pajak dan subsidi) untuk investasi yang ramah
lingkungan.

Inisiatif ke empat, memberdayakan UMKM Hampir 70 persen tenaga kerja Indonesia
bekerja untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah Indonesia
berkomitmen untuk mendukung pelaku usaha UMKM dengan membangun platform e-
commerce untuk UMKM, petani dan pengrajin, membangun sentra sentra teknofogi

(technology bank) dalam rangka meningkatkan akses UMKM terhadap akuisisi teknologi, dan
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memberikan dukungan mentoring untuk mendorong inovasi. Inisiatif ke lima, membangun
infrastruktur digital nasional Untuk inendukung Peta Jalan Making Indonesia 4.0, Indonesia
akan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital, termasuk internet dengan

kecepatan tinggi dan digital gg_pablhtgeg dengan kerjasama pemerintah, publik dan swasta untuk

kecepatan tingai dan 1gan kerj pem ublik dan swasta unt

dapat berinvestasi di teknologi digital seperti cloud, data center, security management dan
infrastruktur broadband. Indonesia juga akan menyelaraskan standar digital, sesuai dengan
norma-norma global, untuk mendorong kolaborasi antar pelaku industri sehingga dapat
mempercepat transformasi digital.

Inisiatif ke enam, menarik minat investasi asing Indonesia perlu melibatkan lebih banyak
pelaku industri manufaktur terkemuka untuk menutup kesenjangan teknologi dan mendorong

trnmafar talrmalan ra mamicahons 1n1rn1 T Tentarl- nlratlram TTYT Tedrmacio alqne cannen nl-4if
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melibatkan perusahaan manufaktur global, memilih 100 perusahaan manufaktur teratas dunia
- sebagai kandidat utama dan menawarkan insentif yang menarik, dan berdialog dengan
pemerintah asing untuk kolaborasi tingkat nasional.

Inisiatif ke tujuh, peningkatan kualitas SDM SDM adalah hal yang penting untuk
mencapai kesuksesan pelaksanaan Making Indonesia 4.0. Indonesia berencana untuk
merombak kurikulum pendidikan dengan lebih menekankan pada STEAM (Science,
Technulugy, Engineering, ific Aris, dai Muaifiemuiicy}, ineny eﬁaraskan kurikuluin pendidikan
nasional dengan kebutuhan industri di masa mendatang. Indonesia akan bekerja sama dengan
pelaku industri dan pemerintah asing untuk meningkatkan kualitas sekolah kejuruan, sekaligus
memperbaiki program mobilitas tenaga kerja global untuk memanfaatkan ketersediaan SDM
dalam mempercepat transfer kemampuan.

Inisiatif ke delapan, pembangunan ekosistem inovasi adalah hal yang penting untuk
memastikan keberhasilan Making Indonesia 4.0. Pemenntah Indonesia akan mengembangkan
cetak biru pusat inovasi nasional, mempersiapkan percontohan pusat inovasi dan
mengoptimatkan regulasi terkait, termasuk diantaranya yaitu perlindungan hak atas kekayaan
intelektual dan insentif fiskal untuk mempercepat kolaborasi lintas sektor diantara pelaku usaha
swasta/BUMN dengan universitas. '

Inisiatif ke Sembilan, insentif untuk investasi teknologi Insentif memiliki potensi untuk
menggerakkan inovasi dan adopsi teknologi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia akan
mendesain ulang rencana insentif adopsi teknologi, seperti subsidi, potongan pajak perusahaan,
dan pengecualian bea pajak impor bagi perusahaan yang berkomitmen untuk menerapkan
teknologi 4IR. Selain itu, Indonesia akan meluncurkan dana investasi negara untuk dukungan
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pendanaan tambahan bagi kegiatan investasi dan inovasi di bidang teknologi canggih., Dan
inisiatif ke sepuluh, harmonisasi aturan dan kebijakan Indonesia berkomitmen melakukan

harmonisasi aturan dan kebijakan untuk mendukung daya saing industri dan memastikan

kordinasi pembuat Lkehiiakan vang erat antara kementerian dan lembaga t

ent dan lem terkait deng

_ pemerintah dacrah.

5.3.2 Sustainable Development Goals (SDGs) _

Salah satu hasil utama dari Konferensi Rio+20, yang diselenggarakan di Rio de Janeiro
pada bulan Juni 2012 adalah kesepakatan negara-negara anggota untuk memulai proses untuk
mengembangkan satu set tujuan pembangunan berkelanjutan {(SDGs). Hasil dari konferensi
Rio+20 mengamanatkan 30 anggota Open Working Group (OWG) dari Majelis Umum PBB
bertugas untuk mempersiapkan proposal SDGs. OWG sendiri didirikan pada tanggal 22 Januari
2013. Dalam perjalanannya negara-negara anggota OWG menyampaikan serangkaian usulan
terkait SDGs. Pada pertemuan ketiga belas dan terakhir di New York pada tanggal 19 Juli 2014,
OWG mengusulkan 17 tujuan yang mencakup isu-isu pembangunan berkelanjutan, termasuk
mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, meningkatkan kesehatan dan pendidikan, membuat
kota yang lebih berkelanjutan, memerangi perubahan iklim, dan melindungi hutan. Adapun 17
tujuan yang diusulkan tersebut adalah sebagai berikut:

. TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANOUTAN

%3 L

Sumber: sdgindonesia, 2019
Gambar 5. 2 Sustainable Development Goals (SDGs) 2030
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Selanjutnya 17 (tujuh belas) agenda ini dikenal sebagai agenda berkelanjutan
Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. Kontribusi awal Indonesia dalam perumusan
SDGs diawali oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyampaikan pidato terkait keikut-

certaan Indonecia di dalam acends SDGe. SNGe merunakan vigi fprhqﬂﬂn keadasn menvelurnh
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dunia pada tahun 2030. Kelahiran SDGs tidak lepas dari kritik tajam, mengmgat target-target
pencapaiannya yang lebih koinpleks dan banyak dari MDGs. Dengan hanya memiliki 8 sasaran
saja, tidak sedikit hal yang masih tersisa dari MDGs. MDG berfokus pada banyak dimensi
kemiskinan, termasuk pendapatan rendah, kelaparan kronis, ketidaksetaraan gender, kurangnya
sekolah, kurangnya akses ke fasilitas kesehatan, air bersih serta sanitasi. Lebih lanjut, ada
konsensus bahwa ruang lingkup MDG perlu diperluas untuk mencerminkan fantangan yang
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garis kemiskinan. Masyarakat masih banyak yang mengalami perlakuan tidak setara bahkan
ketika mereka berada dalam kemajuan ekonomi di negara masing-masing. Selain itu, seluruh
dunia menghadapt ancaman lingkungan yvang mengerikan darn perubahan iklim yang
disebabkan oleh manusia dan hilangnya keanekaragaman hayati. Pemerintahan yang buruk dan
korupsi telah banyak menimbulkan konflik di beberapa belahan negara di dunia.

SDGs dinilai sebagai visi global yang terlalu ambisius. Namun, perspektif lain
Detanggapan baliwa jusitu, sisi ainbisius jni fah yang dibuiubkan uniuk dapal “mnctnaksa”
semua pihak untuk turut menyelesaikan tantangan pembangunan dunia yang besar, seperti
ketimpangan dan kerusakan lingkungan (ODI, 2015). Selain itu, perbedaan prinsip penyusunan
antara SDGs dan MDGs memberikan harapan bahwa dunia akan bertransformasi menjadi
tempat yang lebih baik untuk ditinggali. Secara prinsip, MDGs fokus terhadap permasalahan
pembangunan di negara-negara berkembang dan tertinggal, dimana negara-negara maju lebih
banyak berperan sebagai pendonor (OD], 2015; Sachs, 2015). Di sisi lain, prinsip utama SDGs
adalah beriaku universal, dengan sasaran-sasaran pembangunan yang beriaku untuk semua
negara tertinggal, berkembang dan maju, beserta setiap warga negaranya.

Agenda SDGs 2030 menyepakati bahwa kerangka kerja pelaksanaan pembangunan
berkelanjutan harus mempertimbangkan lima dimensi fundamental utama yang dikenal sebagai
5P yaitu : manusia (people), planet, kemakmuran (prosperity), perdamaian (peace) dan
kemitraan (partnership). Pilar 5P ini dapat diartikan sebagai berikut, People: SDGs hadir untuk
memastikan bahwa semua manusia terbebas dari kemiskinan, kelaparan, memiliki kedudukan
yang setara dan mendapatkan hak untuk hidup didalém lingkungan yang sehat secara
bermartabat. Plangzt: SDGs berupaya untuk melindungi bumi dari dampak buruk akibat
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kegiatan manusia, sepertt perubahan lingkungan dan penggunaan sumber daya alam yang tak
bertanggung jawab, schingga dapat memenuhi kebutuhan masa depan. SDGs juga

berkomitmen untuk melindungi planet serta mengambil tindakan segera untuk mengatasi
perubahan iklim, Prosperity; SDGs hadir untuk memastikan semua umat manusia memiliks
kehidupan yang sejahtera, berkecukupan dan dapat hidup secara harmonis berdampingan
dengan alam. Dunia harus beralih ke pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan yang
tidak menghabiskan sumber daya alam untuk generasi mendatang, dan yang mendorong
kemakmuran bagi semua. Peace:; tidak ada pembangunan berkelanjutan tanpa perdamaian dan
keamanan sosial, dan sebaliknya, tidak ada perdamaian dan keamanan sosial tanpa
pembangunan berkelanjutan. Partrership: keberhasilan pembangunan berkelanjutan hanya
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nggi.
Pemerintah harus berkoordinasi dengan seluruh aktor, seperti pemerintah lokal, badan regional
dan internasional, pelaku bisnis serta organisasi masyarakat sipil.

Seperti yang sudah dibahas di atas, SDGs merupakan visi global bersama yang
mewakili kepentingan semua pihak atau yang dikenal dengan prinsip universal. Scbagai
tambahan, negara-negara yang hadir di dalam the UN Sustainable Development Summit
sepakat bahwa SDGs merupakan perjalanan bersama hingga 2030 dan berikrar bahwa tidak
akan ada saiu negara pun yang tertinggal. Hal ini merupakan prinsip SDGs yang dikenal dengan
no one is lefi behind. Prinsip ini semakin menunjukkan bahwa SDGs harus dipandang sebagai
visi bersama, bukan visi ambisius yang hanya menguntungkan segelintir pihak saja. Prinsip
SDGs lainnya adalah sasaran pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi secara holistik.
Berbeda dengan MDGs yang keterkaitan antar tujuannya kurang terperhatikan, 17 tujuan SDGs
disusun dengan telah mengindahkan aspek keterkaitan antar tujuan. Dengan kata lain, upaya
untuk mencapai sebuah tujuan, tidak akan terlepas dari upaya untuk mencapai tujuan yang
lainnya. Le Bianc (2015) menjeiaskan bahwa banyaknya tujuan SDGs sebatknya diniiai
sebagai sebuah jaringan yang terintegrasi secara holistik, bukan suatu hal yang kompleks dan
berdiri sendiri.

Dengan berbekal pengalaman dari implementasi MDG, Indonesia terus berusaha
menghindari keterlambatan implementasi SDGs. Oleh karena itu, Indonesia sebagai salah satu
negara yang turut mendukung kelahiran SDGS/TPB pada pertemuan pembangunan
berkelanjutan PBB, tentunya harus konsisten berkomitmen menjalankannya dengan mulai
menyusun payung aturan yang dapat dijadikan sebagai rujukan pelaksanaan SDGS/TPB.
Berbagai langkah strategis telah dijalankan, diantaranya adalah pembentukan sekretariat




SDGS/TPB yang bertugas menyusun strategi nasional berkaitan dengan SDGS/TPB, dan
mengkoordinasikan berbagai kegiatan terkait pelaksanaan SDGs di Indonesia. Selanjutnya,
seperti diuraikan BPS (2016), berbagai langkah strategis juga sudah dilakukan oleh pemerintah

Indonecia diantaranva:
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1. Melakukan pemetaan antara tujuan dan target SDGs dengan prioritas pembangunan
nasional;

2. Melakukan pemetaan ketersediaan data dan indikator SDGs pada setiap target dan tujuan
termasuk indikator proksi;

3. Melakukan penyusunan definisi operasional untuk setiap indikator SDGs;

4. Menyusun peraturan presiden terkait dengan pelaksanaan tujuan pembangunan

harl-alamitan.
Uueinwidll) i,

5. Mempersiapkan rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah terkait dengan
implementasi SDGs di Indonesia.

Pemcerintah Indoncsia juga sudah moncrbitkan Peratur
2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dalam
pelaksanaannya, pemerintah Indonesia juga telah melakukan berbagai proses mengarus-
utamakan SDGs pada RPJM dan RPJP, Selain itu, pelibatan dari berbagai aktor strategis non-
pemerintah seperti akademisi, pakar, organisasi masyarakat sipil dan filantropi dan bisnis telah
dilakukan dalam berbagai proses persiapan pelaksanaan SDGs di Indonesia. Peran akademisi
menjadi penting dalam pencapaian SDGS/TPB di tahun 2030, dengan antara lain melalui
proses cdukasi pemimpin di masa yang akan daiang yang akan menjadi akior SDGS/TPB,
menyediakan ilmu pengetahuan melalui riset dan inovasi untuk membanfu pencapaian
SDGS/TPB. Sedangkan pelaksanaan SDGS/TPB pada level pemerintah daerah diatur pada
Perpres 59 tahun 2017 dimana disebutkan bahwa tugas daerah dalam SDGS/TPB adalah:

1. Penyusunan rencana aksi dacrah (RAD) untuk 5 tahunan oleh Gubernur bersama-sama
dengan Bupati/Walikota dengan melibatkan organisasi masyarakat, filantropi, pelaku
usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya.

2. Mekanisme koordinasi penyusunan, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan RAD
SDGS/TPB 5 tahunan ditetapkah dengan peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Képala Badan Perencajnaan Pembangunan Nasional.

Dengan demikian pemerintah daerah harus menyiapkan dukungan kebijakan, regulasi,
anggaran dan program; Pemetaan dan integrasi target dan indikator TPB/SDGs nasional ke
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dalam RPJMD; Peningkatan kapasitas Pemda dan para pemangku kepentingan dalam
pelaksanaan SDGS/TPB; Sosialisasi/diseminasi, komunikasi dan advokasi kepada seluruh
masyarakat dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah penyiapan data dan informasi.

Penvisunan indikator nacional nntulr SNDGe dilakukan d_ngan Loordinasi terpusat 1

Bappenas bersama Badan Pusat Statistik sebagai penyedia data nasional. Penyusunan indikator
nasional dilakukan melalui proses diskusi dan konsultasi publik dengan berbagai pihak,
diantaranya kementerian/lembaga terkait, kelompok masyarakat sipil, akademisi, filantropi,
serta pelaku bisnis dan usaha. Penyiapan data dan informasi menjadi poin penting dalam
pelaksanaan dan penyusunan RAD. Dengan demikian penyusunan baseline study dari indikator
SDGS/TPB di daerah menjadi suatu keniscayaan.

Jika melihat hasil kajian pencapaian SDGs di Provinsi Lampung (SDGs Centre
UNPAD 2019), Kabupaten Pringsewu dapat dikatakan berada dalam kondisi yang relatif baik
pada beberapa indikator. Pertama, terkait dengan tingkat kemiskinan, persentase rata-rata
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rumah tangga kumuh di Kabupaten ini berkisar antara 2-3 ng diasumsikan
mentrun pada periode tahun 2030 ke depan. Hal ini lebih baik dari pencapaian dan proyeksi di
beberapa KotafKabupaten lain, seperti Tanggamus, Lampung Utara dan Tulang Bawang Barat
yang memiliki rata-rata penduduk rumah tangga miskin berkisar pada level di atas 10%.
Persentase rumah tangga kumuh di Provinsi Lampung dapat di lihat pada Gambar berikut:
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Sumber: sdgindonesia, 2019

Gambar 5. 3 Rumah Tangga Miskin Kabupaten Pringsewu Dalam Konstelasi Provinsi
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Kedua, terkait dengan tingkat pendidikan, apabila kita mempertimbangkan bahwa
kebutuhan pendidikan pada periode tahun 2030 ke atas adalah minimal Sekolah Menengah
Atas (SMA) dan sederajat, maka diharapkan penduduk di suatu dacrah memiliki anak-anak

vano danat mpnnnl’qpc nendidikan  tercebhnt i T(nhnna Princcewnt.  nercentace
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keterjangkauan terhadap SMA berkisar antara 40-60%, yang diasumsikan akan semakin
meningkat pada periode tahun 2030 ke depan apabila peningkatan kualitas infrastruktur
pendidikan terus dikembangkan di kabupaten int. Pencapaian kabupaten ini berada di tingkatan
sedang, artinya tidak lebih baik dari sebagian besar dan tidak lebih baik dari sebagian besar

lainnya, namun sedikit di bawah rata-rata persentase provinsi.
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Sumber: sdgindonesia, 2019

Gambar 5. 4 Pencapaian Pendidikan SMA Sederajat Kabupaten Pringsewu dalam
Konstelasi Provinsi

mun demikian apabila dikaitkan dongan pelayanan infrastruktur dasar, scba

besar daerah di Provinsi Lampung termasuk Kabupaten Pringsewu berada dalam kondisi yang
mengkhawatirkan, Misalnya saja, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air
bersih di Pringsewu hanya berkisar 30% dan diprediksi baru mencapai 40% pada tahun 2030.
Hal ini tidak lebih buruk daripada daerah-daerah lain di sekitarnya termasuk dua kota besar,
Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Air bersih menjadi tantangan utama dalam

pembangunan berkelanjutan di Provinsi Lampung. Gambaran ini juga tercermin pada kondisi
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aksesibilitas terhadap drainase, sanitasi, sumber energi, dan infrastruktur dasar lainnya.
Kondisi di Pringséwu secara relatif terhadap daerah lain dapat dilihat di bawah ini:
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Sumber: sdgindonesia, 2019

Gambar 5. 5 Akses Air Bersih Rumah Tangga Kabupaten Pringsewu

Secara keselumhan peﬁdapatan perkapita masyarakat di Kabupaten Pringsewu juga
masih relatif rendah. Nilainya adalah tiga terendah se provinsi lampung yakni hanya 21 juta
rupiah per kapita dibandingkan dengan rata-rata nasional yang mencapai 31 juta rupiah per
kapita. Hal ini diperkirakan terjadi karena kurangnya fokus terhadap pengembangan sektor
ekonomi unggulan di Kabupaten. Sejauh ini beberapa sektor vang dianggap sudah
mendominasi dibiarkan untuk dikembangkan secara konvensional alib-alih dimutakhirkan

dengan teknologi pendukung.

5.3.3 Tsu Strategis Provinsi Lampung dan Kabupaten Pringsewu

RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 menjelaskan bahwa penyelenggaraan
pembangunan Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2015-2019 telah membuahkan hasil yang
diharapkan, namun demi pembangunan kedepan masih terdapat persoalan dan tantangan dan
berbagai aspek baik sosial maupun ekonomi yang dirumuskan sebagai permasalahan
pembangunan. Tujuan perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk

mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja

.




pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan

manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Beberapa hal yang tercatat perlu diperhatikan di dalam pembangunan daerah antara lain sarana
prasarana dasar seperti air dan sanitasi, keamanan sosial, kondisi ekonomi, dan tata Kelola
pemerintahan. Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses Air Minum layak dan aman
di Tahun 2018 adalah sebesar 71,19%. Persentase rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi
di Tahun 2018 adaah sebesar 64, 63%, Persentase Rumah tidak Lavak huni di Tahun 2018
adalah 5,02%. Persentase Penduduk Miskin pada Maret 2019 sebesar 12,62 persen, menurun
1,73 poin dibanding Sept 2015 yang sebesar 14,35 persen tetapi masih berada di bawah
Nasional sebesar 9,41 persen. Indeks Pembangunan Manusia yang ada di Provinsi Lampung
pada Tahun 2018 telah berjalan dengan realisasi sebesar 69,02 tetapi masih di bawah capaian
Nasional sebesar 71,39 di tahun yang sama. Provinsi Lampung mencatat pertumbuhan yang

cukup tinggi di Tahun 2018 sebesar 5,25%, berada di atas Nasional (5,17%) dan rata-rata

Sumatcra (4,54%). Mcski deongan capaian yang tinggi, pertumbuhan torschut stagnan di angka
5% untuk 5 (lima) tahun ke belakang, di samping itu angka kemiskinan masih cukup tinggi.
Persentase Penduduk Miskin pada Maret 2019 sebesar 12,62 persen, menurun 1,73 poin
dibanding Sept 2015 yang sebesar 14,35 persen tetapi masih berada di bawah Nasional sebesar
9,41 persen.

Provinsi Lampung merupakan provinsi berpenduduk kedua terbesar di Pulau Sumatera
dimana 15 orang dari 100 orang pendudukan Pulau Sumatera bertempat tinggal di Provinsi
Lampung. Memasuki tahun 2014 Lampung memasuki bonus demografl yang ditandai dengan
jumlah persantase rasio ketergantungan (depency ratio) penduduk yang berada dibawah angka
50%. Keuntungan bonus demografi tersebut adalah ketersedian tenaga kerja usia produktif
sebagai sumber daya penopang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Namun keuntungan
tersebut harus dapat disikapi melalui program dan kegiatan pendukung peningkatan kapasitas
SDM dan penyediaan lapangan pekerjaan; agar bonus demografi tersebut tidak menjadi
bencana berupa ledakan pengangguran pada usia produktif. Di sisi yang lain,

Posisi strategis Provinsi Lampung yang berada pada alur laut kepulauan indonesia dan
menjadi pintu gerbang Sumatera, menyebabkan Provinsi Lampung memiliki keuntungan dan
tantangan tersendiri yang harus dimanfaatkan secara maksimal demi tercapainya pembangunan
daerah yang optimal, melalui pembangunan sektor infrastruktur, sektor perhubungan dan
sektor Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Panjang garis pantai
Provinsi Lampung lebih kurang 1.105 km, yang membentuk 4 (empat) wilayah pesisir, yaitu
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Pantai Barat (210 km), Teluk Sémangka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km),
dan Pantai Timur (270 km), memiliki potensi perekonomian baik dart sektor perikanan,

pariwisata maupun perhubungan yang perlu dikelola dengan bagi peningkatan perkonomian

masyarakat khususnya magyarakat pesisir dengan tetan memperhatiban  kelestarian
e’
lingkungan;

Pembanguhan jalan tol trans Sumatera yang dimulai pada tahun 2015 memberikan
dampak akan mcnﬁrunnya biaya logistik yang berdampak pada kenaikan volume perdagangan
dan investasi yang akan mendorong penyerapan tenaga kéxja dan kenaikan pendapatan
masyarakat. Untuk menambah dampak pembangunan tol terhadap peningkatan kesejahteraan
khususnya bagi Masyarakat Be'rpen'ghasilan Rendah (MBR), bila disertai pembangunan
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memperkuat infrastruktur pertanian; Perekonomian global meningkat secara gradual, peluang
ekspor Lampung untuk dapat meningkat namun hingga saat ini komoditi ekspor Lampung
“hanya terpaku pada komoditi batubara, CPO, Karet dan kopi, hal ini menyebabkan ekspor
 Lampung rentang terhadap fluktuasi. Hal ini harus segera diatasi melalui diversifikasi baik
komoditi maupun negara tujuan ekspor; Semakin maraknya penggunaan teknologi digital,
meningkatkan ecommerce pada dunia perdagangan yang dapat berdampak meningkatnya daya
kreatifitas masyarakai dalain imeiabeniuk suiau produk baru dengan cara pemasaran yang lebih
baik schingga menumbuhkan industri usaha kecil menengah. Namun maraknya e-commerce
berdampak juga pada penurunan tenaga kerja dan kompleksitas risiko sektor keuangan.
Terdapat ketimpangan wilayah Timur — Barat, Utara— Selatan dan Darat — Laut/Pesisir
di Provinsi Lampung. Wilayah Timur dan. Selatan Lampung berkembang cukup pesat
dibanding wilayah Barat dan Utara Lampung. Wilayah Barat memiliki kondisi topografi yang
cukup berat dan sebagian besar wilayahnya diperuntukkan untuk ‘kawasan konservasi
sedangkan wiiayah utara iebih kepada masaiah aksesibilitas yang kurang mendukung. Daerah
pesisir dan pedesaan termasuk daerah produksi hasil pertanian maupun perikanan ternyata
justru menjadi kantong-kantong kemiskinan yang harus menjadi prioritas untuk ditangani.
Secara teoritis; angka kesenjangan di Provinsi Lampung yang diukur melalui Indeks
Williamson masih berada pada tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah yang rendah yaitu
sebesar 0,21 di Tahun 2017, tetapi kecenderungannya terjadi peningkatan ketimpangan dari
Tahun 2014 yang hanya sebesar 0,19.
Di Kabupaten Pringsewu sendiri, pembangunannya tidak terlepas dari kebijakan yang
ada di tingkat provinsi, nasional dan internasional. Pada saat ini berbagai kebijakan
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internasional, telah diratifikasi Pemerintah Indonesia, yang juga akan berdampak pada
pembangunan di daerah. Sementara itu pada saat yang bersamaan, di level nasional dan
provinsi juga telah menetapkan beberapa kebijakan strategis yang akan berdampak di level

daerah. Oleh Lkarena itu maka diperlukan rumusan isu-isu strateois pembangunan daerah
Kabupaten Pringsewu berdasarkan kinerja daerah dan kondisi masyarakat serta juga
memperhatikan berbagai isu-isu internasional, nasional maupun regional yang merupakan
ancaman dan tantangan masa kini maupun masa mendatang agar dapat disusun perencanaan
pembangunan' yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di
masa depan.

Beberapa pembangunan yang akan terkait dengan Kabupaten Pringsewu antara lain
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Pembangunan jalan tol Trans Sumatera, diantaranya adalah ruas Bakauheni — Terbanggi Besar
sepanjang 140,93 km yang berada di Provinsi Lampung, dengan total anggaran mencapai Rp.

16.8 triliun. Kebefadaan jalan tol tersebut akan memperlancar arus barang dan orang yang
sangat dinamis. Keberadaan Kabupaten Pringsewu sebagai daerah penyangga wilayah
metropolitan Bandar Lampung, juga akan membuat akses jalan untuk masuk ke pintu tol,
éehingga dapat mempermudah dan mempercepat arus masuk dan keluar barang atau orang,
schingga dapal mempercepal periuinbuban ekoioini dan kesgjahieraan nrasyarakal. Oleh
karena itu maka diperlukan persiapan untuk mengambil manfaat yang lebih besar terhadap
keberadaan jalan tol tersebut. Pembangunan kawasan industri yang berada di Kabupaten
Tanggamus, akan dapat merubah pola hidup masyarakat sekitar, termasuk di warga masyarakat
Kabupaten Pringsewu. Hal ini dikarenakan adanya jalan negara yang dapat menghubungkan
langsung dari Kabupaten Pringsewu menuju kawasan industri maritim tersebut, schingga
mobilitas barang dan jasa akan meningkat tajam. Apalagi dalam kawasan industeri mantim
tersebut juga akan diperiukan banyak tenaga kerja, keahiian tertentu dan sarana kebumhan
hidup. Oleh karena itu maka masyarakat Kabupaten Pringsewu juga perlu turut andil di
dalamnya. Kabupaten Pringsewu menjadi salah satu peléksanaan program strategis nasional
dalam bidang ketahanan pangan nasional, yaitu dengan adanya pembangunan Bendungan Way
Sckampung yang berada di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu. Fungsi utama
dari keberadaan bendungan tersebut adalah untuk mengaliri lahan pertanian di Provinsi
Lampung, Meski demikian, karena letaknya di Kabupaten Pringsewu, maka pemerintah daerah
setempat juga perlu mengambil mantaat yang -iebih besar terhadap keberadaannya. Dia_ntaranya
adalah dengan menjadikannya sebagai tempat wisata yang mampu untuk menggerakan
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perekonomian daerah. Selain itu juga perlu dipersiapan sarana dan prasarana .pendukungnya,
baik yang menyangkut infrastruktur maupun kualitas sumberdaya manusianya.

Beberapa hal yang masih menjadi tantangan di Kabupaten Pringsewu antara lain
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komitmen pemenntah untuk menanggulanginya. Terlebih persentase kemiskinan di Provmsf
- Lampung masih di atas rata-rata nasional. Angka Kemiskinan Kabupaten Pringsewu secara
- persentase menunjukkan penurunan, namun masih berada di atas rata-rata nasional yaitu
11,73% (2016), meskipun lebih kecil dibandingkan rata-rata pro_vins_i. Penduduk miskin di
Kabupaten Pringsewu hingga tahun 2016 masih berjumlah 45.720 jiwa. Namun secara
persentase terdapat penurunan, namun pada tahun 2016 terjadi peningkatan persentase
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Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pringsewu tahun 2016 menunjukkan penurunan dari 5,22%
(2015) menjadi 5,04% (2016). Penurunan ini akan berdampak pada perkembangan ekonomi
makro wilayah Kabupaten Pringswu. Berdasarkan Analisis Location Quetion (LQ) Sektor Jasa
Keuangan dan Asuransi memiliki skor tertinggi yaitu 1,54 yang berarti menjadi sektor basis.
Namun PDRB Perkapitanya berada pada posisi ke 13 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi
Lampung. Ini mengindikasikan perputaran uang di kabupaten ini lebih sedikit, atau banyak
ierserap ke Lembaga keuangan {bank/mon bank). Dengan mencermati kondisi tersebut
sepertinya Pemerintah Kabupaten Pringsewu perlu serius dalam rzingka menggairahkan
dinamika perckonomian Kabupaten Pringsewu terutama pada sektor Industri Pengolahan,
Perdagangan dan Jasa-jasa yang menyerap tenaga kerja banyak déngan memfasilitasi ke
lembaga keuangan dan meminta lembaga keuangan untuk lebih méningkatkan penyalyran
kredit usaha rakyat (KUR). Serta membenahi prasarana dan sarana perdagangan schingga
suasana transaksi akan térasa aman dan nyaman. Adapun pennasalahan yang masih dihadapi
daiam pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat diantaranya adaiah (a) pertumbuhan
ekonomi cenderung mengalann fluktuasi; (b) stabilitas harga kebutuhan pokok yang cenderung
fluktuatif sekaligus perpengaruh menurunnya daya beli masyarakat, (¢) belum optimalnya
fungsi sarana dan prasarana perekonomian; (d) masth rendahriya investasi yang masuk ke
Kabupaten Pringseivu; {c¢) Belum optimalinya dukungan Bank/Lembaga Keuangan pada sektor
pertanian dalam arti luas, dan sektor riil serta UKMK.

Masih adanya beberapa desa atau dusun yang belum terjangkau listrik, perlu
mendapatkan perhatian bagaimana pemenuhannya. Infrastruktur energi masth perlu

ditingkatkan, dengan mengupayakan pembangunan jaringan listrik melalui sumber energi




alternatif, mikro hidro. Isu strategis infrastruktur jaringan irigasi yang menunjang peningkatan
produktivitas perianian' juga menjadi hal penting untuk tetap dilakukan, dalam rangka
mendukung kedaulatan pangan di Kabupaten Pringsewu. Infrastruktur teknologi informasi juga
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Pesatnya kemajuanan teknologi dan cepatnya persebaran informasi perlu untuk dikelola
dengan_ baik, melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pélaksanaan
pemerintahan secara lebih efektif dan efisien. Instrastruktur sosial yang berkaitan dengan
- prasarana perkantoran, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan seni budaya juga perlu
diperhatikan dan sangat dibutuhkan. Pembangunan infrastruktur sosial diupayakan untuk dapat
mencukupi kebutuhan masyarakat agar tercapai pelayanan yang lebih baik, lebih dekat, lebih
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karena disamping kebutuhan jasmani kebutuhan rohani juga harus dipenuhi.




BAB V1
KONDISI PENGUATAN SIDa SAAT INI

6.1 Potensi Ekonomi dan Sektor Unggulan

Untuk merigidentiﬁkasi produk unggulan sebagai potensi suatu daerah, upaya dapat
dilakukan mulai dari kualitas dan kapasitas daerah dalam memproduksi barang dan jasa dengan
segala aspeknya sampai dengan peranan produk tersebut terhadap keseluruhan barang dan jasa.
Secara spesifik, péranan dalam produksi ini dapat dilihat darni struktur ekonomi yang terbentuk
dari nilai tambah yang diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi terkait. Struktur ekonomi
menggambarkan besamya peranan masing-masing sekior aiau besaran kontribusi masing-
masing scktor terhadap PDRB suatu daerah. Suatu sektor ekonomi yang memiliki peranan atau
kontribusi yang cukup besar, akan menjadi andalan bagi peningkatan perekonomian pada
wilayah tersebut. | Dapat diketahui pula bahwa struktur ekonomi dapat menggambarkan
sebagaimana daerah tersebut bergantung terhadap suatu sektor. |

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Pringsewn pada tahun 2020
dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitn mencapai sebesar
2,84 tirthun atau 25,39 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan kontribusi pada tahun 2019.
Lapangan usaha pemberi kontribusi terbesar kedua yaitu Industri Pengolahan yang mencapai
14,81 persen, sedikit menurun dari tahun sebelumnya sebesar 15,46 persen. Adapun sub
kategori yang menyumbang peranan terbesar adalah industri makanan dan minuman, industri
barang galian bukan logam dan industri karet, batang dari karet dan plastik. Lapangan usaha
Perdagangan Besar dan Eceran, R'epa.rasi Mobil, dan Sepeda Motor memberikan kontribust
terbesar ketiga yang mencapai 1,53 triliun rupiah atau 13,68 persen, menurun dari tahun
sebelumnya secbesar 14,34 persen. Sementara peranan lapangan usaha lainnya hanya
memberikan kontribusi yang cukup kecil yaitu tidak lebih dari 6 persen, kecuali untuk kategori
Konstruksi yang memberikan kontribusi sebesar 1,31 triliun rupiah atau 11,72 persen. Salah
satu penvebab ménurunnya peranan Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor adalah adanya pandemi covid-19 yang berdampak langsung
pada kegiatan kedua lapangan usaha tersebut. Pemetaan sektor-sektor unggulan ini dapat dilihat
pada sub-bab berikut.2w '
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6.1.1 Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Sebagai salah satu daerah agraris di Provinsi Lampung, sektor Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan menjadi sektor dengan kontribusi tertinggi terhadap PDRB Kabupaten
Pringsewu. Sektor ini telah membawa manfaat besar bagi perekonomian Kabupaten Pringsewu
dalam berbagai aspek, seperti menciptakan angka tenaga kerja dan kemampuan untuk
ineiyediakair pangan yang inurak bagl masyaiakai. Tentunya Kabupaten Pringsewu memiliki
komoditas yang diunggulkan, yang dapat dilihat dari produksi terbanyak dari masing-masing
kelompok komoditas.

Tabel 6. 1 Produksi Panen Tanaman Pangan Kabupaten Pringsewu

No Uralan e Produks1 Paneni_Padl dan Bahgn Pangan Utama (Ton)

i | |06 - o|2019 0] 522020
1 Padz 156.889 138.009 138 21| 1 12.699 130.867
2 | Jagung 30.353 40.326 34260| 44.696 45615
3 | Kedelai 181 6471 1319 1.182 193
4 | Kacang Tanah 182 66 64 14 23
5 | Kacang Hijau 21 23 273 16,53 13
6 | UbiJalar 1.296 363 829 794 323
7 | UbiKayu 16.360 3.852 23.301 14.771 15.294

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu, 2021

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil produksi panen tanaman pangan Kabupaten
Pringsewu mengaiami kenaikan dan penurunan pada setiap komoditasnya. Apabiia meiihat
secara keseluruhan, padi menjadi komoditas yang paling unggul dibandingkan bahan pangan
lainnya dengan angka produksi panen mencapai 130.867 ton pada tahun 2020. Kabupaten
Pringsewu memiliki sentra padi organik yang sebagian besar dikembangkan dengan
menggunakan pupuk kompos dan pestisida nabati sehingga memiliki cita rasa dan harga jual
yang lebih tinggi. Sentra padi organik ini telah ada di Kecamatan Pagelaran, Kecamatan
Gadingrejo, dan Kecamatan Pringsewu. Terdapat juga kelompok tani yang sudah tersertifikast
organic olech lembaga resmi Indonesian Orgamic Farming Certification (INOFICE) yaitu
Kelompok Tani Sejahtera dan Kelompok Tani Manunggal yang sudah berdiri sejak tahun 1975
(Juliantika, 2018).

Selain tanaman pangan, Kabupaten Pringsewu juga memiliki komoditas yang dapat
pada kelompok ~ tanaman

diunggulkan sayur-sayuran.
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Tabel 6. 2 Produksi Panen Sayur-Sayuran Kabupaten Pringsewu

Produksi Sayur-Sayu an di Kabupaten Prmgsewu (meta .
] 2016 42017 ) 2018 2019 L2020
Bawang Daun 021 333 6311 536 | 5325
2 | Petsai/sawi 661 3.476 682 1.575 3.341
3 | Cabe 4,630 10.120 8.743 41.907 79.924
4 | Terong 3.963 4.501 3.855 7.258 37.480
5 { Tomat 1.890 2.388 1.353 1.777 62.671
6 | Mentimun 1.623 4.097 2.667 5.465 4.691
7 | Kacang Panjang 1.736 2937 2.338 1.315 3.226
8 | Buncis 1 1 270 70 93
9 | Kangkung 527 4.031 1.899 3.817 3.287
10 | Bayam 298 3.034 1.918 2,300 2.042
Sumber: Dinas Pertanicn Xabupaten Pringsewy, 202!

b v g Aoy B by LA R

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil produksi sayur-sayuran di Kabupaten
Pringsewu dominan meningkat hingga tahun 2020 pada masing-masing komoditasnya.
Komoditas dengan produksi terbanyak adalah cabai dengan angka produkst 79.924 Kwintal
pada tahun 2020. Adapun kecamatan yang memiliki sumbangsi tertinggi dalam angka produksi
cabai pada tahun 2020 adalah Kecamatan Pardasuka dengan produksi cabai 43.275 kwintal dan
Kecamatan Adiluwih dcngan produksi cabai 33.724 kwintal.

dilihat pada tabel berikut.
Tabel 6. 3 Produksi Panen Buah-Buahan Kabupaten Pringsewu

'-7“U'r§i:§m: ". Produks: B}_Iﬂh-Bu ha di Kal?ll_paten Pnngsewu (met D
Alpukat 290

2 | Mangga 1.392 516 8.549
3 | Rambutan 123 0 244
4 | Durian 12 152 139
5 | Jambu Biji 150 24 509
6 | Sawo 358 1.200 528
7 | Pepaya 2.316 4.457 4.675 27.213 97.560
8 | Pisang 8.2751 89.004 7.127 73.024 253.956
9 | Belimbing 88 5 85 439 2.469
10 | Nangka 1.353 400 189 1.738 27.547
11 | Sirsak 237 282 155 647 8.865
iZ | Sukun 446 184 520 1.462 1.704

Sumber: Dinas Pertanicn Kabupaten Pringsewu, 2021



Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil produksi panen buah-buahan Kabupaten

Pringsewu mengalami kenaikan dan penurunan pada setiap komoditasnya. Apabila melihat

sccara keseluruhan, buah pisang menjadi komoditas yang paling unggul dibandingkan buah-
buahan lainnya dengan angka produksi mencapai 253.956 ton pada tahun 2020.
6.1.2 Scktor Industri Pengolahan

’ Twnlame Tadaseos -'nrtnr«lo-i T nlaremntan Drwnocoanin A:r‘nvvl:rnn; 1ah iﬂr‘lnni—r; Tramil Jviorn
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industri rumahan, diantaranya jenis industri makanan ringan, kerajinan tradisional, serta industri
kreatif, Adapun industri tersebut ialah sentra industri keripik pisang, keripik singkong, kain
tapis, manik-manik, kain perca, kerajinan anyaman bambu, industri batu bata, genteng, dan lain-
lain.

Dari data Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan,
pada tahun 2020 Kabupaten Pringsewu memiliki 59 industri kecil dan 207 industri rumahan
atau rumah tangga yang tersebar di seluruh kecamatan.

Tabel 6. 4 Jumlah Industri Kecil dan Industri Rumahan Kabupaten Pringsewu

. Jenis Industri Jumlah Industri tahun 2020
Kerajinan Tapis 68
Makanan 82
Kain perca 13
Batik 5
Batu bata/Genteng 8
Kopi Bubuk 27
Lainnya 63
Industri Kecil 59
Industri Rumah Tangga 207
Total Industri 266

Sumber: Diskoperindag Kabupaten Pringsewy, 2021

Industri terbanyak yang ada di Kabupaten Pringsewu adalah industri makanan dengan
jumlah 82 usaha industri (keripik pisang, keripik tempe, kue, keripik ubi, rempeyek, dan lam-
lain). Selanjutnya adalah industri kerajinan tapis dengan jumlah 68 usaha industri. Industri kain
perca Pringsewu berpusat di Kecamatan Banyumas telah mampu menembus pasar di seluruh

Sumatera dan Jawa.
6.1.3 Sexior
Sektor Perdagangan menjadi sektor dengan kontribusi terbesar ketiga terhadap PDRB
Kabupaten Pringsewu. Adapun bidang perdagangan yang dimiliki Kabupaten Pringsewu adalah
bisnis retail (perdagangan sembako, outlet, minimarket, supermarket, dept. store, retailwaralaba

: Indomaret & Alfamart) dan perdagangan hasil bumi.
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Sampai dengan tahun 2020, Kabupaten Pringsewu telah memiliki 31 pasar tradisional dan 57
toko swalayan yang tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Pringsewu.

Tabel 6. 5 Jumlah Perdagangan Kabupaten Pringsewn

- Jumlah Sarana Perdagangan takun 2020
.| Supermarket | Minimarket | Pasar Tradisional
e s e T
1 3 3
Pagelaran - 6 4
Pagelaran Utara - - 2
Pringsewu 2 21 6
Gadingrejo - 12 7
Sukoharjo . 4 2
Banyumas - 2 2
Adiluwih - 3 2
Total 3 54 31

Sumber: Diskoperindag Kabupaten Pringsewu, 2021
Kecamatan Pringsewu merupakan kecamatan yang memiliki sarana perdagangan
terbanyak dengan 2 supermarket, 21 minimarket, dan 6 pasar tradisional. Kabupaten Pringsewu
tidak hanya memiliki bidang perdagangan bisnis retail, akan tetapi juga perdagangan hasil bumi
yaitu pada distribusi sarana produksi pertanian/perikanan/peternakan
(saprotan/saprokan/sapronak termasuk pupuk, obat-obatan, pakan ikan/ternak).

£.1.4 Dukungan OPP Terhadap Potensi Ekonomi dan Sckior Unggalan

Pada era saat ini tentunya setiap wilayah termasuk Kabupaten Pringsewu dihadapkan
tantangan kemajuan ilmu pengetahuan dan globalisasi. Terlebih revolusi industri dan society
5.0 yang telah hadir karena teknologi yang semakin berkembang, penting untuk suatu wilayah
membentuk networking. Dalam hal ini untuk membawa fondasi seperti pertumbuhan ekonomi
yang telah bergeser dari ekonomi berbasis industri (industrial-based economy) menuju
pencapaian  fahapan ckonomi yang berbasis pengetahuan/inovasi  (knowledge-

PR gRry Rt |

[ APUUR J7VOUNNIGNPY SR I SO RgRpRSUp SR ¢ G O D PO RS SO T
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Sased/innovation-driven econony). Kabupateni Pringsewu
kepada sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap PDRB. Hal ini dibuktikan dari beberapa
kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dacrah Kabupaten Pringsewu, salah
satunya binaan kepada kelompok tani. Jumlah penerima bantuan juga kelompok tani yang

diberikan binaan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu terus meningkat hingga tahun 2020.
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Tabel 6. 6 Cakupan Bina Kelompok Tani

.. Bidang .. |2016) 2017) 2018 2019 | 2020
Tanaman Pangan Hortikultura | 668 | 655 671| 713| 758
Peternakan Keschatan Hewan

Perkebunan 6 10 11 10 8
Sarana Prasarana 10 7 8 5 5
Total Penerima Bantuan 6841 672 690| 728§ 766
Jumlah Kelompok Tani 8341 8661 902| 9501 966

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu, 2021
Pada tahun 2020, juga mulai dilakukan penyusunan dokumen kajian peningkatan
perckonomian Kabupaten Pringsewu sektor pertanian tahun 2020, disebutkan pada latar

ka‘ﬂlrﬂﬂﬁ bal-3ad1 La) 2 adal f‘ﬂ‘ ettt ;'\ "'\ v+, II + I ‘ﬂ : v H :
celakang penyusunan dokumen bahwa terdapat masalah perekonomian yang teridentifikasi

yaitu sektor pertanian yang merupakan kontributor pertama dalam pembentukan PDRB
Kabupaten Pringsewu, namun memiliki tren pertumbuhan yang terus menurun. Dari masalah
ini, muncul perumusan Grand Strategy Research and Development (R&D) pada penciptaan
teknologi dan inovasi pertanian. Selanjutnya discbutkan juga bahwa tingkat pengangguran
terbuka Kabupaten Pringsewu adalah tertinggi ke-4 di Provinsi Lampung, didominasi oleh
angkatan kerja dengan tingkat Pendidikan menengah. Perlu adanya peningkatan kualitas
suinbei daya inanusia dibidang perianian yang disclaraskan dengan teknologi dan inovasi
pertanian yang diciptakan. |

Pada tahun 2021, di bidang industri pengolahan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik
(BPS) melakukan penyusunan statistik Ekonomi Kreatif melalui pendataan Survei
perusahaan/usaha Industri Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Siparekraf). Dalam survey ini,
dikumpulkan berbagai data terutama pada sektor usaha pariwisata yang bergerak di 8 subsektor,
antara iain Usaha Jasa Transportasi Wisata, Usaha Jasa Perjaianan Wisata, Usaha MICE, Usaha
Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata, Usaha Pramuwisata, dan Usaha
SPA, serta 16 subsektor Ekonomi Kreatif yang terdiri dari subsektor arsitektur, desain interior,
desain komunikasi visual, desain produk, fotografi, kriya, kuliner, musik, fashion, aplikasi dan
game developer, pénerbitan, periklanan, televisi dan radio, seni pertunjukan, seni rupa serta
film, animasi, dan video. Pada sektor industri dilakukan binaan terhadap UMKM yang
diwadahi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
Kabupaten Pringsewu. Pelaku usaha bisa melakukan registrasi UMKM binaan melalui website
Diskoperindag.
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Pada umumnya, beberapa OPD di Pringsewu sudah memiliki program-program yang
mendukung keberlangsungan kegiatan ekonomi Kabupaten Pringsewu. Terdapat juga program
inovasi yang telah dibuat untuk mengoptimalkan potensi dan sektor unggul ekonomi. Namun
masih perlu adanya lembaga khusus atau program yang dapat mengintegrasi untuk mengontrol,
menjamin keefektifan dan keberlanjutan program-program tersebut. Kegiatan Inovasi Daerah
telah tersusun dalam SK Bupati Pringsewn No, R/R8/KPTS/B.01/2020 tentang Nama-Nama

Kegiatan Inovasi Daerah ke Dalam Suatu Keputusan Bupati Pringsewu.
- Tabel 6. 7 Kegiatan Inovasi Daerah Kabupaten Pringsewu

'lie;;angk;'f']-')ééfawl- ?

1 } Usaha Ekonomi Kreatif Dinas pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga  Berencana
Kabupaten Pringsewu

2 | Inovasi Pengolahan Bonggol Pisang (Bonpis) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Pringsewu

3 | Pengolahan Cabai Sortir menjadi Cabai Bubuk | Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten

Pringsewn

4 | Demapan (Pengembangan Desa Mandiri| Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Pangan) Kabupaten Pringsewu Pringsewu

5 | Diversifikasi Tanaman Pangan dalam Rangka| Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Meningkatkan  Produksi  Pangan  Lokal| Pringsewu

Kabupaten Pringsewu
¢ | Pongan Lestan: Dinas  Ketchanan Pangan  Kabupaten
Pringsewn
7 | Bela Beli Produk Pringsewu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Dringscwu
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raian Nama Kegiatan/Inovasi

Sentra IKM (Industri Kecil dan Menengah

8 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Pringkuning Semi Tulung Agung Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Pringsewn
9 | Pembinaan dan Promosi Kerajinan Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
- Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Pringsewu
10 | Pelatihan Kemasan, Perijinan dan Pemasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perdagangan dan Perindustrian Kahnnaten
Pringsewu
11 { Pelatihan Kerajinan Anyaman Dinas Koperast, Usaha Kecil dan Menengah,
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Pringsewu
12 | Pelatihan Pengblahan Kopi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
- ' Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Pringsewu
13 | Partisipasi dalam Inacraft Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Pringsewu
14 | Pelatihan Souvenir Kain Perca Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Pringsewu
15 | Agronomi Wisaia Taman Sabin Wonodadi Dinas  Kepemudaan, Olaiiraga dan
Gading Rejo Pariwisata Kabupaten Pringsewu
16 | Pembentukan dan Pembinaan POKDARWIS di | Dinas  Kepemudaan, Olahraga dan
Kabupaten Pringsewu - Pariwisata Kabupaten Pringsewu
17 | Pelatthan  Perencanaan  Wisata  Alam | Dinas  Kepemudaan, Olahraga dan
POKDARWIS Pringsewu Bersahaja Pariwisata Kabupaten Pringsewu
i3 | Pengendalian Pengawasan Perikanan Dinas Penkanan Kabupaten Pringsewu
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Uraian Nama Kegiatan/Inovasi -

Pemngk;a"f bggrahﬂnstans}_"

19 | Pelatihan dan Sosialisasi Pengolahan dan | Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu
Pemasaran Hasil Perikanan

20 | Pelatihan dan Sosialisasi Perikanan Budidaya | Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewn
dan Tangkap

21 { Pemberian Bantuan Benih Ikan Gurame dalam| Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu
Rangka Pengembangan Budidaya Tkan dan
Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu

22 | Asuransi Nelayan Berjaya Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu

23 | Peningkatan Kualitas Produksi Tembakau Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu

24 | Peremajaan Tanaman Kakao dan Lada Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu

25 | Pemberdayaan P3A Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu

26 | Monitoring Evaluasi dan Penerapan Pupuk dan | Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu
Pestisida

27 | Pencrapan Penggunakan Pupuk Organik Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu

28 | Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP) Bantuan | Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu
Premi AUTP

29 | Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat | Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu
Guna

30 | Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian | Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu
Modern Becoco Tanam

31 { Penyediaan  Sarana  Pengolahan  Lahan | Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu
mendukung Upsus
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32

Pengembangan Budidaya Peternakan

Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu

33

Pemeliharaan Kesehatan Ternak

Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu

34

Pencegahan dan Pengendalian Rabies

Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewn

Pelayanan Kesehatan Hewan

Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu

36

Pendampingan Asuransi Usaha Ternak Sapi
(AUTS)

Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu

37 | Pengembangan Temnak Kelinci Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu

38 | Sosialisasi Peningkatan Konsumsi FProtein | Dinas Pertanian Kabupaien Pringsewu
Hewami

39 { Penerapan Higiene Sanitasi pada Unit usaha | Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu

Pangan Asal Hewan

40

Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang
Penyakit Zoonosis

Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu

41 | Pembinaan dan Pengawasan Pangan Asuh Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu

42 | Pengembangan Kawasan Hortikultura {Cabai) Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu

43 | Pengembangan Kawasan Hortikultara | Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu
(Bawanag Merah)

44 | Penumbuhan Brigade Proteksi TPH Meiaiui | Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu

Kelompok




g organisasi kemasyarakatan di daerah, dilakukan dengan cara memberdayakan
organisasi kemasyarakatan dan mensinergikan dengan penguatan SIDa.

6.2.2 Kelembagaan Inovasi Daerah Kabupaten Pringsewu

Dalam Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Inovasi Daerah
terdapat bagian kKedua inengenai Kelembagaai Inovasi dacrali Bagian kedua tersebut meinuat
bahwa perangkat daerah sesuai bidangnya bertanggung jawab dalam menyelenggarakan
inisiatif inovasi dacrah, masyarakat dan perguruan tinggi menyelenggarakan inisiatif inovasi
daerah dalam rangka peningkatan produk dan proses, serta kelembagaan penelitian dan
pengembangan ditugaskan Bupati Pringsewu untuk mengkoordinasikan, memantau,
mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan inovasi - daerah, Namun, dibutuhkan juga
pengembangan kelembagaan khusus untuk menginisiatif kolaboratif inovasi. Interaksi antar
pelaku inovasi akan menumbuhkan budaya inovasi yang iebih tangguh dan inovasi yang iebih
besar manfaatnya. Adapun keberadaan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pringsewu
adalah sebagai berikut:

Tabel 6. 8 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu

o

OPD Kab

upaten Pringsewu

| Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah

Badan Kepegawaian dan Pen embangan Sumber Daya Manusia

Woed N G BRI NG e [

Py

H
1

bt )

Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kesehatan

Dinas Perhubungan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Dinas Sosial

B0 =~} N o A W N
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9 |Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

10| Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

1| Dinas Perikanan

12| Dinas Pertanian

13 { Dinas Lingkungan Hidup

14| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

15| Dinas Perpustakaan dan Arsip

16| Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

17 Dinas Ketahanan Pangan

18 pinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1 i Bagian Hukum

2 {Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pada salah satu sektor unggulan yaitu sektor pertanian terdapat kelembagaan berupa
beberapa kelompdk masyarakat yang tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Pringsewu.
Grafik berikut menjelaskan bahwa terdapat lembaga masyarakat berupa Kelompok Tani,
Gabungan Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani dengan jumlah kelembagaan terbanyak
berada di Kecamatan Gading Rejo.
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Keberadaan kelembagaan kelompok masyarakat ini dapat mendukung kemajuan sektor
pertanian dan menginisiasi inovasi pada sektor pertanian. Sebaiknya kelembagaan kelompok
masyarakat bukan hanya terbatas pada sektor pertanian, tetapi juga penting untuk masyarakat
terlibat dalam seﬁép sector ekonomi lainnya, seperti pariwisata dan industri UMKM. Bahkan selain
“sector ekonomi, sehaiknya masyarakat juga menuninkkan keterlibatannya dalam sector pendidikan,
kesehatan, pemberdayaan, social, lingkungan dan lain-lain. Keberadaan kelembagaan masyarakat
dalam setiap sector akan lebih menginisiasi masyarakat dan pemerintah daerah untuk
mencanangkan inovasi-inovasi dan melaksanakannya untuk dampak yang lebih baik.

6.2.3 Budaya Inovasi di Kabupaten Pringsewu
Meskipun telah ada Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Inovasi
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pelaksanaannya di Pringsewn karena belum ada penunjukkan terhadap lembaga yang terkait
dengan penugasan tersebut. Selama ini di Kabupaten Pringsewu, pemberian insentif kepada
pelaku inovasi banyak berupa kemudahan administrasi. Kampaye inovasi juga dapat menjadi
salah satu cara menguatkan budaya inovasi, namun belum digalakan dengan baik. Penguatan
budaya inovasi dapat dilakukan salah satunya dengan memberikan insentif pada pelaku inovasi

baik berupa apresiasi, kemudahan-kemudahan lainnya dan bahkan pemberian hadiah yang

besar

Beberapa Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pringsewu telah melakukan
inovasi dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan urusan pemerintahan lainnya
tapi belum optimal. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar OPD belum mempunyai bagian
kelembagaan yang khusus bertugas menginisiasi inovasi daerah, baik berupa inisiatif,
perencanaan sampai pelaksanaan inovasi daerah. Menumbuhkan dan mengembangkan
kelembagaan masyarakat pada setiap sektor, baik itu pertanian, pariwisata, UMKM,

pendidikan, kesehatan dll juga akan meningkatkan budaya inovasi pada sektor tersebut untuk

T -

produktivitas sektor tersebut. Lembaga BUMDes di Kabupaten Pringsewu mencotohkan hal

tersebut dengan program One Village One Product, meskipun perlu dioptimalisasi.
Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam

penyelenggaraan pelayanan public. terdapat enam bidang pelayanan dasar yang wajib memuliki
SPM yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat, bidang sosial bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang

perumahan rakvat, Pada dasamya

encana pencapaian SPM sebagian besar telah tergambar

dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
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Dalam bidang pendidikan misalnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Pringsewu sebagai pengampu SPM bidang pendidikan dasar telah memasukkan rencana
pencapaian SPM bidang pendidikan Kabupaten Pringsewu dalam Renja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan yang dilaksanakan dalam bentuk Program dan Kegiatan. Adapun sebaiknya
program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu juga memuat

mgﬂgenai penyel_ngg razn inisiatif inovagi perencanaan inovasi hmcmn nplnl(cnnaa“;mm
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6.2.4 Pelayanan Berbasis Teknologi di Kabupaten Pringsewn

Seluruh organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pringsewu telah menerapkan e-
government untuk mewujudkan sistem informasi dan komunikasi yang mudah diakses oleh
masyarakat (seperti OSS, Sicantik, Sibe). Namun, belum seluruhnya kegiatan tata kelola
pemerintahan, pelayanan publik, dan urusan pemerintahan lainnya di setiap organisasi
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cepat. Selain perlu penumbuhan kelembagaan non formal masyarakat yang bergerak pada
sektor tertentu, juga diperlukan pemanfaatan TIK pada pengelolaan lembaga tersebut untuk
meningkatkan produktivitas sektor tersebut,

Kabupaten Pringsewu telah menerapkan sistem informasi digital tingkat desa yang
memberikan informasi internal desa tersebut yang meliputi Profil desa, Pemerintahan desa,
Kelembagaan berupa kelompok masyarakat, Data Statistik, Dana Desa dan APBDes, Produk
Hukum berupa SK dan Layanan Pengaduan. Pemerintah daerah juga telah menginisiasi sysiem
data dan informasi yang menyeluruh kepada seluruh aparat pemerintahan kabupaten serta warga
yang ada di kabupaten tersebut. Berikut merupakan program sistem data dan informasi yang
telah dilaksanakan dan masih dikembangkan pemerintah:

a. Persentase pekon telah mampu mengoperasikan e-government yaitu 41,98 persen dan

ditargetkan mencapai 95,42 persen pada tahun akhir RPIMD

b. Persentase pekon yang telah tertib pengelolaan keuangan melalui IT yaitu 80.25 persen

dan ditargetkan mencapai 95 persen pada tahun akhir RPIMD

c. Persentase SKPD yang aktif updating terhadap websitenya sebesar 50 persen

d. Persentase rutinitas Rapemda dalam menyiarkan programnya yaitu 65 persen dan

ditargetkan mencapai 85 persen pada tahun akhir RBIMD

e. Persentase ketersediaan peta digital dan analog tata ruang yaitu 30,50 persen dan

ditargetkan mencapai 60 persen pada tahun akhir RPJMD
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f  Prosentase aparatur pengelola website SKPD yang mendapat pelatiban yaitu 45,50

persen dan ditargetkan mencapai 80,50 persen pada tahun akhir RPIMD

Pada umumnya, beberapa OPD di Pringsewu sudah memiliki program-program yang

mendukung keberlangsungan kegiatan Kelembagaan Kabupaten Pringsewu. Terdapat juga

program inovasi yang telah dibuat untuk mengoptimalkan potensi dan sektor unggul ekonomi.

Namun masih perlu adanya lembaga khusus atau program yang dapat mengintegrasi untuk

mengontrol, menjamin keefektifan dan keberlanjutan program-program tersebut. Kegiatan
Inovasi Daerah telah tersusun dalam SK. Bupati Pringsewu No. B/88/KPTS/B.01/2020 tentang

Nama-Nama Kegiatan Inovasi Daerah ke Dalam Suatu Keputusan Bupati Pringsewu.

Tabel 6. 9 Kegiatan Inovasi Daerah Kabupaten Pringsewu

No.} ~Uraian Nama Kegiatanﬂnovasi'??’_ - Perangkat Daerah Instansi =
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
. . Periindungan Anak, Pengendaiian Penduduk
Usaha Ekonomi Kreatif dan Keluarga Berencana Kabupaten
1 Pringsewu
Demapan (Pengembangan Desa Mandiri Pangan) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten

2 jKabupaten Pringsewu Pringsewu
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (Nbm) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten

3 |Kabupaten Pringsewu tahun 2019 dan tahuan 2020 | Pringsewu

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
4 Pangan Lestari Pringsewu
. . Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

5 Peningkatan Unit Usaha Bumdes Kabupaten Pringsewu
Peningkaiun Pelayanan Pubiik dan Taia Kelola Dinas Pertverdayaan Masyardkai dun Pekon

6 |Pemerintahan Kabupaten Pringsewu
Peningkatan Keberdyaan Kelembagaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

7 |Kemasyarakatan Desa Kabupaten Pringsewn

8 |Pengendalian Pengawasan Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu
Pemberian Rantuan Renih kan Gurame dalam _
rangka pengembangan budidaya ikan dan tangkap | Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu

9 |Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewn

10 | Pemberdayaan P3A Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu
Penumbuhan Brigade Proteksi TPh melalui Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu

11 { Kelompok
Peningkatan pengelolaan pos penyuluhan desa . . :

12 | (Posluhdes) Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewn
Penyusunan Produk Hukum Daerah Berupa . . t
Peraturan Dearh Berdasarkan Peraturan Mentert lgzim:l;;ikum Sekretariat Dacrali Rabupaten

13 | Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 &

Pembentukan kelompok keluargs sadar hukum dan [ Bagian Hukum Sekretariat Daersh Kabupaten

14 | pembentukan pekon/kelurahan sadar hukum Pringsewn
p Sop-Ap B . . | Bagian Hukum Organisasi Sekretariat Daerah

15 | * enyusunan Sop-Ap Bersenyum manis Kabupaten Pringsewu
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No.| =27 2 Uraian Nama Kegiatan/Inovasi = - Perangkat Daerah Instansi

Kelembagaan vang Terintegrasi

—
&
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Baglan Hukum Organisasi Sekretariat Daerah

Sosialisasi Pengedaan Barang dan jasa Tingkat
Pekon (Bagian Adminitrasi Pembangunan Setdakab

Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat

17 | Pringsewn) Daerah Kabupaten Pringsewu

18 | Musrenbang Kecamatan Gadingrejo : Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu
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20 | Musrenbang Tingkat Kecamatan Sukharjo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu

21 { Musrenbang Kecamatan Pardasuka Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu
Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan .

22 | Banvumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu

23 { Musrenbang Tingkat Kecamatan Adiluwih Kecamatan Adiluwil Kabupaten Pringsewu

Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten

94 |Musrenbang Tingkat Kecamatan Pagelaran Utara Pringsewu

Unit pemberantarasan Pungli (UPP) Kabupaten

25 | Pringsewn Inspektorat Kabupaten Pringsewu

Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah

26 | Musrenbang Kabupaien Fringsewu

Kabupaten Pringsewu
Sumber: Keputusan Bupati Kab. Pringsewu, 2020
6.3 Jaringan SIDa
A1 Danlionei Mannian Indilratnr Fravecoi AMMansmwnt annann Dancomhbanaan Tanaolra
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Menengah Daerah Kabupaten Pringsewu

Dalam pengembangan dan perencanaan, pada setiap akhir dari tahap perencanaan tentu
akan dilakukan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan berupa penilaian keberhasilan program yang
dilakukan oleh pemerintah pada tahun sebelumnya. Melalui beberapa penilaian RPJMD
terdapat beberapa indicator yang berkaitan dengan Sistem Inovasi Daerah, terutama kondisi
secara umum dari SDM di Kabupaten Pringsewu. Berikut data ketercapaian indicator RPIMD
Kabupaten Pringsewu 2020:

Indikator SD\I ha!mpaten Prmosewu '

Angka Harapan Lama Sekofah Ansei:a Rata-Rata Lama Sekolah (RI.S)
n Angka Sebelum: E Capmn

Sumber: RKPD Kabupaten Pringsewu, 2020
Gambar 6. 2 Grafik Indikator SDM Kabupaten Pringsewu
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Pada data diatas menunjukkan bahwa terhadap ketidak capaian dalam mencapai
indicator harapan lama sekolah dan rata — rata lama sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa ada
ketidak tercapaian indicator yang berkaitan dengan SDM Kabupaten Pringsewu.

6.3.2 Jaringan Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Pringsewu
J aringan Sistem Inovasi Daerah merupakan hal interaksi antar kelembagaan atau

oroanisasi di dalam Sistem Inovasi Daerah  Interaksi vang dimaksud adalah upava mtnk

mensmergikan kemampuan yang dimiliki masing — masing lembaga dalam suatu rantai
kegiatan. Hal ini menjadi penting untuk mensinergikan sistem inovasi daerah, mulai dari proses
penangkapan isu sampai proses realisasi isu. Hal ini digambarkan dari penilaian indicator

program penelitian dan pengembangan daerah yang ditindaklanjuti (gambar 2.3) .

—

ProgramPenehnan dan’ Pengembangan o f
Daerah

Anglm SeSe.Iuni . Cagéiani

Bt Program Penelitian dan Pengembangan Daerah ;

Sumber: RKPD Kabupaten Pringsewu, 2020
Gambar 6. 3 Grafik Indikator Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Grafik diatas menunjukkan bahwa indicator program penelitian dan pengembangan
daerah yang ditindak lanjuti. Terkait hal ini, menunjukkan bahwa terdapat ketidak berlanjutan
dari proses penelitian dan pengembangan yang tidak ditindak lanjuti oleh pihak lainnya. Dalam
konteks ini adalah bagaimana pihak pemerintah daerah telah melakukan upaya — upaya untuk
bersinergi dengan institusi luar (akademisi, LSM, dli). Di mana upaya upaya jaringan sistem

mvrnes Anaval St snmdrsn baveaes e el ot Alalees 1 mssmsvsnslrnnt smtamaif nntne
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Lembaga yang mendukung Sistem Inovasi Daerah. Selanjutnya adalah bagaimana upaya untuk
memobilisasi sumber daya manusia dalam melakukan penataan jaringan Sistem Inovasi Daerah.
Komponen terakhir adalah optimalisasi pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, Informasi,
Sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi. Menjadi penting untuk mengetahui tugas
pokok dan fungsi dari dinas yang memiliki peran dalam melakukan fungsi jaringan sistem
inovasi daerah di Kabupaten Pringsewu. Melalui subbab jaringan Sistem Inovasi Daerah di

mauupalcu ruugbcwu umampndu inampu lllClleldbhdll uagd.mmila xoidisi dain pcluculg, daiain

pengembangan jaringan Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Pringsewu.



6.3.3. Prioritas Program Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu
2020
Dalam pengembangan dan mewujudkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Pringsewu 2020, tentunya terdapat beberapa prioritas program. Selain itu juga telah ditentukan
OPD yang mengampn dari kegiatan dan prioritas program. Pada prioritas program juga tentunya
terdapat beberapa program yang sejalan dengan pengembangan sistem inovasi daerah di
Kabupaten Pringsewu. Berikut beberapa program prioritas yang berkaitan dengan
pengembangan sistem inovast daerah di Kabupaten Pringsewu:
1. Peningkatan Infrastruktur Publik dan Permukiman. Dalam pengembangan program

tentunya akan mengarahkan pada beberapa OPD yang akan mengampu dalam menjalankan

prioritas dan sasaran daerah. OPD yang akan mengampu ada prioritas program ini adalah

Dinas Pekeriaan imnum dan Penataan Ruang,

2. Pengembangan SDM yang cerdas, schat, religious dan berbudaya. Dalam pengembangan
program tentunya akan mengarahkan pada beberapa OPD yang akan mengampu dalam
menjalankan prioritas dan sasaran daerah. OPD yang akan mengampu ada prioritas program
ini adalah Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan Daerah.

3. Peningkatan dan Pemerataan Perekonomian Guna Mendorong Daya Saing Daerah dan

Pengentasan Kemiskinan. Dalam pengembangan program tentunya akan mengarahkan pada

Iw‘hpr;mn OPD vano akan me ngamniut dalam menialankan prigﬂtas dan gaea
x -
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an daerah. OPD
yang akan mengampu ada prioritas program ini adalah Dinas PMPTSP, Diskoperindag,
Sekretaris Daerah, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pembedayaan
Masyarakat Pedesaan, Dinas Sosial, Disnakertrans, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan

Dinas Ketahanan Pangan.

4. Lingkungan Hidup yang berkelanjutan dan Mitigasi Bencana. Dalam pengembangan
program tentunya akan mengarahkan pada beberapa OPD yang akan mengampu dalam
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adalah Dinas Lingkungan Hidup.
5. Tata Kelola Pemerintahan dan Ketentraman. Dalam pengembangan program tentunya akan

pI"O"’l tas progiai i iii

mengarahkan pada beberapa OPD yang akan mengampu dalam menjalankan prioritas dan
sasaran daerah. OPD yang akan mengampu ada prioritas program ini adalah BAPPEDA,
Diskominfo, Dinas Perpustakaan Daerah, BKPSDM, Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD,
BPKAD, Inspektorat, Kesbangpol, Satpol PP, Disdukcapil didukung oleh seluruh OPD.
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Melalui berbagai penjelasan dari definisi jaringan serta keterkaitan dengan berbagai OPD,
berikut kondisi jaringan sistem inovasi daerah di Kabupaten Pringsewu:
a. Komunikasi intensif
Dalam komunikasi intensif, terdapat beberapa komponen yang menjadi bagian dari
pembentukan komunikasi intensif. Komponen tersebut berupa adanya penyelenggaraan
kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya dan kegiatan sejenisnya. Selain itu juga
menjalin Kerjasama kelitbangan antar Lembaga / organisasi Sistem Inovasi Daerah dan

Forum Komunikasi penehhan dan pengembangan daerah. Berikut bentuk kegiatan yang

unava komunikasi intensif terkait Sistem Ingvasi

D a—— —te . Sairian

1) Beberapa bentuk komunikasi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten
Pringsewu adalah menjalin bentuk kerja sama dengan ITERA, UNILA termasuk
beberapa perguruan tinggi setempat terkait penelitian, publikasi ilmiah,
pendampingan penyusunan RPJMD, atau aktivitas sosial masayrakat seperti
dengan UIN terkait penexjemahan Al Quran.

LA
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UMPri, STIT, dll) yaitu BAPPEDA, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Kesbangpol, BPPPAKB, Dinas kominfo, Dinas pemuda dan
olahraga, berdiskusi dengan akademisi dan peneliti untuk mendapatkan masukan

erm ‘-.-u‘.-...4 L o - 2i3 125 L ed il b A —y WS il .

dan informasi terkait pembangunan sectoral terkait serta isu-isu strategis yang

berkembang,
3) Institusi diluar Pemerintah Daerah rutin untuk diundang dalam kegiatan sosialisasi
vrogram Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewn. Selain sosialisasi Pemda

Kabupaten Pringsewu memberikan pembinaan karakter maupun izin bagi kegiatan
yang akan dilakukan di Kabupaten Pringsewu. Bentuk lain yang dilakukan
Pemda Kabupaten Pringsewu adalah memberikan bantuan kepada institusi, salah satunya
alat olahraga kepada STIT.

Bentuk interaksi ini bersifat dua arah baik dari pihak Pemerintah Kabupaten
Pringsewu maupun dari pihak institusi fuar. Dalam konteks interaksi institusi biasanya
akan berkoordinasi terkait kegiatan mahasiswa yang melibatkan Dinas PMD, Dinas
Kesehatan, BPPPAKB maupun dinas lainnya.
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b. Mobilisasi Sumber Daya Manusia

Mobilisasi Sumber Daya Manusia merupakan salah satu komponen dalam
penataan jaringan Sistem Inovasi Daerah terdiri dari beberapa komponen yaitu
Kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk
penguatan sistem inovasi daerah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,
Kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk
penguatan Sistem Inovasi Daerah, Kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi,
keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDa antar kabupaten/kota dalam
satu provinsi dan Kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber
daya manusia untuk penguatan SIDa antara Lembaga pemerintahan dan Lembaga non

pemerintahan. Berikut beberapa bentuk mobilisasi Sumber Daya Manusia pada

Pemerintah Daerah Kabun rinosewn:

Y=Y 935 . ‘.;-A D

1) Pengembangan Jumal yang merupakan salah satu program dari kelitbangan
BAPPEDA Pemerintah 'Kabupaten Pringsewu. Pengembangan jurnal dilakukan
berupa pengelolaan website dan sebagai edifor dari pthak STMIK Pringsewu, UAP,
UMPri, STIT, dll. Selain itu merupakan kegiatan pembinaan penelitian dan
publikasi (Kejurnalan). Institusi akademis yang sering dilibatkan adalah STMIK
Pringsewu, UAP, UMPri, STIT, dll.

Selain jurnal mrm terdanat kegiat

~J
Lo

vasi Teknologi tepat guna, dalam
melaksanakan kegiatan juga melibatkan akademisi seperti STMIK, UAP, UMPri
serta juga dari POLINELA dilibatkan sebagai juri lomba maupun narasumber
sosialisasi jurnal atau workshop terkait inovasi.

3) Kegiatan lain adalah kegiatan P2KTD (Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis
Desa) yang berkaitan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dimana
kegiatan ini melibatkan STMIK Pringsewu.

¢. Oplimalisasi pendayagunuun HKI, informasi, sarana  prasaraga g
pengetahuan dan teknologi
Upaya untuk pemanfaatan HK1, Informasi SIDa dan sarana prasarana SIDa dan
teknologi merupakan komponen pendukung dalam membangun sistem inovasi dacrah
di Kabupaten Pringsewu. Secara umum penjelasan dari pemanfaatan HKI, Informasi
SIDa, sarana prasarana SIDa dan teknologi dapat diindikasikan dari beberapa indicator

capaian kinerja Pemerintah Pringsewu. Berikut indicator terkait informasi terhadap

sistem inovasi daerah di Kabupaten Pringsew:

102



* Indikator Informasi terkait Sisten Inovasi Daerah di Iubupaten
Pnnwsewu 020 (%)
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Sumber: RKPD Kabupaten Pringsewn, 2020
Gambar 6. 4 Grafik Indikator Informasi terkait Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten
Pringsewu 2020 (%)

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa dalam pengembangan sistem
informaci, pemerintah Kabupaten Pringewn telah melakukan beberana program dan
menjadlkan indicator terkait sistem informasi sebagai suatu target capaian. Berdasarkan
grafik diatas menunjukkan bahwa terjadi penurunan pada ketiga point yaitu persentase
peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan, program pengembangan
teknologi komunikasi dan informasi dan persentase pekon yang telah mampu
mengoperasikan e-government, Indikator yang hanya tercapai adalah program informasi
Kesehatan yang nilainya tetap. Hal ini mengindikasikan terjadi menurunnya upaya

pemerintah untuk mengembangkan sistem informasi dan tidak tercapai.

Persentnse Pemasnnoan \\ 1ﬁ Pada Area Publxk ( )

-'Anghs'csdm' 7 Copaim

Sumber: RKPDKabzwaten Pnngseuu 2020

Gambar 6. 5 Grafik Indikator Sarana Prasarana terkait Sistem Inovasi Daerah di
Kabupaten Pringsewn 2020 (%)

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bagaimana upaya untuk memenust
sarana prasarana dalam mendukung Sistem inovasi Daerah juga telah dilakukan
Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Dimana Pemerintah menentukan indicator

ketercapaian melalui program pemasaﬁgan WIFI pada area publik.
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Melalui perhitungan indicator diatas menunjukkan bahwa terjadi penurunan
terhadap target capaian terhadap pemasangan Wifi diarea public. Keberadaan Wifi dapat
menjadi bentuk upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat mengkases informasi
secara cepat dan efisien. Diharapkan melalui peningkatan program pemasangan Wifi di

arca public dapat meningkatkan keterbukaan informasi, sehingga dapat menstimulasi

6.3.4 Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pringsewu

Keberadaan kegiatan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pringsewu menjadi
penting untuk di analisis. Hal ini akan menjadi indikasi terhadap aktivitas dan sektor yang
menjadi ketertarikan terhadap Kabupaten Pringsewu untuk dikaji. Dalam proses identifikasi
penelitian di Kabupaten Pringsewu dilakukan melalui publikasi penelitian yang terakreditasi.

Dfncnc “Pﬂf\ﬂ"ﬂﬂ 'l "\l‘l’ﬂl“ 1“1 I""ﬁ‘f"'l’ Ty tﬂ]'l 3 ﬂ“]“lfﬂ(‘
A AW !J\'llm.lull WA/ AAERRALL AL L S FAVIT NN ST YN :.u L“l

— 2021. Berdasarkan hasil tabulasi, terpilth 159 jurnal yang terpublikasi dan terekam pada
aplikast Publish or Perish 7. Berikut beberapa data penelitian yang telah diakumulasi sejak
tahun 2016 -2021:

h!nvh N Dru-u'la 7 eaial- "')"I‘I!ﬂ ')n‘lﬁ

1
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" Jumlah Penelitian di Pringsewu setiap tabunnya 7 7

2016 ol 08 2019 %30 2001

Sumber: Hasil Survei, 2021
Gambar 6. 6 Jumlah Penelitian di Kabupaten Pringsewu 2016 - 2021

Pada grafik diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan tertinggi pada tahun 2019
sebanyak 44 penelitian. Namun terjadi penurunan pada tahun 2020 dan tahun 2021 (bulan
oktober). Hal int menunjukkan bahwa Kabupaten Pringsewu memiliki peiuang untuk drjadikan
obyek dan menj adi wadah aktivitas penelitian, Diharapkan dengan semakin meningkatnya
penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pringsewu dapat memberikan inputan pada pemerintah,
industri maupun stakeholder lain, sehingga menghasilkan inovasi—inovasi pada berbagai sektor
di Kabupaten Pringsewu. Selain jumlah, pengklasifikasian data juga disesuaikan dengan topik
penelitian yang terpublikasi di Kabupaten Pringsewu:
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~ Jumlah Penehnan Berdasarkan To;nL Umum Penelman (2016 "0’1}

Sumber: Hasil Survei, 2021

Gambar 6. 7 Jumlah Penelitian berdasarkan Topik Umum Penelitian di Kabupaten
Pringsewu 2016 - 2021

Pada graﬁk diatas menunjukkan kategori penelitian yang dilakukan sejak 2016 ~ 2021

di Ka ]"\Jﬂﬂfﬂﬂ pﬂngqpum Grafik diatas menpninkkan bahw:

Kab fik diatas menunjukkan bahwa penelitian paling banyal

pada kategori Keschatan, Pendidikan, Pertanian, Kebijakan dan Ekonomi. Hal ini menunjukkan
bahwa input dalam upaya pengembangan inovasi pada kategori Kesehatan, Pendidikan,
Pertanian, Kebijakaﬁ dan Ekonomi dapat berkembang lebih cepat. Selain itu kategor tersebut
perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk ditindak lanjuti untuk

menyelesaikan permasalahan didaerah. Selain itu, perlu adanya wadah untuk mempublikasi

harhanai nanelitian di Kabunatan 'Dr| acaum  cahinarn danat mancfimmnlac
UUAU b lJU.I.l.UthLlul “‘U“ - ll‘buv L) “’ Uv‘l“‘aa ‘.‘ ard At bk a4

Daerah di Kabupaten Pringsewu. Selain kategori penelitian, menjadi penting untuk mengetahui
siapa para penulis publikasi:

' Jumlah Penulis Berdasarkan lnstimsl di l\zbupaten
Prinvsewu 2016 - 2021

Dalam Kabuparen Prmgsm Dshm Provinsi Lzmpur.! Lint Pro\‘:n;nl;lamptmg
(Nasionaly

Sumber: Hasil Survei, 2021

Gambar 6. 8 Jumlah Penelitian berdasarkan Topik Umum Penelitian di Kabupaten
Pringsewn 2016 - 2021
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Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa persebaran peneliti berdasarkan asal
institusinya. Pada grafik tersebut, klasifikasi institusi dibagi menjadi 3 hal yaitu klasifikasi
dalam Kabupaten Pringsewu, Dalam Provinsi Lampung dan Luas Provinsi Lampung

(Nasional). Berdasarkan data institusi penulis yang tersebar menunjukkan bahwa institusi
paling tinggi berada dari dalam Provinsi Lampnng dengan 79 publikasi. Selanintnva adalah
publikasi dari institusi penulis dari dalam Kabupaten Pringsewu dengan 71 publikasi. Sumber
publikasi paling sedikit adalah institusi bersumber dari luar Provinsi Lampung skala nasional
dengan jumlah publikasi sebanyak 9 publikasi.

Berdasarkan persebaran institusi, lalu didetailkan pada identitas institusinya.
Selanjutnyei adalah proses pendetailan informasi institusi untuk mengetahui peluang

stakeholder Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk menjalin kerjasama dalam menghasilkan

n inchitine van

o
fe 8 840 L K

-

k.

vaci nemhanavnan daerah Rerilut neresha elalulr-an nihlikac nenelitian
W0VaAsI P ang ah, Benkut nersehar e pub heneliian

di Kabupaten Pringsewu.
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Gambar 6. 9 Grafik Jum!ah Penelitian Berdasarkan Institusi yang Melakukan
Publikasi Penelitian Di Kabupaten Pringsewu 2016 - 2021

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan persebaran institusi yang melakukan publikasi
penelitian di Kabupaten Pringsewu. Beberapa institusi paling tinggi adalah Univesitas Lampung
dengan jumlah pub]ikasi sebanyak 32, selanjutnya adalah STMIK Pringsewu sebanyak 31
publikasi dan STIKES Muhammadiyah Pringsewu sebanyak 15 publikasii Hal ini
mengindikasikan bahwa kedua institusi ini memiliki potensi untuk melakukan keberlanjutan
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penelitian di Kabupaten Pringéewu. Hal ini menjadi peluang bagi Pemerintah Kabupaten
Pringsewu untuk menjalin Kerjasama dalam rangka membangun jaringan Sistem Inovasi
Daerah Kabupaten Pringsewu. Berdasarkan dari data penelitian di Kabupaten Pringsewu,
menunjukkan terdapat beberapa potensi dan peluang sebagai berikut:

« Pemerintah Kabupaten Pringsewn dapat melakukan penialinan Kerjasama dengan
beberapa kampus yang memiliki kontribusi besar penelitian di Kabupaten Pringsewu.

= Selain itu beberapa sektor penelitian berupa sektor Keschatan, Pendidikan dan
Pertanian memiliki peluang untuk menghasilkan berbagai inovasi. Hal ini dikarenakan
tingginya publikasi dan penelitian yang banyak dilakukan di Kabupaten Pringsewu.

- Banyaknya jumlah kegiatan penelitian dan publikasi dapat menjadi peluang bagi
Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk menampung penelitian tersebut. Namun

............... 1l tersebut perln diakomodir dan diwadahi oleh pemerintzh

Kabupaten Pringsewu dengan beberapa kegiatan yaitu Lokakarya dan ruang diskusi

dalam pengembangan Kabupaten Pringsewu.

6.3.5 Program Inovasi OPD di Kabupaten Pringsewu

Beberapa hél yang telah dilakukan dalam mewujudkan program inovasi adalah dengan
mentabulasi data inovasi. Data inovasi ini terkumpul dan telah ditetapkan melalui Keputusan
Bupati Kabupaten Pringsewu nomor; B/88/KPTS/B.01/2020 tentang nama — nama kegiatan
inovasi. Nalam penielasan program inovasi vang disampaikan akan diklasifikasikan pada 3 hal
yaitu pelayanan, program intemal dan program eksternal dari OPD. Berikut inovast yang
diusulkan OPD di Kabupaten Pringsewu:

Pada umumnya, beberapa OPD di Pringsewu sudah memiliki program-program yang
mendukung keberlangsungan kegiatan jaringan SIDa di Kabupaten Pringsewu. Terdapat juga
program inovasi yang telah dibuat untuk mengoptimalkan potensi dan sektor unggul ekonomi.
Namun masih perlu adanya lembaga khusus atau program yang dapat mengintegrasi untuk

menvontrol. meniamin keberls tar
————e—epw At Wiy SSawll)Eresesss amm e o ——— —— e St R

Inovasi Daerah telah tersusun dalam SK Bupati Pringsewu No. B/88/KPTS/B.01/2020 tentang

Nama-Nama Kegiatan Inovasi Daerah ke Dalam Suatu Keputusan Bupati Pringsewu.

efektifan dan keberlanjutan program-program tersebut, Kegiatan
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Tabel 6. 10 Kegiatan Inovasi Daerah Kabupaten Pringsewu

No.|- - %22 Uraian Nama Kegiatan/Inovasi - : Perangkat Daerah Instansi -
Pemngkatan kerjasama antara wﬂayah pelaku dan antara |Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrast
1 gsehior dalan rangka pengemnbangan kawasan ansinigrasi | Kabupaien Pringsewu

Sewuati (Sarana Efektif Wadahi Urusan Adminitrast
Kependudukan yang Tertib dan Inovatif) di Kabupaten
Pringsewu

Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Pringsewu

™ ey 1 . h X A0r] - b ~ M3 ™ 1 * I . 4
FeMngraidil AeLETSCUIddll 14511ES Feldydildil iviasydlidKadl

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

3 Pekon Kabupaten Pringsewu
Implementasi SIMPKB dalam Blue Smart Card Dinas Perhubungan Kabupaten
4 Pringsewu
: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Pembinaan dan Promosi Kerajinan Daerah Menengah, Perdagangan dan
5 Perindustrian
Penyusunan atau penyempumaan regulasi di Bidang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
v . Perizinan Terpadu Satu Pintu
Perizinan dan Non Perizinan :
6 Kabupaten Pringsewu
e I . Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
S?f?ﬂsim dan Publikasi Pelayanan Perizinan dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
7 e Kabupaten Pringsewu
8 {Kaji Terap Teknologi Budidaya Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu
. . Bagian Hukum Sekretariat Daerah
9 Pendokumentasian Produk Hukum Secara Elektronik Kabupaten Pringsewn
. . . Bagian Hukum Organisasi Sekretariat
{0 | Pelayanan Publik Secara Online Bersenyum Manis Dacrah Kabupaten Pringsewn
e . Bagian Hukum Organisasi Sekretariat
11 Sakip Pringsewn Bersahaja Daerah Kabupaten Pringsewu
o . . Bagian Administrasi Pembangunan
Ekspc_:s?fPub.hkam Data Hasil Pembangunan (Bagian Sekretariat Dacrah Kabupaten
12 Administrasi Pembangunan Pringsewn
Pengelolaan dan Informasi Hasil Pembangunan Dacerah Bagian A strasi Pembangunan
. .. . Sekretariat Daerah Kabupaten
13 | Tepra (Kabgian Administrasi Pembangunan) Pringsewu
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Aplikasi Menitoring PBJ Online Kabupaten Pringsewu Sekretariat Daerah Kabupaten
14 Pringscwu
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Aplikasi LPSE Pringsewu Bersahaja Sekretariat Daerah Kabupaten
15 Pringsewu
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Aplikasi Sikap Pringsewu Bersahaja Sekretariat Daerah Kabupaten
16 Pringsewu

17

Integritas (Informatif, Komunikatif, Aspiratif) Majalah
Triwulan Inspektorat Kabupaten Pringsewu

Inspektorat Kabupaten Pringsewu

Implementasi Aplikasi Offline Manajemen Resiko dalam
Mewujudkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

W el v Primorcoun lawal 2
A\.uuupu.u.vu LA AV J

Inspektorat Kabupaten Pringsewu

Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan pemerintah
Daerah

Inspektorat Kabupaten Pringsewu

Sumber: Pemerintah Daerah Kab. Pringsewu, 2021
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6.4 Sumber Daya SIDa

6.4.1 Sumber Daya Kependudukan
1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan Data Kabupaten Pringsewu dari tahun 2016 hingga 2020
diperoleh data hasil jumlah penduduk per-kecamatan selama 5-tahun terakhir
sebagai berikut.

BTabun BTabug- @ Tabun  MTabun S Tahva:

Sumber: Badan Pusat Statistik Pringsewu, 2021

Gambar 6. 10 Jumlah Penduduk di Kabupaten Pringsewu Tahun 2016-2020

Pada diagram diatas diketahui jumlah penduduk dari tiap kecamatan di Kabupaten
Pringsewu selama 5 tahun terakhir, tingkatan jumlah penduduk masing- masing
kecamatan terlihat bervariatif. Ada yang pertumbuhan penduduknya konstan selama

5 tahun terakhir seperti Kecamatan Pardasuka, Pagelaran Utara, Banyumas, dan
Adiluwih, lalu ada yang mengalami peningkatan seperti Ambarawa, Pagelaran,
Gadingrejo dan Sukoharjo, namun ada juga vang cenderung menurun yaitu Kecamnatan
Pringsewu. Dapat dilihat bahwa Kecamatan Pringsewu total memiliki jumlah
penduduk tertinggi selama 5 tahun terakhir, hal tersebut dikarenakan Kecamatan
Pringsewu merupakan pusat dari Kabupaten Pringsewu dimana hal tersebut menjadi
salah satu daya tarik untuk tinggal di wilayah tersebut. Dalam hal ini jumlah penduduk
memiliki kaitan terhadap relevansi peran fnasyara.kat dalam inendukung kesiapan
Kabupaten Pringsewu mengembagnkan inovasi dagrah, dimana jumiah penduduk yang
semakin banyak bherbanding lurus dengan usia produktif yang lebih mendominasi
dibandingkan dengan usia non- produktifnya, hal ini dapat mengidentifikasi bahwa hasil
yang didapat éangat baik dalam segi junﬂah sumber daya manusia untuk mengembangkan

movasi daerah.

110



Jumlah penduduk yang melimpah juga jika diimbangi dengan kualitas sumber daya
manusia yang mumpuni maka akan meningkatkan hasil produksi inovasi daerah. Karena
di suatu kawasan pengembangan sistem inovasi daerah dibutuhkan sumber daya manusia
yang memiliki potensi karena sumber daya manusia merupakan pelaku utama dalam

keberlangsungan penciptaan inovasi.
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Gambar 6. 11 Piramida Penduduk di Kabupaten Pringsewu Tahun 2020
Piramida penduduk untuk Kabupaten Pringsewu memiliki model piramida
penduduk muda (Expansive) dimana angka kelahiran lebih tinggi dibandingkan
angka kematian yang menghasilkan usia produktif menjadi tinggi. Usia produktif di
Kabupaten Pringsewu, terbilang cukup banyak dibanding usia non-produktif.
Jumlah penduduk produktif sebanyak ialah 277.212 jiwa sementara jumlah
penduduk non-produktif sebanyak 128.254 jiwa vang terdiri dari balita, remaia usia
dibawah 15 tahun, dan para lansia. Terlihat bahwa di kabupaten pringsewu pada saat
ini memiliki jumlah penduduk dengan usia produktif yang dua kali lebih banyak
daripada penduduk dengan usia non-produktif. Hal ini menunjukan bahwa dengan
usia produktif yang lebih tinggi dapat menghasilkan sumber daya manusia yang

efisien dan inovasi yang lebih banyak dalam pengembangan sistem inovasi daerah.
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2. Indeks pembangunan manusia

Indeks pembangunan Manusia adalah angka yang digunakan untuk
mengukur kemajuan pembangunan sumberdaya manusia di suatu wilayah. Unsur
pembentuk IPM terdiri dari tiga bidang yaitu kesehatan, pendidikan dan
perekonomian. Indikator dari bidang kesehatan yaitu usia harapan hidup. Indikator
daii bidaing pendidikan yaitu aingka melek hwuf dan rata-rata lama sekolah.
Sementara dari bidang perekonomian indikator yang dipergunakan yaitu rata-rata

pengeluaran perkapita.
| Terdapat empat status capaian IPM dalam suatu daerah yaitu, kurang dari 50
berarti IPM rendah, 50 — 66 berarti [IPM menengah bawah, 66 — 80 berarti IPM
menengah atas, dan di atas 80 berarti IPM tinggi. IPM Kabupaten Pringsewu selalu
mengalami peningkatan. Bahkan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan IPM
Provinsi Lampung. Adapun perbandingan antara IPM Kabupaten Pringsewu dengan

tiap kabupaten di Provinsi Lampung sebagai berikut:

Tabel 6. 11 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Lampung, 2016-2020

 Kabupate/Kota [ 2016 | 3017 [ 2018 | 2015 [ 2020
~Lampung Barat | 65,45 | 66,06 | 66,74 | 67,50 | 67,80
Tanggamus 64,41 | 64,94 ] 65,67 | 66,37 | 66,42
Lampung Selatan 66,19 66,95 | 67,68 68,221 6836
Lampung Timur 67,881 68,051 69,04 | 69,34 69,37
Lampung Tengah 68,33] 6895| 69.73 | 70,04 | 70,16
Lampung Utara 65,95| 66,58 | 67,17 | 67,63 | 67,67

Way Kanan 65,74 | 65,97 | 66,63 | 67,19 | 67,44
Tulang Bawang 66,74 | 67,07] 67,70 | 68,23 | 68,52
Pesawaran 63,47| 64,43 | 64,97 | 65,75 | 65,79
Pringsewu 68,261 68,61 | 69,42 69,97 ¢ 70,30
Mesuji 60,72 | 61.87 | 62.88 | 63,52 | 63.63
Tulang Bawang Barat | 63,77 | 64,58 | 65,30 | 65,93 | 65,97
Pesisir Barat 61,501 62,20 | 62,96 | 63,79 | 63,91

Kota Bandar Lampung | 75,34 | 75,98 | 76,63 | 77,33 | 77,44

<1

-
H

~1

3

-y
11,1

9,6

Rotu Melro 0,
Provinsi Lampung | 67,65] 68,25} 69,02 | 69,57
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu, 2021

o
-
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Dari tingkat capaian IPM Kabupaten Pringsewn masuk dalam kategori
menengah atas karena berada di antara 66,00—80,00. Posisi IPM Kabupaten
Pringsewu selama 5 tahun terakhir berada di posisi ke empat setelah Kota Metro,
Kota Bandar Lampung, dan Lampung Tengah, namun tahun 2020 posisi IPM

Kahunaten Pringsewn naik ke peringkat tiga melampani Lampung Tengah

L e T o et ST

Jumlah Fasilitas Pendidikan
Jika suatu bangsa menginginkan kemajuan di bidang pendidikan, maka harus
ada upaya untuk mengembangkan potensi dan bakat dari peserta didik. Untuk

- mengembangkan potensi dan bakat peserta didik, dilakukan melalui proses

pembelajaran. Dengan proses pembelajaran yang baik dan berkualitas, peserta didik
akan mendapatkan pengetahuan, keterampilan serta bekal untuk menghadapi

bprharrm kemaiuan dan tantangan zaman Salah eatu indikator I(Pm,_ nan bld_ang

-airly B i Sava ALSAS

pendldlkan di suatu daerah dapat dilihat dari sebaran jumlah fasilitas di seluruh
penjuru wilayah tersebut, semakin banyak maka dapat dikatakan perkembangan
bidang pendidikan di wilayah tersebut dalam keadaan baik. Dengan pendidikan yang
berkuaiitas, akan dihasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan mempunyai
keterampilan yang dibutuhkan pada Zamannya. Salah satu fungsi dunia pendidikan
yaitu menghasilkan output (keluaran) dalam jumlah besar, terampil dan disiplin serta

mempunyai kompetensi vang dibutuhkan untuk inovasi yang berguna bagi bangs

dan negara. Berikut paparan mengenai jumlah pendidik di Kabupaten Pringsewu.

TK ialah Jenjang pendidikan anak usia dini (usia 6 tahun atau di bawahnya)
dalam bentuk pendidikan formal. Kurikulum TK ditekankan pada pemberian
rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani
dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih

viz selama

Ianiut. Rerikut merupakan data jumlah fasilitas TK di Kabupaten Pringsev

4 tahun terakhir.
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Tabel 6. 12 Jumlah Fasilitas Pendidikan Kanak-Kanak (TK) Menurut kecamatan di
kabupaten Pringsewu, 2017-2020

Kecamatan TK
s 72019 | 201972020 | 202072021
o e 5 Caivien, .m:;,.,;_é,sm“-..-_ an | GG iR
Ambarawa 8 20 20 8
Pagelaran 11 28 27 10
Pagelaran Utara 3 12 14 5
Pringsewu 22 49 50 24
Gadingrejo 25 50 51 25
Sukoharjo 18 27 27 20
Banyumas 4 23 21 6
Adiluwih 14 24 24 16
Kabupaten Pringsewn/ 111 258 259 120

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu, 2021

Dapat terlihat pada awal tahun 2017 Kabupaten Pringsewu memiliki 111
fasilitas TK yang tersebar di seluruh kecamatan, dan terus meningkat hingga
mencapai 259 TK pada tahun 2019 Namun pada tahun 2020, jumlah fasilitas im
mengalami penurunan yang cukup signifikan akan tetapi tetap mencakup seluruh
kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu. Ini menunjukan bahwa masyarakat di
Kabupaten Pringsewu masih memperhatikan pentingnya pendidikan bagi anak usia
dini, dilihat dari fasilitas ini yang tersebar di seluruh kecamatan.

b. SD

Pendidikan sangat penting untuk perkembangan ke depan bagi bangsa
Indonesia. Terutama pendidikan dasar, karena pada jenjang pendidikan dasar peserta
didik akan dibentuk karakter untuk menjadi seperti apa di masa mendatang.
Pendidikan dasar memberikan dasar-dasar untuk mengikuti pendidikan pada jenjang
pendidikan berikutnya. Keberhasilan mengikuti pendidikan di sekolah menengah
dan perguruan tinggi banyak dipengaruhi oleh keberhasilan dalam mengikuti
pendidikan dasar. Berikut merupakan data jumlah fasilitas SD di Kabupaten

Pringsewu selama 5 tahun terakhir,
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Tabel 6. 13 Jumlah Fasilitas Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Menurut kecamatan di
kabupaten Pringsewu, 2016-2020

Ll -2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 |.2019/2020 | 2020/2021
Pardasuk;,uz.b.&.g,h., _.-“59 TSN [ 2‘9 i .2;9,,«_,,« -;;»;2;;‘-1;;&2-"3“-.:3-..]“ PRSI 29 S
Ambarawa 24 24 24 24 21
Pagelaran 31 31 31 31 31
Pagelaran Utara 10 10 10 10 10
Pringsewu 40 40 41 42 40
Gadingrejo 56 56 56 56 53
Sukoharjo 32 32 32 32 32
Banyumas i9 19 19 19 19
Adiluwih 2% 29 29 29 29
Kabupaten Pringsewu/ 270 270 271 272 264

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu, 2021

Dapat terlihat pada awal tahun 2016 Kabupaten Pringsewu memiliki 270
fasilitas SD yang tersebar di seluruh kecamatan, dan terus meningkat hingga
mencapai 272 SD pada tahun 2019 Namun pada tahun 2020, jumlah fasilitas ini
mengalami penurunan yaitu dengan jumlah akhir sebesar 264 SD. Selama 5 tahun
terakhir jumlah fasilitas SD di Kabupaten Pringsewu tetap tersebar seluruh
kecamatan. Ini inenunjukan bahwa masyarakat di Kabupaten Pringsewu sangat
memperhatikan pentingnya pendidikan dasar untuk anak-anak agar siap untuk
mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan berikutnya.

c. SMP

SMP ‘(Sckolah Menengah Pertama) merupakan pendidikan formal pada
jenjang pendidikan dasar yang melanjutkan dari pendidikan sekolah dasar.
Pendidikan dan pembelajaran di tingkat SMP memberikan penekanan peletakan
pondasi dalam menyiapkan generasi agar menjadi manusia yang mampu
menghadapi perkembangan zaman yang sangat pesat terkait ide-ide dan inovasi.
Berikut merupakan data jumlah fasilitas SMP di Kabupaten Pringsewu selama 5

tahun terakhir.
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Tabel 6. 14 Jumlah Fasilitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut

Kecamatan di Kabupaten Pringsewu, 2016-2021

Ambarawa 6 6 6 6 6
Pagelaran 10 10 10 10 9
Pagelaran Utara 1 1 i 1 2
Pringsewu 11 11 11 12 13
Gadingrejo 10 10 10 10 10
Sukoharjo 5 5
Banyumas 4 4 4 4 4
Adiluwih 3 3 3 3 3
Kabupaten Pringsewu/ 55 55 55 56 57

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewy, 2021

Dapat terlihat pada awal tahun 2016 Kabupaten Pringsewﬁ memiliki 55
fasilitas SMP yang tersebar di seluruh kecamatan. Dari tahun 2017 hingga tahun
2018 jumlah fasilitas SMP tidak mengalami peningkatan dan pada tahun 2019
bertambah menjadi 56 lalu pada tahun 2020 bertambah lagi menjadi 57 fasilitas.
Selama 5 tahun terakhir jumlah tasihtas SMP di Kabupaten Pringsewu tetap tersebar
seluruh kecamatan. Ini menunjukan bahwa masyarakat di Kabupaten Pringsewu
sangat memperhatikan pentingnya melanjutkan pendidikan dasar untuk anak-anak

agar siap untuk mengikuti pendidikan pada jeniang pendidikan berikutnya.

d. SMA, SMK dan Perguruan Tinggi

Sekolah Menengah Atas merupakan tingkatan terakhir dari pendidikan
dasar di Indonesia. Pendidikan di SMA bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan
peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan untuk
mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu, teknologi dan kesenian
dan juga untuk meningkatan kemampuan peserta didik sebagai anggota masyarakat
dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan
alam se'kitarnya. Berikut merupakan data jumlah fasilitas SMA di Kabupaten

Pringsewu selama 5 tahun terakhir.
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Tabel 6. 15 Jumlah Fasilitas Pendidikan Sekolah Menengah Akhir (SMA) Menurut
- Kecamatan di Kabupaten Pringsewu, 2016-2021

Ambarawa

Pagelaran

Pagelaran Utara

Pringsewn
Gadingrejo
Sukoharjo
Banyumas

i ol ] wl o] o]
i 2| ] &) of w] | <E
| w] &) o wl o

o
-t
[y
-
[y

LY b B

Aulluwioi

Kabupaten Pringseww/ 23 22 22
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringseww, 2021

4
ok

21

Dapat terlihat pada awal tahun 2016 Kabupaten Pringsewu memiliki 23
fasilitas SMA, tetapi tidak tersebar di seluruh kecamatan dimana pada kecamatan
Pagelaran Utara tidak tercatat sama sekali adanya fasilitas pendidikan sekolah
menengah atas dalam 5 tahun terakhir. Dari tahun 2017 hingga tahun 2020 jumlah
fasiiitas SMA di Kabupaten Pringsewu justru semakin menurun. Ini menunjukan
bahwa terdapat kecenderungan masyarakat untuk tidak melanjutkan melanjutkan
pendidikan di sekolah menengah atas. Walaupun dengan tingkat IPM yang cukup
tinggi ketibang kabupaten lain di Provinsi Lampung, ternyata masih ada fenomena
seperti ini di Kabupaten Pringsewu. Diharapkan pendidikan dasar untuk anak-anak
bisa membuat generasi kedepan siap untuk mengikuti perkembangan zaman serta
pendidikan padz jenjang pendidikan berikutnya.

Selain itu Kabupaten Pringsewu memiliki sekolah kejuruan dan Perguruan
tinggi yang diharapkan dapat meningkatkan inovasi sesuai potensinya. Terdapat 3
SMK Negeri dan 31 SMK Swasta serta 5 Perguruan Tinggi di Kecamatan Pringsewu
dan 2 Perguruan Tinggi di Kecamatan Gading Reio, sehagai berikut :

a) STIMIK Pringsewu
b) STIT Pringsewu
¢) UAP (Universitas Aisyah Pringsewu)
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d) AMIK DCC (Dian Cipta Cendikia) Pringsewu
¢) UMPRI(Universitas Muhammadiyah Pringsewu)
f) STIKES Muhammadiyah Pringsewu

4. Angka Melek Huruf

r

Vit 1 manmlinan Aom miannlic tarnarmin Anr ranl-a salals By
13 LD k10D WAL

A ulll: B’.emal‘np‘lmn AWl A ILAAACE WRELLE :neuuus en.-euulu el ol l\a llle
yang dalam hal ini didefinisikan sebagai persentase penduduk 15 tahun ke atas yang
dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. Berikut merupakan data
angka melek huruf dari tahun 2015- 2019
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Gambar 6. 12 Grafik Angka Melek Huruf Kabupaten Pringsewu Tahun 2015-2019

Dari data ini dapat terlihat bahwa tiap tahun angka melek huruf di kabupaten
pringsewu terus meningkat dimana pada akhir tahun 2019 tercatat sebesar Y7.85%
penduduk dapat membaca dan menulis.

Rata-Rata Lama Sekolah
Rata-rata lama Sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan
penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal

yang pernah dijalan.
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Gambar 6. 13 Grafik Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pringsewu
dengan Provinsi Tahun 2010-2016

Perbandingan rata-rata lama sekolah Kabupaten Pringsewu dengan
Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung, dapat dilihat pada tabel di bawah 1ni;

Tabel 6. 16 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pringsewn Dengan
Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2011-2016

2 | Tanggamus 6.63
3 | Lampung Selatan 6.55 | 6.72 { 6.89 | 7.01
4 | Lampung Timur 687 | 7.01 { 7.15 | 7.16
5 | Lampung Tengah 692 {703 | 7.04 | 7.06
6 | Lampung Utara 741 | 742 | 742 | 7.69
7 | Way Kanan 64 {641 | 6.68 {676
8 j Tulang Bawang 658 {671 | 684 | 7.1
9 | Pesawaraii 6.75 1 677 1 699 {721 [ 723 (7.24
10 | Pringsewn 7,39 | 745 | 7.51 | 7.53 | 7.83 | 7.34
11 | Mesuji 562 | 5.63 | 565 |58 |612 |6.13
12 | Tulang Bawang Barat | 6.35 | 642 | 6.48 | 6.81 | 6.82 | 6.83
13 { Pesisir Barat --- - 735 {736 | 747 | 748
14 | Kota Bandar Lampung | 9.95 { 10.2 | 10.8 | 10.9 | 10.87 | 10.9
15 ! Kota Metro 974 1975 | 105 1 10.5 1 10.55 | 10.6
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Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2017

6. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah merupakan lamanya sekolah yang diharapkan
dapat dirasakan oleht anak pada umur fericniu dimasa yang akan datang. Angka harapan
lama sekolah dihitung untuk penduduk usia 7 tahun keatas. Adapun perbandingan angka
harapan lama sckolah Kabupaten Pringsewu dengan kabupaten/kota di Provinsi

Lampung, dapat diketahui dari tabel berikut:

Tabel 6. 17 Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pringsewu

Dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2011-2016

No| ' KabupatewKota | T T, O
e | 2013 |. 2014 | 2015 | 2016
1| Lompung Barat ETEIN N V217
2 Tanggamus 11291 11.49( 11.92| 11.93
3 Lampung Selatan 1065} 10.98) 11.65| 11.63
4 Lampung Timur 12.26 | 123871 124 | 1241
5 Lampung Tengah 11.89| 12.16] 12.2 | 12.21
6 Lampung Utara 12.04 | 12381 1241 | 12,42
7 Way Kanan 11.85| 11.96] 11.98 | 12.31
8 Tulang Bawang, 10.76 § 11.11] 11.15] 11.55
2 Pesawaran 11.05§ 11,16 11.28 ] 1144 1208 1225
10 Pringsewu 11.83 | 11.98] 12.27 | 12.47 | 12.75 | 12.76
11 Mesuji 1006 | 10,15 10.25] 1034 | 10.78 | 11.2
12 } Tulang Bawang Barat | 10.521 10.81 ) 11.01| 11.29| 11.49] 11.97
13 Pesisir Barat - — | 10,62} 11,12} 11.53| 11.85
14 | KotaBandar Lampung | 12.6 | 13.05}) 13.22 | 1331 13.35 13.67
15 Kota Metro 13,08 1347 13.85] 14.25} 14.26 } 14.27
LAMPUNG 11.04 | 11.37| 11.9 | 12.24 | 1225 | 12.35

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2017
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Berdasarkan data tersebut maka posisi angka harapan lama sekolah Kabupaten

Pringsewu berada diatas rata-rata Provinsi Lampung, Dibandingkan dengan

Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung, angka harapan lama sekolah Kabupaten
Pringsewu menduduki peringkat tiga setelah Kota Metro dan Kota Bandar Lampung,
sekaligus menjadi peringkat pertama kategori kabupaten di Provinst Lampung.

Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator melihat partisipasi
masyarakat dalam bidang pendidikan yang bersekolah pada masing-masing kelompok
usia sekolah dibagi dengan jumlah penduduk di masing-masing kelompok usia sekolah
yang bersangkutan. Pada pendidikan dasar sembilan tahun dapat dibagi 2 (dua)
kelompok usia yaitu usia 7-12 tahun pada jenjang SD/MI dan kelompok usia 13-15
tahun pada jenjang SMP/MTs dan pendidikan meneogaht SMA/MA/SMEK keloinpok
usia 16-18 tahun. Adapun data perkembangan Angka Partisipasi Kasar bidang
Pendidikan di Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

22019

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pringsewy, 2020

Gambar 6. 14 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Pringsewa Tahun 2014-2020

Dari data ini terlihat kecenderungan penduduk pada usia sekolah yang ikut
berpartisipas pada bidang pendidikan. Pada jenjang pendidikan SD tingkat partisipasi
ini cenderung meningkat setiap tahunnya, yang menunjukan minat untuk bersekolah

terus meningkat, untuk jenjang SMP tingkat partisipasi kasar cenderung fluktuatif.
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Pada pendidikan SMA persentasenya terus menurun selama 6 tahun terakhir
yang menunjukan berkurangnya minat masyarakat untuk menyelesaikan tahapan
pendidikan dasarnya. Hal int juga terlihat dari ketimpangan partisipasi minat pendidikan

dimana semakin tinggi tingkatannya terlihat semakin menurun angka partisipasinya.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator untuk bisa melihat
tingkat partisipasi sekolah terhadap jumlah penduduk yang masih sekolah pada masing-
masing kelompok usia sekolah dibagi jumlah penduduk di kelompok usia sekolah
bersangkutan,
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Sumber: Satistk Kesejahteraan Rekyat Kabupaten Pringsews, 2020
Gambar 6. 15 Angka Partisipasi Sekolah Kab. Pringsewnu Tahun 2014-2020
Dari data ini terlihat kecenderungan penduduk pada usia sekolah yang ikut
berpartisipasi pada bidang pendidikan. Baik pada pendidikan SD, SMP, maupun SMA
tingkat partisipasi i1 terus meningkat setiap tahunnya, yang menunjukan mtnat untuk
bersekolah terus meningkat. Akan tetapi dari data ini juga terlihat bahwa ada
ketimpangan partisipasi minat pendidikan dimana semakin tinggi tingkatannya terlihat
semakin menurun angka partisipasinya. Hal ini menunjukan bahwa masih ada

masyarakat kurang berminat untuk menyelesaikan tahapan pendidikan dasarnya.
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9. Angka Partisipasi Murni
Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia
sekolah pada tingkat pendidikan tertentu. APM pada pendidikan dasar 9 tahun yaitu
jumlah murid SD/MI usia 7-12 tahun dan untuk APM pada jenjang pendidikan

AL TR

jenjang pendidikan SMA/MA/SMK adalah jumlah murid usia 16-18 tahun. Adapun
APM di Kabupaten Pringsewu disajikan dalam gambar berikut:

SMP/MTs adalah jumlah murid SMP/MTs usia 13-15 tahun, Sedangkan APM pada
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Sumber: Setstk Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pringsews, 2020
Gambar 6. 16 Angka Partisipasi Sekolah Kab. Pringsewu Tahun 2014-2020

Dari data ini terlihat kecenderungan penduduk pada usia sekolah yang ikut
berpartisipasi pada bidang pendidikan dasar 9 tahun. Baik pada pendidikan SD, SMP,
maupun SMA tingkét partisipasi ini terus meningkat setiap tahunnya, yang menunjukan
minat untuk bersekolah terus meningkat, Akan tetapi dari data ini juga terlihat bahwa
ada ketimpéngan partisipasi minat pendidikan dimana semakin tinggi tingkatannya
terlihat sem_akin menurun angka partisipasinya. Hal ini menunjukan bahwa masih ada
masyarakat kurang berminat untuk menyelesaikan tahapan pendidikan dasar & tahun
yang telah diatur oleh undang-undang.

10. Rasio Ketei'sediaan Sekolah

Rasio ketersedian sekolah adalah jumiah sekolah tingkat péndidikan per 10.000
penduduk usia sekolah
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Gambar 6. 17 Rasio Ketersediaan Sekolah di Kabupaten Pringsewu Tahun 2010-2016

11.

Dari data ini terlihat bagaimana kecukupan jumlah sekolah di Kabupaten
Pringsewn. Baik pada pendidikan SD, SMP, atau SMA tidak ada yang mencukupi
kebutuhan fasilitas sekolah di Kabupaten Pringsewu. Untuk SD persentasenya selaiu
bertambah setiap tahunnya walaupun tidak signifikan, begitupun SMP dan SMA. Untuk
SMP dan SMA bahkan tidak bisa mencapai 50% untuk kebutuhan fasilitas sekolah
selama 7 tahun waktu berjalan. Ini menunjukan masih banyak masyarakat di Kabupaten
Pringsewu yang terkendala untuk menyelesaikan kebutuhan pendidikan dasarnya,

karena kekurangan fasilitas belajar mengajar.

Angka Putus Sekolah (APS) SD/SMP/SMA

Angka putus sekolah mencerminkan jumlah anak usia sekolah yang sudah tidak
bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Penyebab
uiama anak putus sekoiah antara lain karena kondisi ekonomi, kesadaran pentingnya
pendidikan, dan keadaan geografis yang kurang menguntungkan. Perhitungan angka
putus sekolah adalah Persentase jumlah siswa jenjang pendidikan tertentu yang putus
sekolah terhadap jumlah seluruh siswa tahun sebelumnya pada jenjang pendidikan
tertentu.
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Gambar6.18 Angka: Putus Sekolah di Kabupaten Pringsewu Tahun 2010-2016

. : . . :
Data ini | menunjukan persentase murid yang tidak menyelesaikan

pendidikannya dan tiap jenjang. Ini merupakan hasil yang baik dimana teriihat selama
7 tahun waktu bérjalan, persentase ini terus menurun setiap tahunnya. Ditambah
perschtase ini terg%;long sangat kecil yang bisa diartikan hampir 100% siswa tidak
menghentikan mas:a bersekolahnya. Hal ini menunjukan semangat juang yang tinggi
baik dari orang tuaf maupun anak mereka, untuk bisa mengeijar pendidikan untuk taraf
hidup yang lebih baik.
a. Angka Kelul;usan SD/SMP/SMA
Angka kelulusan sekolah merupakan indikator yang menggambarkan
keberhasilan dalam pengelolaan pendidikan di suatu daerah. Angka kelulusan
yang semakixil tinggi, mencerminkan semakin berhasilnya sistem pengelolaan
pendidikan y?ang dilaksanakan. Perhitungan angka kelulusan adalah merupakan
Persentase jﬁmlah siswa lulusan jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah

|
siswa tingkat tertinggi tahun sebelumnya pada jenjang pendidikan tersebut.
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Gambar 6. 19 Grafik Angka Kelulusan Sekolah di Kabupaten Pringsewu Tahun

20102016

Data ini menunjukan persentase kelulusan murid dari tiap jenjang. Ini
juga merupakan hasil yang cukup baik dimana terlihat selama 7 tahun waktu
berjalan, persentase kelulusan selalu diatas 99% dan terbilang konstan tanpa ada
penurunan yang signifikan. Ditambah persentase ini tergolong sangat besar yang
hisa diartikan hampir 100% siswa tidak menghentikan masa bersekolahnya. Hal
ini menunjukan semangat juang yang tinggi baik dari orang tua maupun anak

mereka, untuk bisa mengejar pendidikan untuk taraf hidup yang lebih baik

12. Angka Melanjutkan Sekolah
Angka melanjutkan sekolah menggambarkan jumlah anak usia sekolah yang
meneruskan pendidikannya ke jenjang pendidikan berikutnya. Makin tinggi angka
melanjutkan sekolah, maka semakin baik kinerja dalam bidang pendidikan.
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Gambar 6. 20 Grafik Angka Melanjutkan Sekolah di Kabupaten Pringsewu Tahun

16.

2010-2016

Data ini menunjukan persentase murid yang melanjutkan pendidikannya dari
tiap jenjang. Ini juga merupakan hasil yang cukup baik dimana terlihat selama 7 tahun
waktu berjalan, persentase terbilang konstan tanpa ada penurunan yang signifikan.
Ditambah persentase ini tergolong sangat besar yang bisa diartikan Hampir 100% siswa
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scmangat juang yang tmggz baik dari orang tua maupun anak mereka, untuk bisa
mengejar pendidikan untuk taraf hidup yang lebih baik. Akan tetapi juga terlihat
penurunan yﬁng cukup drastis pada tahun 2016 dimana minat untuk melanjutkan sekolah
dari pendidikan SMA hanya sebesar 62%. Diharapkan fenomena ini tldak berlangsung
lama, dikarenakan untuk menghadapi zaman yang sckarang tiap manusia harus dibekali

kemampuan berpikir yang tinggi untuk bisa terus mengikuti perkembangan zaman.

Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-1V
Guru yang memenuhi kualifikasi S1 atau D-IV merupakan indikator yang

mencerminkan kelayakan - guru dalam mengajar.
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17.

2010, 2011 2012, 2013 2014 2015 2016,

CESDAI ESMPATs HSMAMASME:

Sumber: Dinas Pendican den Kebudapaan Pringsews, 017
Gambar 6. 21 Grafik Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
di Pringsewu Tahun 2010-2016

Dari data ini terlihat secara umum bagaimana kualitas guru yang mengajar di
Kabupaten Pringsewu. Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 teniang Guru
dan Dosen, scorang guru sekolah setidaknya harus menyelesaikan pendidikan S1 atau
minimal D4 untuk bisa mengajar di sekolah. Dari data ini menunjukan bahwa kondisi
belajar mengajar di Kabupaten Pringsewu tidak sesuai dengan Undang-Undang. Baik
dari SD hingga SMA, tidak ada yang mencapai nilai 100% untuk guru yang sudah
menyelesaikan pendidikan S1 atau D4.

Kualitas Guru Bersertifikasi Mengajar
Sertifikasi mendidik merupakan bukti formal atau pengakuan yang diberkan

pada guru sebagai tenaga profesional.
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Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pringsewsy, 2017

Gambar 6. 22 Guru Bersertifikat Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2010-2016

18.

Sama halnya dengan data guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di atas.
Data ini menampilkan persentase guru yang telah bersertifikat. Terlihat secara jelas baik
dari SD hingga SMA, tidak ada yang mencapai nilai 100% untuk guru yang memiliki
sertifikasi mengajar. Hal tersebut menunjukan bahwa masih ada guru yang mengajar

tanpa memiliki sertifikat mengajar.

Permasalahan Sosial
Berdasarkan RPIMD 2017-2022, berikut merupakan konflik sosial yang terjad:

di Kabupaten Pringsewu yang berkaitan dengan pengembangan Sumber Daya Manusia

di Kabupaten Pringsewu: |

a. Program Pemerintah Pusat berupa Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat
dan Kartu Indonesia Sejahtera, masih belum saling bersinergi dalam menangani
kemiskinan. (RPJMD 2017-2022 Kab. Pringsewu)

b. Masih rendahnya infrastruktur jaringan komunikasi dan informatika baik di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu maupun area publik.

¢. Masih kurangnya SDM di bidang komunikasi dan informasi yang disebabkan oleh
kesenjangan antara kemajuan IPTEK yang sangat cepat dengan penguasaan

teknologi oleh aparatur bidang komunikasi dan informasi.
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d. Permasalahan komunikasi dan Informasi menyangkut ketersediaan website dan
jatingan internet bagi seluruh unit kerja di lingkungan PD di Kabupaten Pringsewu,
yang sampai saat ini belum optimal.

e. Belum optimalnya pengelolaan sistem diseminasi informasi dalam pendistribusian
informasi daerah untuk mempublikasikan berbagai potensi daeral
membutuhkan sentuhan para investor

£ Masih rendahnya aplikasi IPTEK dalam sistem produksi UMKM schingga kurang
mendukung daya saing dan kualitas produksi.

g Kurangnya minat baca masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya budaya
membaca masyarakat. Saat ini keberadaan perpustakaan masih didominasi miliki

sekolah atau Perguruan Tinggi. Sedangkan perpustakaan yang dikelola pekon masih

ceanaat kecil
sangat kecil,

6.4.2 Sumber Daya Aparatur Sipil Negara Kabupaten Pringsewu
1. Bimbingan Teknis dan Pelatihan Sumber Daya Manusia
Dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara di
Kabupaten Pringsewu, pemerintah daerah tersebut seringkali mengikuti atau
mengadakan bimbingan teknis, pelatihan, workshop dan lokakarya di Kabupaten
Pringsewn serta baik di Luar Kahupaten Pringsewn maupun di Luar Provinsi Lampung.
Adapun macam-macam jenis pelatihan vang dilakukan yaitu sebagai berikut:
a. Kursus-kursus singkat/pelatihan/Bimtek GCIO
b. Kursus-kursus singkat/pelatihan/Bimtek/Workshop/Lokakarya dan sejenisnya
Keluar Wilayah Provinsi Lampung
. Kursus-kursus singkat/pelatihan Diklat Struktural dan Fungsional
d. Bimbingan Teknis/Pelatihan/Pendidikan Formal dan Non Formal

- e. Pelatihan SDM dalam bidang sesuai dengan OPD masing-masing

Untuk pelatihan GCIO merupakan pelatihan khusus yang didapat oleh Dinas
Komunikasi dan Informatika. GCIQ adalah scbuah jabatan strategis yang memadukan

teknologi dan sistem informasi dengan aspek-aspek manajemen lainnya agar dapat

memberikan dukurigan maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.
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CIO adalah eksekutif yang bertanggung jawab atas perencanaan, penyelarasan,

penyiapan, implementasi, dan evaluasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di

dalam suatu organisasi. Mengingat pentingnya jabatan tersebut, dukungan kompetensi

yang sesuai dengan tugas dan fungsinya sangat dipertukan.

Dari berbagai bentuk bimbingan teknis dan pelatihan tersebut diharapkan dapat
meningkatkan kualitas sumber daya aparatur sipii negara uniuk inovasi dacrah di

Kabupaten Pringsewu khususnya pada bidang teknologi dan informasi.

2. Profil Pejabat Organisasi Perangkat Daerah

Dalam tiap Organisasi Perangkat Daerah terdapat jabatan struktural yang
memiliki tanggung jawab di bidangnya masing-masing. Adapun struktur jabatan secara
berurut dari yang tinggi yaitu Kepala Dinas atau Badan, Kepala Bidang dan Kepala Sub

Bagian, Bidang atau Seksi.

Tabel 6. 18 Profil Pejabat Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu

Tahun 2021

Badan Kepegawaian dan
Penoembanoan Sumber
1gembangan sumber

Daya Manusia

Magister
Kepala BKPSDM : i 1 tahun 2 bulan
Manajemen
Sekretaris BKPSDM Magister Teknik 8 bulan
Kepala Sub Bagian Umum
P et Sarjana Ekonomi 8 bulan
dan Kepegawaian
Kepala Sub Bagian Magister 1 tahun 11
Perencanaan dan Kenangan Manajemen bulan
Kepala Bidang Pengadaan, .
. . Magister
Pembinaan dan Informasi i 10 bulan
Manajemen
ASN
Kepala Sub Bidang
Pengadaan dan Fasilitasi Sarjana Teknik 10 bulan
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Kepala Sub Bidang
. L Magister
Pembinaan, Disiplin dan i 10 bulan
Manajemen
Penghargaan ASN
Kepala Sub Bidang Data, (Tidek Ada
Dokumentasi dan Informasi -
Pejabat)
ASN
Kepala Bidang Mutasi,
Promosi dan Pengembangan Magister Sains I tahun 2 bulan
Kompetensi
Kepala Sub Bidang Mutasi ) ) 2 tahun 10
o i Sarjana Ekonomi o
dan Kepangkatan bulan
Kepala Sub Bidang Diklat .
. . Magister 2 tahun 10
Teknis Per Jenjangan dan ]
. ] Manajemen bulan
Tckais Funagsional
Kepala Sub Bidang Promosi,
Pengembangan Karir dan Sarjana Tekmk I tahun I bulan
Kompetensi
Magister 1 tahun 10
Kepala DISKOMINFO .
Manajemen bulan
Sekretaris DISKOMINFO | Sarjana Pendidikan 6 bulan
Dinas Komunikasi dan
. Sarjana Sains
dan Kepegawaian bulan
Kepala Sub Bagian
P ! Sarjana Komputer 5 bulan
Perencanaan dan Keuangan
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N1 ULAMA
| MENasBaT
Kepala Bidang Tata Kelola
SPBE, Persandian dan Sarjana Ekonomi 5 bulan
Keamanan Informasi
Kepala Seksi Komunikasi Sarjana llmu T
Publik Pemerintahan o
Kepala Seksi Pengelolaan
Infrastruktur dan Sumber Sarjana Komputer 10 bulan
Daya SPBE
Kepala Seksi Aplikasi )
. Sarjana Hukum 5 bulan
Informatika
Kepala Bidang Informasi
Komunikasi Publik dan Sarjana Sosial 6 bulan
Statistik Sektoral
Kepala Seksi Informasi )
Sarjana Komputer 10 bulan
Publik
Kepala Seksi Statistik Magister
i 10 bulan
Sektoral Manajemen
Kepala Seksi Persandian dan Magister
10 bulan
Keamanan Informasi Manajemen
Magister 1 tahun 10
Kepala DISDIKBUD .
Manajemen bulan
Dinas Pendidikan dan S — Magister S
Sckielans DISUIRDUD . 0 bulan
Kebudayaan Pendidikan
Kepala Sub Bagian Umum
P & ] Sarjana Ekonomi § 3 tahun 9 bulan
dan Kepegawaian
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Kepala Sub Bagian Magister lmu 4 tammn 10
Keuangan Pemerintahan bulan
Kepala Sub Bagian Magister 1tahun 11
Perencanaan Manajemen bulan
Kepala Bidang Pendidikan . .
Sarjana Pendidikan ] 2 tahun 8 bulan
Dasar
Kepala Seksi Peinbinaan Saijana Pendidikan 2 bulan
Kepala Scksi Pembinaan Magister 2 tahun 10
SMP Pendidikan bulan
Kepala Seksi Sarana Magister
2 bulan
Prasarana Pendidikan Dasar Pendidikan
Kepala Bidang Pendidikan ) o 1tahun i1
Sarjana Pendidikan
Anak Usia Dini dan Dikmas bulan
Kepala Seksi Pembinaan ) s
Sarjana Pendidikan 2 bulan
PAUD
Kepala Seksi Pembinaan ) o
) Sarjana Pendidikan 2 bulan
Dikmas
. . 4 tahun 10
Kepala Seksi Kesetaraan Sarjana Pendidikan
bulan
Kepata Bidang Gurn dan
cpata BICHne Sarjana Pendidikan | 6 bulan
Tenaga Kependidikan
Kepala Seksi Guru dan
e o Magister 4 tahun 10
Tenaga Kependidikan i
Manajemen bulan
PAUD-Dikmas
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“NAMA JABATAN

Kepala Seksi Gurudan | Sarjana Pendidikan
Tenaga Kependidikan SD SD

Kepala Seksi Guru dan

o Sarjana Pendidikan | 2 tahun 9 bulan
Tenaga Kependidikan SMP

Kepala Bidang Kebudayaan | Sarjana Pendidikan 6 bulan

Kepala Seksi Pelestarian
Sarjona Pendidikan 2 bulan
Adat Budaya
Kepala Seksi Kesenian dan . .
Sarjana Sosial 2 bulan
Kelembagaan Adat
Kepala Seksi Promosi Seni . . 4 tahun 10
Sarjana Ekonomi
Budaya Kreatif _ bulan

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber DayaManusia Pringsewy, 2021

Dari data profil pejabat di atas dapat diketahui bahwa sering terjadinya rolling jabatan yang
tidak sesuai dengan latar belakang SDM ASN tersebut serta angka rata-rata lama menjabat juga
menjadi rendah. Hal ini tentu akan mengurangi tingkat percepatan inovasi yang berasal dari
SDM ASN.

Pada umumnya, beberapa OPD di Pringsewu sudah memiliki program-program yang
mendukung keberlangsungan kegiatan Sumber Daya SIDa di Kabupaten Pringsewu. Terdapat

inovasi vang telah dibuat untuk mengontimalkan notensi dan seltor uneoul

as bR P R e e LV Y e ‘o e oD~

ekonomi. Namun masih perlu adanya lembaga khusus atau program yang dapat mengintegrasi
untuk mengontrol, menjamin keefektifan dan keberlanjutan program-program tersebut.
Kegiatan Inovasi Daerah telah tersusun dalam SK Bupati Pringsewu No. B/88/KPTS/B.01/2020
tentang Nama-Nama Kegiatan Inovasi Daerah ke Dalam Suatu Keputusan Bupati Pringsewu.
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Tabel 6. 19 Kegiatan Inovasi Daerah Kabupaten Pringsewu

Peningkatan Akurasi Penyusunan Data formési

i kebutuhan gury melaiui apiikasi googie forms di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pringsewu Kabupaten Pringsewn
Produktifivitas dan Pelatihan Keterampilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 Kewirausahaaan paving blok manual Kabupaten Pringsewn
3 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Pelatihan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
barbershop Kabupaten Pringsewu
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Pelatihan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4 menjahit Kabupaten Pringsewu
., : . . . Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5 | Pendidikan dan pelathian keterampilan pelatihan sablon Kal%u p afegn Pringsewn &t

Pendidikan dan pelatihan keterampilan pelatihan
saitgkar buriag

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

| 2 NP T S
MUUPdI.CI.l ruugbcwu

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

7 Peningkatan Kapasitas Pengelola Bumdes Pekon Kabupaten Pringsewu
Peningkatan Peran Masyarakat dalam membangnan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
8 desa Pekon Kabupaten Pringsewu
S { Peuingkaian Rapasiias Aparaiur Penerinishan Fekon m?iﬁgﬁ;ﬁgﬂ%ﬁ:;ﬁ dan
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pembangunan | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
10 Pekon Pekon Kabupaten Pringsewu
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
11 Pelatihan Kemasan, Perijinan, dan Pemasaran Menengah, Perdagangan dan
L5 P PR L v Py
. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Pelatihan Kerajinan Anyaman Menengah, Perdagangan dan
12 Perindustrian
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
13 Pelatihan Pengolahan Kopi Menengah, Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Partisipasi dalam Inacraft Menengah, Perdagangan dan
i4 Perindustrian

[—
th

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

AAamarmnh Dardasnnman don
LSS, CUTGaghigail Guil

Perindustrian
Workshop untuk bidang pelayanan di 9 Kecamatan Dinas Penanaman Modal dan
datam Rangka Memberikan informasi terkait pelayanan| Pelayanan Perizinan Terpadu Satu

16 perizinan dan non perizinan Pintu Kabupaten Pringsewu
1~ | Pelatihan dan sosialisasi pengolahan dan pemasaran e Doribanan K ahrrmaten P
e hasil perikanan o S mE— e

Pelatihan dan sosialisasi perikaan budidaya dan Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu
18 tangkap
19| Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna | Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu
| - Felatihan Penerapan Teknologi Pertanian Modett | 1.\, peryanian Kabupaten Pringsewu
v DCTCOCO 1 aliaiTl A/ UABIZALL APIIKASL L TailSpraiici)
21 Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu

Penyuluhan dan pendampingan petani pelaku agribisnis
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et Dt

Pekan Nasional (Penas) Kontak Tani Nelayan Andalan

Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu

22 (ina)

23 Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu
Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Penyuluh . . \

2% Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

Bagian Umum Sekretariat Daerah

25 undangan (Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab -
- Kabupaten Pringsewu) upaten Pringsewu
. . . - . Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Bimbingan Teknis Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Sckretariat Daerah Kabupaten
Pengadaan Barang dan Jasa "
26 : Pringsewu
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
27 Bimtek Aphkasi SiRUP Pringsewu Bersahaja Sekretariat Daerah Kabupaten
Pringsewu
Binawakekon (Pembinaan dan pengawaan Keunangan Kecamatan Pagelaran Pagelaran
28 Pekon se-kecamatan pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu

Sumber: Keputusan Bupati Kabupaten Pringsewu, 2020

6.5

Pringsewu memiliki kesesuaian dengan arahan pembangunan dalam RTRW Kabupaten Pringsewu.
Berikut merupakan hubungan arah pembangunan Kabupaten Pringsewu berdasarkan dokumen RTRW

Arah Pembangunan Kabupaten Pringsewu

Kabupaten Pringsewu telah memiliki arahan pembangunan pengembangannya sampai dengan
tahun 2031 yang telah tertuang dalam dokuem Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pringsewu tahun 2011-2031. Kemudian setiap dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Kabupaten

Kabupaten Pringsewu, RPJMD Kabupaten Pringsewu, dan berdasarkan RPJP Kabupaten Pringsewu.
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LAPORAN AKHIR

Arah
Pembangunan

Penataan ruang di
wilayah Kabupaten
Pringsewu adalah
untuk mewujudkan
Kabupaten Pringsewu
sebagai pusat
pendidikan, pusat
perdagangan dan jasa
yang berwawasan
lingkungan dengan
didukung oleh sumber
daya manusia yang
cerdas dan kompetitif,
dalam rangka
menciptakan
masyarakat yang
sejahtera,

Pringsewu Berdaya Saing, Harmonis Dan
Sejahtera (Bersahaja). Dimana untuk mewujudkan
hal tersebut perlu untuk:

Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Publik
dan Permukiman Secara Merata.
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang
Unggul dan Berkarakter.

Meningkatkan Daya Saing Perekonomian
Masyarakat,

Memperkuat Kualitas Ketahanan Pangan
dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pe
merintahan dan Ketenteraman
Masyarakat.

Maju, Sejahtera dan Berdaya Saing,
‘Untuk mewujudkan hal tersebut

schingga perlu untuk;

= Membangun sarana dan
prasarana wilayah serta
utilitas dasar untuk mendukung
pengembangan ekonomi dan
pelayanan dasar

» Mengembangkan perckonomian
daerah berbasis keunggulan sumber
daya melalui tata kelola yang
modern dan berwawasan lingkungan

= Meningkatkan sumber daya manusia
yang berkualitas, bermoral tinggi
dan berkompetensi

= Membangun kehidupan masyarakat
yang tenteram harmonis, beragama
dan berbudaya

= Mewujudkan tata
kelola pemerintahan daerah yang
baik, bersih dan berkelanjutan (good
governance, clean governance and
sustainable)

Sumber: Hasil Analisis, 2022

. I —
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Berdasarkan hubungan antara ketiga dokumen perencanaan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan
terkait dengan arahan pembangunan Kabupaten Pringsewu untuk pengembangan inovasi daerah dimana
Pemerintah Kabupaten Pringsewn memiliki fokus pembangunan terhadap 3 hal, yaitu:

1. SDM (Pengembangan pusat Pendidikan sebagai upaya mewujudkan SDM yang unggul dan

meningkatkan daya saing perckonomian, tentram harmonis dan berbudaya)

2. Infrastruktur Publik (Sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan ekonomi)

3. Tata Kelola (mewujudkan kelembagaan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersik dan

berkelanjutan.
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BAB VII

PERUMUSAN KONSEP KONDISI SIDa
KABUPATEN PRINGSEWU

7.1 Analisis SWOT SIDa

7.1.1. SWOT Potensi Ekonomi dan Sektor Unggulan Kabupaten Pringsewu
Berdasarkan dari data potensi keonomi dan sektor unggulan Kabupaten Pringsewu,
berikut adalah penjabaran SWOT Potensi Ekonomi dan Sektor Unggulan Kabupaten
Pringsewu:
= Strength(Kekuatan)
« Poiensi suimber daya alaim yailg ineliinpah
- Kegiatan perekonomian pada bidang pertanian, perkebunan, perikanan, telah didukung
oleh OPD
= Potensi kegiatan usaha yang sangat luas
= Weakness (Kelemahan)
« Kapasitas dan pengembangan sumber daya manusia belum optimal
- Belum adanya pembinaan secara berkesinambungan terhadap pelaku usaha
- Kelompok UMKM masih menghadapi kesulitan yang mendasat, mnisaliiya permodalan,
kemampuan manajerial yang rendah, diikuti dengan rendahnya kualitas prodk, serta
ketertinggalan informasi dan tekmologi.
= Opportunity (Peluang)
. Kémampuan SDM dalam penguasaan IPTEK untuk kegiatan perekonomian
- Usaha berbasis teknologi (e-commerce dan jejaring usaha) sudah mulai digalakan
- Adanya pembangunan infrastruktur strategls termasuk jalan tol dan bendungan serta

) e fmndsrmbes ofral Aot
D ¥yaaal inausa X

-
v
73
o

«  Threat (Ancaman)
« Dampak dari pandemi covid-19
- Pesatnya pengembangan teknologi informasi dan komunikasi global dan belum siapnya

infrastruktu_r terkait

7.1.2 SWOT Kelembagaan SIDa Kabupaten Pringsewu

DAz - | P vV 1.
uCTu&S&ﬂ\aﬁ dari data nuuuua5aau SiDa L\auuyat P1uj5m..wu, GCIIKU

penjabaran SWOT Kelembagaan SIDa Kabupaten Pringsewu:
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- Strength (Kekuatan)
- Telah ada mempunyai Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 25 Tahun 2021 Tentang
Inovasi Daerah yang memuat ketentuan mengenai inovasi daerah di Pringsewu.
- Sektor unggulan pertanian memiliki beberapa kelembagaan berupa kelompok
masyarakat yang tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Pringsewu.
= Seluruh organisasi perangkat dacrah di Kabupaten Pringsewu telah menerapkan e-
government untuk mewujudkan system informasi dan komunikasi yang mudah diakses

oleh masyarakat.
- Weakness (Kelemahan)

« Dalam kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pringsewu, sebagian
besar belum mempunyai bagian kelembagaan yang khusus bertugas menginisiasi
inovasi daerah, baik berupa inisiatif, perencanaan sampai pelaksanaan inovasi daerah.

+ Bab X Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Inovasi Daerah
memuat Penilaian dan Penghargaan Inovasi, tetapi belum ada teknis pelaksanaannya
untuk penguatan budaya inovasi

» Relum seluruhnya pelayanan di setiap organisasi perangkat daerah di Kabu
Pringsewu yang menerapkan teknologi online yang cepat.

= Opportunity (Peluang)

- Lembaga pendidikan di Kab Pringsewu dan sekitarnya dapat mendukung inisiatif

inovasi dacrah untuk wilayah Pringsewu dan pelaksanaannya
- Threat {Ancaman)

- Masih ada ketergantungan terhadap pusat dalam hal inisiatif program dan pembiayaan

7.1.3 SWOT Jaringan SIDa Kabupaten Pringsewu
Berdasarkan dari data jaringan SIDA dapat disimpulkan SWOT dari hasil tabulasi
program, Berikut penjabaran SWOT Jaringan SIDA di Kabupaten Pringsewu:
= Strength (Kekuatan)
- Dalam pengembangan jaringan, keberadaan institusi akademisi di Kabupaten Pringsewu
dan Provinsi Lampung merupakan kekuatan dalam pengembangan Sistem Inovasi
Daerah Kabupaten Pringsewu.
- Jumlah penelitian yang cukup menjadi kekuatan yang dapat dimanfaatkan dalam

penanganan permasalahan dan pengembangan Kabupaten Pringsewu.
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» Weakness (Kelemahan)
- Kelemahan dalam pengembangan jaringan SIDA adalah masih belum adanya wadah
yang mempertemukan berbagai penelitian (hub) terkait Kabupaten Pringsewu.
= Masih minimnya program stimulatif bagi internal OPD dalam melakukan penelitian.
- Kelemahan lain adalah belum adanya sarana prasarana yang berperan dalam
pengembahgan sistem inovasi daerah.
« Opportunity (Peluang)
- Beberapa peluang yang dapat ditangkap oleh Pemda Kabupaten Pringsewu adalah
tingginva penelitian vang berasal dari luar Kabupaten Pringsewn.
= Threat (Ancaman)
- Ancaman yang perlu diperhatikan adalah tingginya program inovasi yang telah
diterapkan oleh pemda diluar Pringsewu, sehingga hilangnya peluang Kabupaten
Pringsewu dalam mewujudkan inovasi daerah.

7.1.4. SWOT Sumber Daya SIDa Kabupafen Pringsewu
Berdasarkan dari data sumber daya SIDa dapat disimpulkan SWOT dari hasil tabulasi

program. Berikut penjabaran SWOT sumber daya SIDa di Kabupaten Pringsewr:
« Strength (Kekuatan)

- Jumlah usia produktif yang lebih tinggi dibandingkan dengan usia lainnya dapat
menghasilkan sumber daya manusia yang efisien dalam pengembangan inovasi yang
lebih banyak

- Tingkat capaian IPM termasuk dalam kategori menengah atas dengan nilai 70,3 serta
merupakan peringkat ketiga se-Provinsi Lampung

= Angka Melek Huruf dan Angla Partisipasi Murni vang terus meningkat setiap tahunny

- Terdapat sekolah kejuruan dan perguruan tinggi yang dapat mendukung peningkatan
inovasi sesuai potensinya

= Weakness (Kelemahan)

« Masih banyaknya kejadian putus sekolah dan tidak memenuhi kebijakan wajib belajar

9 tahun

Masih rendahnya rasio ketersediaan sekolah bahkan kurang dari 50% untuk SMP dan
SMA

Masih minimnya guru yang memenuhi kualifikasi lulusan S-1/D-1V

Masih terdapat konflik sosial dengan rendahnya kemauan untuk melakukan inovasi

Sering terjadinya rolling jabatan yang tidak sesuai dengan latar belakang SDM serta

angka rata-rata lama menjabat juga menjadi rendah
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= Opportunity (Peluang)
- Pelatihan dan Bimtek yang beragam dalam peningkatan kualitas SDM ASN

»  Threat (Ancaman)

» Persaingan nasional atau global terkait kualitas SDM yang sudah berjalan, sedangkan
SDM Iokal belum banyak bisa ikut didalamnya

7.2 Permasalahan dalam Pelaksanaan SIDa
Dalam pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Di Kabupaten Pringsewu terdapat
beberapa permasalahan yang menjadi tantangan. Berdasarkan hasil wawancara terhadap
beberapa instansi, maka diperoleh informasi bahwa permasalahn tersebut diantaranya yaitu:
A. TataKelola:
1. Masih belum terselenggaranya evaluasi terhadap pengembangan inovasi;

2. Masih belum terbiasanya tata Kelola pemerintah menggunakan sistem
elektronik

B. Sarana dan Prasana
1.  Keterbatasan sarana dan prasana komunikasi dan informatika
C. Anggaran
1. Pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap keterbatasan anggaran
pada setiap dinas
D. Sumber Daya Manusia
1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesaui dengan kebutuhsan
dari tupoksi Dinas (Efektivitas setiap individu)
2.  Keterbatasan setiap OPD - untuk mﬁlai mengoperasikan  jalannya

pemerintahan secara elektronik
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Sumber: Hasil Analisis, 2022

Gambar 7.1 Permasalahan dalam Pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
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BAB VIII

FOKUS PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS SIDa

Penetapan indikator ketercapaian kinerja SIDa Kabupaten Pringsewu bertujuan untuk
memberi arahan mengenai pengukuran keberhasilan pencapaian SIDa Kabupaten Pringsewu
sampai akhir periode perencanaan. Penetapan indikator SIDa Kabupaten Pringsewu
diakumulasi dari pencapaian indikator keluaran program SIDa Kabupaten Pringsewu setiap
tahun, sehingga kondisi yang diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun perencanaan dapat
dicapai. Indikator ketercapaian SIDa Kabupaten Pnngsewu dirumuskan berdasarkan hasil
analisis pengaruh indikator capaian kinerj
capaian SIDa Kabupaten Pringsewu.

Adapun indikator ketercapaian kinerja Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten
Pringsewu terbagi menjadi indikator ketercapaian mengenai potensi ekonomi dan sektor
unggulan, kelembagaan SIDa, jaringan SIDa dan sumber daya SIDa Kabupaten Pringsewu.
Benkut adalah indikator ketercapaian kinerja SIDa Kabupaten Pringsewu.

Tabel 8, 1 Indikator Ketercapaian Kinerja SIDa Kabupaten Pringsewn

. Lembaga mtcgram kegitan
lllUdel Ulud.[lb CKUHUIILI
- Lembaga pendamping dan pembina|* Penjaminan mutu kegiatan
kelompok pertanian dan perkebunan| 1ROVast
serta pz(l)akupzsaha Pt * Jumlah program
) pendukung kegiatan
mffiin‘szm + Pembuatan program/kegiatan inovasi| ekonomi berbasis inovasi
1 “'“’S" ” yang mendukung ekonomi bagi|~ Jumiah perusanaan/usaha
U ¢ (;1' kelompok pertanian dan perkebunan,| Industri Pariwisata dan
ngguian pelaku usaha, melibatkan dinas ?kxgll]a(ilnn Kreatif Program
: koperasi dan umkm, perguruan tinggi|® VTN & . !
: pembinaan dan pelatihan
dan lembaga pengabdian masyarakat kelompok pertanian dan
perkebunan, serta peiaku
usaha
» Terbentuknya badan
penelitian dan
= Pembentukan lembaga yang pengembangan Kab
, meningkatkan penvelengoaraan Pringsewu
o | Kelembagan inovasi daerah | Jumlah inisiatif inovasi
SIDa | - Pembuatan program-program yang |  daerah meningkat dari
meningkatkan budaya inovasi daerah OPD, perguruan tinggi
dan kelembagaan
masyarakat
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‘No '—i?;;i-‘_?"-f.,KOmponﬁn FE AL s Variabel ot s

s Indikatorsss e oo
= Jumlah partisipan yang
mengikut komunikasi
pengembangan  inovasi
daerah

* Jumlah Kerjasama dengan
akademisi, LSM dan

Swasta dalam
pengembangan  inovasi
daerah

« Jumlah program kegiatan
antar OPD dalam
pengembangan  inovasi

« Komunikasi antar Lembaga dalam daerah
pengembangan Inovasi Daerah = Jumlah program kegiatan
» Upaya mobilisasi Sumber Daya antar OPD  dalam
3 | JaringanSIDa Manusia pengembangan
= Pemanfaatan sarana prasarana <an Hak keterampilan /
Kekayaan Intelektual pengetahuan SDM
» Jumlah paten  vang
didaftarkan
« Jumlah sarana prasarana
pendukung SIDa

= Jumlah publikasi terkait
mnovasi daerah

o  Inmlah Program
pendukung Inovasi
Daerah

» Jumlah Peserta yang
mengikuti program
Inovasi Daerah

»  Persentase pelayanan
sarana pendidikan

= Pengembangan dan  penguatan|* Jumlsh guru kualifikasi
pendidikan dan pelatihan inovasi untuk| lulusan 8-1/D-IV

4 | Sumber Daya pengembangan inovasi . Eers:er-ltasc_:” _ Angka
SiDa » Pengembangan sosialisasi pentingnya| i'ariisipasi iviufii
berinovasi e Jumlah keikutsertaan
pelatihan dan bimbingan
teknis di bidang teknologi
dan informasi

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Dalam rencana penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pringsewu, berikut
merupakan pilar penguatan yang disusun sebagai dasar dari kebijakan yang akan dilakukan untuk

T

menyusun program dan kegiaian dalam rangka mencapai kondisi Sila yang diinginkan:
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Tabel 8. 2 Pilar Penguatan SIDa Kabupaten Pringsewu

No| Pilar Penguatan .- Sistem ° { - Kerangka Kebijakan - | 'Kondisi SIDA yang akan >

Daerah

EKkosistem
Inovasi didalam
Tata
Kelembagaan
Pemerintah
Daerah

Kelembagaan

SIDA

Membenahi tata kelola dan
memperbaiki akuntabilitas

a. Tenmplementasinya open
data di level K/L sebagai
bentuk tanggung jawab,
sekaligus untuk mendorong
interaksi antar actor

b. Adanya partisipasi
masyaiakal uniuk inclakukai
evaluast Kebijakan hingga di
tingkat desa

Jaringan
SIDA

Membentuk Jaringan yang

dinamis

a. Meningkatnya jumlah dan

intensitas kerja sama antara
: f‘ﬁ“

lembaga riset

b. Meningkatnya persentase
peneliti/perekayasa/analis
kebijakan yang terpapar
kolaborasi riset dan inovasi
internasional

. . .
inducte nmivarcitne
ALiNIALS ULy ALY

Sumber Daya
SIDA

Menyediakan dukungan

sumber daya yang
memadai

a. Terciptanya SDM riset,
inovasi, dan kebijakan publik
yang andal melalui
peningkatan kapasitas terus-
menerus (baik melalui
pendidikan formal maupun
pelatihan) sebagai bagian dari
proses pengembangan
jenjang karier

b. Meningkatnya partisipasi
masyarakat (nonprofit) dalam
Pendanaan riset dan inovasi
yang mendorong belanja riset
Mayoritas bersumber dari
swasta

¢. Adanya alokasi pendanaan
riset untuk isu terkini
(emerging issues) dan
kebutuhan yang berubah

d. Terbentuknya sistem
pendanaan riset dan inovasi
terintegrasi dengan
ownership stakeholder tinggi

Ekonomi dan

Memastikan kerangka
regulasi yang knat dan

jelas

a. Kebijakan penelitian dan

Inovasi yang konsisten

Dengan domain Kebijakan
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~Inovasi ~

| Daerah |

. Kondisi SIDA yang aka
' 'ga"p"aif:

lain (misalnya Ekonomi,
industri, Perdagangan, dan
Pendidikan) sehingga
berdampak pada ekonomi
dan sector unggulan

b. Perbaikan pengaturan Data
uituk taia Kelola Ekosistein
pengetahuan Dan inovasi

¢. Prioritas penelitian dan
inovasi pada ekonomi dan
sector unggulan di Kabupaten

Pringsewn

Ekosistem
Inovasi didalam
Pengembangan
Ekonomi dan
Sektor
Unggulan

Kelembagaan
SIDA

Membenahi kelembagaan
pengembangan ekonomi
dan sector unggulan

a. Pembentukan klaster
pelaku usaha ekonomi /
sector unggulan

b. Membentuk forum antar
pelaku usaha, akademisi dan
pemerintah

Jaringan
SIDA

Membentuk Jaringan yang
dinamis

a. Meningkatkan Kerjasama
antar pelaku usaha lokal
dengan pelaku usaha diskala
yang lebih luas

b. Menyelenggarakan
kegiatan / event untuk
memamerkan produk,
ekonomi atau sector
unggulan

Sumber Daya
SIDA

Menyediakan dukungan
sumber daya yang
memadai

a. Melakukan peningkatan
SDM terkait pengelolaan
usaha, ekonomi dan sector
unggulan

Ekonomi dan
Sektor
Unggulan

Memastikan kerangka
regulasi yang kuat dan
jelas

a. Melakukan peningkatan
kebijakan yang mendorong
pengembangan produk,
ekonomi dan sector unggulan

Ekosistem
Inovasi didalam
Pengenibangan
Sistem Inovasi
Daerah

Kelembagaan
SIDA

Memperkuat Kelembagaan
Tim Koordinasi

a. Kelembagaan Sistem

b. SOP Tim Koordinasi ada
dan dijalankan

Jaringan
SIDA

Memperkuat Kerjasama
Antar daerah dan antara

dasrah denoan mucat
gaerah denoan micat

a. Kerjasama antar dagrah
terjalin

h Kertacama l emhaoa nueat
~h DLl pasaiiin LLILUESS pesat

dan perguruan tinggi terjalin
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" Sistem.
- Inovasi.
- Daerah.

Kerangka Kebijakan

dicapa

~ Kondisi SIDA yang aka

Sumbér Daya

a. Berfungsinyéi ruéﬂg publik

Menumbuhkembangkan
SIDA Kolaborasi bagi inovasi | kreatif
dan meningkatkan difusi  |b. Posyantek berfungsi
inovasi memecahkan permasalahan
kebutuhan teknologi tepat
guna
<. Mcningkatkan kapasitas
inovatif apparat pemkab
melalui implementasi inovasi
daerah
d. Tersedianya relawan
herinovasi dari kalangan
mahasiswa
Ekonomi dan |Mengembangkan =~ a Terbangunnya system
Sektor Kerangka umum yang perizinan bisnis/investasi
Unggulan kondusif bagi inovasidan |yang cepat
bisnis untuk daya Tarik b. Adanya
penanaman modal dan insentif/pembiayaan
perijinan kreativitas keinovasian
¢. Memiliki komunitas kreatif|
d. Investasi IPTEKIN
4 {Ekosistem Kelembagaan | Memperkuat kelembagaan |a. Terbentuknya dan
Inovasi didalam |SIDA pusat inovasi yang berfungsinya kelembagaan
Pengembangan memiliki peran sebagai incubator teknologi yang
Bisnis Berbasis incubator dan BDSP memberikan layanan
Teknologi {Layangan Pengembangan {inkubasi
(teknopreneur) Bisnis) untuk b. Terbentyknya dan
pengembangan UMKM  (berfungsinya BDSP
dan teknopreneur baru (Business Development
Service Provider)
Jaringan Mengembangkan interakst |a. Terwujudnya Kerjasama
SIDA antara penghasil Iptekin  |antara penghasil Iptekin
dengan UMKM dan dengan UMKM /masyarkat
Tenkpreneur dan menghasilkan Pengusaha
Pemula Berbasis Teknologi
{PPBT) serta menghasilkan
IKM Inovatif
b.Meiiingkatiya peimintaan
perizinan bagi pelaku usaha
mikro

¢. Terselenggaranya forum
temu bisnis dan Kerjasama
antar ppnghnci! I};\fpln'n_
dengan UMKM serta
Lembaga pembiayaan
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_P:Iar Penguatan | -Sistem' - |- : Kerangka Kebijakan . |'-Kondisi SIDA yang akan’
' ' AR Prdlcapal
= Pringsewu " SECINEE SR TR
F:E‘mper Daya | Membangun budaya a. Berkembangnya kurikulum
SIDA inovasi di kalangan teknopreneur di Pendidikan
Perguruan Tinggi dan Tinggi dan Pendidikan
Pemuda Vokasi
Ekonomi dan |Mengembangkan jenis a. Tersedianya kajian
Sektor usaha potensial baru yang potensi/prospek bisnis
Unggulan inovatif sebagai acuan pengembangan
usaha baru

Sumber: Hasil Analisis, 2022

8.1 Visi Misi SIDa di Kﬁx;bupaten Pringsewn

Berdasarkan upaya untuk mewujudkan arah pengembangan indikator inovasi yang akan
dicapai, tentunya perlu ada dukungan Sistem Inovasi Daerah dalam mendukung Visi Misi
Kabupaten Pringsewu. Pengembangan strategi Sistem Inovasi Daerah tentu akan mendukung
visi Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu yaitu
“PRINGSEWU BERDAYA SAING, HARMONIS DAN SEJAHTERA (BERSAHAJA)”.
Berikut tabel keterkaitan strategi terhadap pemaknaan visi RPJMD Kabupaten Pringsewu:

Tabel 8. 3 Keterkaitan Strategi Terhadap Pemaknaan Visi RPJMD Kabupaten
Pringsewu

s Strategx Pen; S1Da”

Pembangunan llma tahun kedepan di Kabupaten
Pringsewu  diharapkan dapat mewujudkan
kemampuan dan ketangguhan terhadap tatanan
dasar masyarakat Pringsewu yang memiliki
kemnggulan  kompetitif untuk  menghadapi
persaingan global dimasa yang akan datang, yang
di indikasikan dengan :

a Infrastruktur yang memadai;

b. Sumberdaya manusia yang berkualitas;

c. Hasil produksi yang memenuhi standard
global;

d. Tklim usaha yang kondusif, dan

€. Pemerintahan daerah yang profesional dan
bersih.

Melakukan upaya untuk mewadahi inovasi
yang berkaitan dengan komoditas ungguian dan
sector ekonomi Kabupaten Pringsewu. Dimana
hal ini perlu secara rutin dilakukan untuk
dircalisasikan pada berbagai lini pendukung
daya saing daerah. Inovasi yamg telah
diakomodasi lalu  diwujudkan melalui
publikasi, pameran atau pembinaan terhadap
stakeholder terkait.
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Pembangunan lima tahun kedepan di Kabupaten
Piingsewu diliarapkan imampu  inenciptakai
kondisi atau terjalinnya tata hubungan masyarakat
Kabupaten Pringsewn yang serasi dan selaras
berdasarkan nilai-nilai agama (religius), kearifan
lokal dan hokum, sehingga dapat tercipta
sinergisitas kerja yang optimal dalam rangka
wiembangun  Rabupaicn  Pringsewu,  yang

diindikasikan dengan :

Pemerintah dapat mewadahi inovasi pada
bebeiapa bidang social, kearifan lokal, kultur,
budaya hingga agama Dimana dalam
menjawab tantangan masa depan, tentu
membutuhkan - alternatif  solusi  untuk
menghindari terjadinya perpecahan social.

Pembangunan lima tahun kedepan di Kabupaterj
Pringsewu diharapkan mampu menciptakan kondis

K er .
Prinogewmn vrano carasi dan celarac hardacarkan nilaild
£wn yang cerasi dan sgelarag berdacarkan mim

oA

optimal dalam rangka membangun Kabupaten
Pringsewu, yang diindikasikan dengan :

Tata hubungan antar dan inter agama, antag
suku, amar budaya, antar stakeholders, antay
lembaga, lingkungan hidup dan antar elemen
masyarakat lainnya, yang senantiasa memegang
teguh jejama secancanan;

a. Kolaborasi tata hubungan masyaraka
Kabupaten Pringsewu vyang saling bersinergf
jmembentuk kekuatan atau modal pembangunan.

atau tetjalinnya tata hubungan masyarakat Kabupateﬂbudaya hingga agama. Dimana dalam menjawah

nilai agama (religius), kearifan Iokal dan hukumlalternatif solusi untuk menghindari terjadinyq
schingga dapat tercipta sinergisitas kerja yangperpecahan social.

Pemerintah dapat mewadahi inovasi padd
beberapa bidang social, kearifan lokal, kultur,

Htantanoan maea Adenan  tentu  membntuhlan
antangan masa  depan,  fentn membntohicoan

hawe

Pembangunan lima tahun kedepan di Kabupaten
Pringsewu diharapkan dapat mewujudkan kondisi
masyarakat Kabupaten Pringsewu yang dapat
terpenuhi kebutuhan dasar dan pelayanan dasarnya
sehingga dapat hidup nyaman, tenteram, damai,
sentosa dan makmur lahir bathin, yang
diindikasikan dengan :

a Terpenuhinya kebutuhan dasar, mencakup
kebutuhan pangan, sandang dan papan;

b. Terpenuhinya pelayanan dasar, mencakup
pelayanan pendidikan; pelayanan keschatan;
pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang;
pelayanan perumahan rakyat dan kawasan
permukiman; pelayanan ketenteraman, ketertiban
umum, dan perlindungan masyarakat; serta
pelayanan sosial.

Strategi dalam mewujudkan pemaknaan visi
ini adalah dengan mengakomodasi inovasi
dibidang sarana, prasarana, ekonomi dan
kebijakan. Dimana dalam mendukung hal
terscbut tentunya perlu didukung dengan
inovasi ~ inovasi yang dapat meningkatkan
kualitas pelayanan kebutuhan dasar.
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Pembangunan lima tahun kedepan di Kabupaten | Pada pemaknaan ini, upaya dalam penguatan
Pringsewu yairg beidaya saiing, haiinoiis dan Sila adalali dengan meinberikai peningkaian
sejahtera diharapkan senantiasa dibingkai dalam | SDM dan jaringan terkait system inovasi
kehidupan masyarakat Kabupaten Pringsewu | daerah di Kabupaten Pringsewu. Hal ini
bersahaja, yang diindikasikan dengan : ,

a Pola hidup yang sederhana dan tidak
berlebih-lebihan;

D. Memiliki kewaspadaan yang tinggi
terhadap segala ancaman;

c. Berhati-hati dan bijaksana dalam
mengambil keputusan;

d Memiliki karakter tinggi, malu untuk
melakukan perbuatan tidak tethormat secara moral,
dan Mengedepankan sikap kreatifitas dan optimis
yang tinggi, sehingga mendapat kebahagiaan lahir
dan bathin.

Sumber: Hasil Analisis, 2021
Dalam mewujudkan kondisi yang akan dicapai, berikut adalah kerangka kerja yang

akan dicapai Kabupaten Pringsewu dalam menghasilkan inovasi:
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Sumber: Has:IAna isis, 2021
Gambar 8. 1 Kerangka Keterkaitan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pringsewu yang Akan Dicapai
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8.2 Tujuan dan Sasaran

Dalam pengembangan sistm inovasi daerah tentunya perlu untuk menentukan arah
pembangunan kedepannya. Hal ini ditinjau dari hasil identifikasi dan analisis yang telah
dilakukan sebelumhya. Dalam penjelasan sistem inovasi daerah akan mengakomodir strategi
dan indikator yang akan dicapai oleh Kabupaten Pringsewn. Kondisi vang menjadi acuan hesar

pengembangan system inovasi daerah dapat dilakukan melalui ketercapaian hal — hal berikut:
1. Terbangunnya kerangka umum dalam berperan menciptakan iklim inovasi yang
kondusif. Upaya dalam mewujudkan tersebut adalah adanya system basis data inovasi
yang baik. Selain itu terdapat beebrapa komponen pendukung yaitu kebijakan
penguatan serta pengembangan inovasi, sarana dan prasarana yang mendukung
berkembangnya inovasi daerah. Upaya ini juga dapat dilakukan dengan melakukan

stimulative herun ma nnrs-v.mm i baoi innovator vang mitin digelencoarakan oleh Pemerintah

Tor B e L 2122222

Daerah Kabupaten Pringsewu.

2. Terbangunnya kelembagaan inovasi daerah yang mendukung kegiatan komunikasi,
koordinasi, Kerjasama, kolaborasi, sehingga dapat memperkuat inovasi daerah,
Peningkatan kelembagaan ini dapat dilakukan dengan memastikan adanya peningkatan
kapasitas organisasi. Denga keberadaan kelembagaan ini nantinya menjadi wadah
untuk melakukan inkubasi inovasi, sehingga dapat berdampak terhadap pengembangan
daerah cacara efektif

3. Terdapatnya system Kerjasama atau jaringan inovasi daerah dengan berbagai
stakeholder yang bersifat pentahelix. Dimana stakeholder yang perlu dilibatkan adalah
akademisi, masyarakat, industrydan media bersama pemerintah Kabupaten Pringsewu.
Keberadaan model Kerjasama tersebut, diharapkan dapat diterapkan dalam rangka
mendorong inovasi di Kabupaten Pringsewu.

4,  Berkembangnya pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat melalui kurikulum yang

inovaci dimaksndlan acar

berperan dzlam menghasilkan budaya inovasi. Buda an agar

A
ey ag wally &

Kabupaten Pringsewu menjadi ruang bagi masyarakat yang memiliki inovasi. Secara
nyata perlu adanya peningkatan uszha untuk melakukan sosialisasi dan kampanye
inovasi agar akrab terhadap masyrakat. Dengan semakin meningkatnya budaya ini,
diharapkan dapat memunculkan pelaku usaha kreatif dan inovatif untuk meningkatkan
daya saing daerah.
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5. Perlu adanya upaya system inovasi yang teridentifikasi secara rutin untuk memastikan

berdampak pada sector ekonomi unggulan Kabupaten Pringsewu. Inovasi terkati sector

ckonomi unggulan nantinya dapat ditindak lanjuti dengan mengkomunikasikan hasil

inovasi dengan stakeholder dalam upaya perwujudannya. Hasil usulan inovasi terkait

N Tt R T T e o 7e L} o MY, A s, S gy S UL v S NS S
CAULIVLLIL WP UL LiIans anya i ACpCrilingall poniciiiiiail, Laitiuil juga ncpcuui‘lgim

masyarakat Kabupaten Pringsewu. Dalam menanggapi hal tersebut, schingga perlu

untuk secara rutin melakukan publikasi atau exhibition hasil usulan inovasi.

8.3 Arahan Kebijﬁkan dan Strategi _

Dalam mewujudkan SIDA di Kabupaten Pringsewu, terdapat beberapa strategi yang dapat
diterapkan dalam mewujudkan Potensi Potensi Ekonomi dan Sektor Unggulan, Kelembagaan,
Jaringan dan Sumber Daya SIDa di Kabupaten Pringsewu. Berikut beberapa strategi yang dapat
dilakukan: |

1. Menambah program/kegiatan inovasi dalam rangka mengoptimalkan potensi

ekonomi di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan serta industri

2. Penjaminan mutu keefektifan dan keberlanjutan program/kegiatan inovasi bidang

ckonomi

3. Perbup Pringsewu 25/2021 Tentang Inovasi Daerah bagian kedua mengenai

Kelembagaan Inovasi daerah memuat bahwa perangkat daerah sesuai bidangnya

rtangoung  jawab dalam menyelenpgoarakan inisiatif inovasi daerah,  Setiap
kelembagaﬁn OPD di Kab Pringsewu perlu membuat program untuk menggiatkan
inovasi daerah.

4. Perlu pembentukan kelembagaan masyarakat untuk segala sektor sehingga lebih inisiatif
dalam inovasi daerah terutama peningkatan produk dan proses. Juga melibatkan
perguruan-perguruan tinggi dalam giat berinovasi untuk Kab. Pringsewu.

5. Membentuk kelembagaan penelitian dan pengembangan yang ditugaskan untuk

menoknordinacikan. memantan. menaawaci dan mencevaluacgi nenvelenogaraan
s = il td =2 (=t TEREES SEmEmes QT T At 7 gl =4

inovasi daerah.

6. Melakukan program stimulasi bagi OPD dalam menghasilkan inovasi — inovasi yang
menjawab kebutuhan Kabupaten Pringsewu

7. Melakukan program yang mewadahi inovasi daerah baik pada ruang — ruang penelitian,
diskusi, dil
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8. Melakukan program yang mewadahi SDM Masyarakat dalam menghasilkan inovasi
sesuai kebutuhan Kabupaten  Pringsewu

9. Melakukan program peningkatan kualitas SDM ASN dalam kesiapan untuk

menghasilkan inovasi yang dapat memajukan Kabupaten Pringsewu
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BAB IX

INDIKATOR KETERCAPAIAN KINERJA
SIDa

Penetapan indikator ketercapaian kinerja SIDa Kabupaten Pringsewu bertujuan untuk
memberi arahan mengenai pengukuran keberhasilan pencapaian SIDa Kabupaten Pringsewu
sampai akhir periode perencanaan. Penetapan indikator SIDa Kabupaten Pringsewu
diakumulasi dari pencapéian indikator keluaran program SIDa Kabupaten Pringsewu setiap
tahun, schingga kondisi yang diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun perencanaan dapat
dicapai. Indikator ketercapaian SIDa Kabupaten Pringsewu dirumuskan berdasarkan hasil

nalisis pengaruh indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja
capaian SIDa Kabupaten Pringsewu.

Adapun indikator ketercapaian kinerja Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten
Pringsewu terbagi menjadi indikator ketercapaian mengenai potensi ekonomi dan sektor
unggulan, kelembagaan SIDa, jaringan SIDa dan sumber daya SIDa Kabupaten Pringsewu.

Berikut adalah  indikator ketercapaian kinerja  SIDa Kabilpaten Pringsewu.

Tabel 9. 1 Indikator Ketercapaian Kinerja SIDa Kabupaten Pringsewu

= Lembaga integrasi kegitan
tnovasi bidaug ekonow
+ Lembaga pendamping dan pembina|- Penjaminan mutu kegiatan
kelompok pertanian dan perkebunan| 1Rovasl
serta pelaku usaha - Jumlah program
Potensi penduku.ng ’ l.ceglata}n
mm?ni.; 4o | * Pembuatan program/kegiatan inovasi{ ¢konomi berbasis inovasi
1 “‘“g“i;t"‘ - yang mendukung ekonomi bagi|® Jumlah perusahaan/usaha
U ¢ f'l‘r _ kelompok pertanian dan perkebunan,| Industr Pariwisata dan
neguian. pelakn usaha, melibatkan dinas| Fkonomi Kreatif
koperasi dan umkm, perguruan tinggi{® Jumlah Program
* dan lembapa pengabdian masyarakat pembinaan dan pelatihan
kelompok pertanian dan
perkebunan, serta pelaku
usaha
» . Pembentukan lembaga yang ) g:;z]iltllt:;m ya dan
meningkatkan penyelenggaraan Kab
" Kelembagaan inovasi daerah gf_;g,i:;b;n gan
‘ SIDa | - Pembuatan program-program yangl, 1ir inigiatif inovasi
meningkatkan budaya inovasi daerah daerah meningkat dari
OPD, perguruan tinggi
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No|  Kompor

. .l.(elcmbagaan

inasyaraxai
Jumlah partisipan yang
mengikuti  komunikasi
pengembangan  inovasi
daerah
Jumlah Kerjasama dengan
akademisi, LSM dan
Swasta dalam
pengembangan  inovasi
daerah
Jumlah program kegiatan
antar OPD dalam
pengembangan  inovasi
« Komunikasi antar Lembaga dalam dacrah
pengembangan Inovasi Daerah Jumlah program kegiatan
« Upaya mobilisasi Sumber Daya antar OPD dalam
3 1 JannganSiDa Manusia pengembangan
+ Pemanfaatan sarana prasarana dan Hak keterampilan /
Kekayaan Intelektual pengetahuan SDM
Jumlah = paten yang
didaftarkan
Jumlah sarana prasarana
pendukung SIDa
Jumlah publikasi terkait
inovasi daerah
Jumlah Program
pendukung Inovasi
Daerah
Jumlah Peserta yang
mengikuti program
Inovasi Daerah
Persentase pelayanan
sarana pendidikan
- Pengmba_ngan dan penguatan Jumlah guru kualifikasi
: pendidikan dan peiatihan inovasi untuk|  Iuiusau 3-1/D-iV
4 Sumber Daya pengembangan inovasi Persentase - Angka
SIDa » Pengembangan sosialisasi pentingnya|{ Partisipasi Mumni
berinovasi Jumlah keikutsertaan
pelatihan dan bimbingan
teknis di bidang teknologi
dan informasi

Sumber: Hasil Analisis, 2021
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BAB X

RENCANA AKSI SIDa KABUPATEN
PRINGSEWU

Rencana aksi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pringsewu merupakan
implementasi strategi dari program Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pringsewu dalam
jangka waktu .perencanaan tertentu yang didalamnya juga mencakup berbagai arahan kebijakan,
fokus program dan kegiatan prioritasyang dilengkapi indkator pencapaian dan OPD yang

bertanggung jawab.
Adapun berikut adalah rencana aksi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten

o0 Potensi Ekonomi dan Sektor Unggulan
Penentuan Lembaga - 50 100 - - BAPPED
atau Integrasi % % A
Pembentukan | kegiatan Inovasi
Lembaga bidang Ekonomi
Khusus
Pemantauan,
1 Pendampinga
n)
Pembinaan,
kegiatan
Inovasi
bidang
Ekonomi
Lo Program - 10 30 50 80% Seluruh
2 | Penjaminan Penjaminan % % % OPD
Keberlangsu Mutu Kegiatan
ngandan Inovasi
Keberlanjutan
Kegiatan
X i‘;‘fgx’dﬁ“g Aplikasi - 10 | 30 | 50 | 80% | Bagian
Monitering, % % % Pengadaan
Pendampingan Barang
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| Tah

“Tah

Tahu |

un | un | 2028 | Penamesun
2023 | 2024 | (Targ | BSAMR
PR N BRRT - ) S
dan Pembinaan dan Jasa
Kelompok Sekretariat
Petani dan Daerah
Pelaku Usaha Kabupaten
Pringsewn
Integrasi 50% 60 70 80 90% Seluruh
Kelembagaan % % % OPD
bidang ekonomi
Jumlah Program - 2 4 6 8 Diskoperi
Industri ndag dan
Pariwisata Dinas
?rogr?lec.g Kepemuda
1atan movasi an,
pendukung Olahraga
ckonomi dan
(pel.‘taflian, Pariwisata
pariwisata, Kabupaten
industri Pringsewn
kreatif yang
didukung
oleh Jumlahusaha | 45 | 80 | 100 | 120 { 150 | Diskoperi
teknologi Industi ndag
mformasi dan .
komunikasi) Ekonox-m Kz?bupatcn
Kreatif Pringsewu
Bimbingan 9 15 20 25 30 Seluruh
Teknis dan OPD
Pelatihan bidang
Ekonomi

Kelembaga up enPrmgsewu
Terbentuknya
Badan Penelitian
Pembentukan l(iaenngembangan
leml?agil{yang Kab Pringsewu
meningkatkan | o ertugas - | 30% | 50% | 80% | 100% | BAPPEDA
penyelenggara untuk
an inovasi —
dacrah mengkoordinasik
an, memantau,
mengawasi dan
mengevaluasi
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“o |- Kegiatan :
coPrioritas o) o
penyelenggaraan
inovasi daerah
Penunjukkan
salah satu badan
di setiap OPD
yang bertugas
2 menggiatkan - 4 8 | 15| 20 Seluruh
kegiatan inovasi OPD
daerah dan
fglna%g;ﬁn mengkoordinasik
bagian di annya
setiap OPD Terdapat
dan program di setiap
pembuatan OPD yang
program yang | menggiatkan
meningkatkan | kegiatan inovasi
budaya daerah untuk
3 | inovasi dacrah | peningkatan - 4 8 15 20 Sclurch
. OPD
dan penerapan | pelayanan public
teknologi menggunakan
informasi dan | dukungan
komunikasi teknologi
(digital) dalam | informasi dan
peningkatan komunikasi
pelayanan Jumlah kegiatan
publik kerjasama
inovasi daerah
meningkat antara Seluruh
4 OPD, perguruan |~ 41 8 1 151 20 OPD
tinggi dan
kelembagaan
masyarakat
Program
pemberian
5 nsentifkepada | - | 2 | 4 | 7 | 10 | Sguh
Pemberian lembaga atau
insentif untuk | perseorangan
meningkatkan | Jumlah inisiatif
budaya inovasi daerah
inovasi daerah | meningkat, baik Seluruh
- 0
6 dari kelembagaan > 10 15 2 OPD
atau
perseorangan
e T8
Jumlah partisipan Seluruh
1 | Komunikast yang mengikuti - 20% { 40% | 60% | 80% OPD
antar forum
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Pengembanga | Persentase .
1 |ndan pelayanan sarana | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | p e
penguatan pendidikan e
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“Tah
un - | ;201
12024 |- (Ta
pendidikan dan | Jumlah guru
pelatihan kualifikasi 70% | 72% | 75% | 78%
inovasi untuk - Tulusan §5-1/D-
pengembangan | IV
inovasi Persentase Dinas
Angka 80% [ 82% | 85% | 88% 90% | pendidikan
PartisipasiMumni
Jumlah
Pengembangan kcxkqtsertaan
T pelatihan dan BKPSDM
sosialisasi bimbingan - | 50% | 60% | 70% | 80% | danSeluruh
pentingnya teknisdi bidang oPD
berinovasi teknologi dan
informasi

Swumber: Hasil Analisis, 2021
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